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ABSTRACY

The world’s attention towards sanitation and safety factors within the trade of food
products is rapidly increasing. trradiation is an alternative technology can be used to
solve these concerns. Permission has been given to altow countries to implement
sautation and health standars enforce by environmental, health and supervisian
programs that protect the manufacturing stage of these products. These standards
become weapons i the hands of devclopment countries, which obviously own
stricter health regulations in comparison to thets less developed neighbors. They use
these regulations to restrict the import of food products into theis countrics. There
are several important things which need to be noted when discussing market access
in the trade, amongst them is the negotiation results which uses the term
“Multitateral MFN™ which all participating countrics can make full use of without
exception. In consequence, competition becomes fiercer than ever. Due to the fact
that everyone has the same standing position, laws of nature apply. He/she who is
stronger (rcad © more ready) wins. When paragraph (1) of aiticle 1 of GATT is
strictly enforced, standing positions between countries are clearly unequal, with poor
and developing {(backward) countrics strunggle to kecp up. To anticipate this fact,
developed countries then created the Generalized System of Preference (GSP). This
GSP policy is known as Special and Differential Treatment.

L%
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BAB1

PENDAHUILUAN

A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan

Perhatian masyarakat dunia pada faktor kebersihan dan keamanan suatu
rantai perdagangan bahan pangan semakin meningkat secara nyata. Olel karena itu,
kenaikan jumiah produksi bahan pangan per unit area harus selatu  ditkuti dengan
usaha yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya kerusakan selama
penyimpandn. Iradiasi merupakan teknologi altematif yang dapat diterapkan sebagai
carg untuk mengatasi hal ini.

Dewasa ini perkembangan penggunaan teknik radiasi untuk kesejahteraan
manusia sudah semakin maju, termasuk penggunaan tekmik radiasi untuk
pengawetan makanan. Penggunaan teknik radiasi untuk pengawetan makanan yang
sudah mencapai tingkat komersial harus tetap aman bagi masyarakat.

Pengertian iradiast berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 826/MEN. KES/PER/X11/1987 tentang Makanan Iradiasi adalah :'

' Direktorel Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Pepartemen Keschatan RI :  Peraturon
Menteri Kesehaten RiI No. B26AMENKES/PER:XHA987 tenmiang Makanan Iradiasi (Jakarta
Departemen Kesehatan, 1998), Pasal 1.

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Setiap prosedur, metode ataupun perlakuan sccoara fistka yang
dimaksudkan untuk melakukan radiasi ionisasi pada makanan, batk
digunakan penyinaran tunggal ataupun beberapa penyiraran asalkan
dosis maksimum yang diserap tidak melebihi dari yang diizinkan

Iradiasi pangan adalah

Metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan
zat radioaktif maupun akselerator untuk wmencegah terjadinya
pembusukan dan kerusakan serta membebaskan dari jasad rentk
patogen.

Sedangkan pengertian iradiasi pangan berdasarkan hasil kesimpulan seminar
Food irradiation and Consumers vang diselenggarakan oleh  [fmternational
Consulitative Group on Food Iradiation (1CGFY dan International Orvganization of

Consumers ' Unions (I0CU) di Motel Schipol. Netherlands pada tanggal 14 - 16

September 1993 adalah -

Food irmadiation is a food processing technique which may have
a role play in controlling non-sporing food-baome pathogens such
as Salmonella, Campylobacter and Listerfa Monocytogenes.
Foad ireadiation is not a control procedure for preformed
micirobial toxin. Radiation doses above the dosc limit presenily

? Zubaidah Irawati. “Legalitas dan Jaminan Keamanan Produk Pangan vang Diwadiasi™ (Makalah
disampaikan pada Seminasr Forum Komuntkasi Nasionat Jradiast Produk Perikanan beku dalam Rangka
Meningkatkan Jaminan Keamanan Pangan, Hotel Horizon Bekasi, 10 September 2001),

Y International Consulative Gronp on Food fradiation (TCGED dan International Organization of
Consumers’ Unions (FOCU),  “Food frradition and Consumers”™ {Motel Schipol, Netheriands pada
tanggal 14 - 16 September 1993). hal. 2.

I~
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recommignded by the Codex UGeneral Standard for lrradinted

Foods, wonld have i be applied for food if the process is 1o be

used 1o eliminate virus and bacterial spores. Food-borne

parasitic organisms such as Trichinella, Toxoplasma dan Teania

may also be controlled by food irvadiation.

Berdasarkan berbagai definisi iradiasi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa fungsi iradiasi adalah suatu usaha yang bersifat preventif yang dilakukan
dengan cara melakukan ionisasi pada produk pangan guna mencegah terjadinya
pembusukan dan kerusakan selama penyimpanan serta membebaskan produk pangan
dari jasad renik patogen.

Ekspor-impor produk pangan yang telab diiradiasi (selanjutnya disebut
pangan iradiasi) merupakan svatu bentuk perdagangan internasional yang dalam
pelaksanaannya tidak terlepas dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh WTO.

Pembentukan WTQ diawali pada akhir Perang Dunia 11, dimana 23 negara
menandatangani Perjamjian Umum mengenai Tarif dan Petdagangan {General
Agreement on Tariffs and Trade disingkat GATT), yaitu suatu pakta yang bertujuan
liberalisasi progresif bagi perdaganpan internasional melalui putaran-putaran
hegosiasi. Putaran ke delapan atau Putatan Uruguay berlangsung dari tahun 1986
sampal 1994 dan diakhiri dengan tcrb.entuknya WTO (Organisasi Perdagangan
Dunta) dengan lebih 130 negara anggota kini, den dibentuk pada tanggal 1 jahuari
1995. WTO adalah organisasi internasional yang mengurusi aturan-aturan
perdagangan antar negara. Hal yang menjadi intinya adalah apa yang disebut

Perjanjian WTO (WTO Agreements).
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Adanya sistem WO i juga inembunt akses pasar menjadi stabil, karena
sermua negar anggota terikat tethadap perjangian-perjargian dalam WT'Q. Dalam hal
int negara anggota akan menjalankan peraturan-peraturan nastonalnya yang sesuai
dengan peraturan dalam WTO. Peraturan-peraturan tersebut antara hain
- Agreement on lechnical Barriers to Trade (YBT), dimana hampir semua negara

mempunyai peraturan-peraturan teknis atas barang-barang perdagangar yang
berkaitan dengan pertimbangan tertentu sepetti keamanan, kesehatan manusia
dan hewan, perlindungan lingkungan setta afasan lain. Hal utama yang menjadi
fokus perhatian adalah mengadakan aturan untuk menjamin bahwa berbagai
aturan teknis atau aturan lainnya, termasuk prosedur pengupian (fesiing) dah
sertifikast mutw barang, hendaknya tidak menciptakan tintangan atau hambatan
yang tidak seharusnya terjadi terhadap perdagangan.

- Agreement on Sanitary and Phyiosanitary (SPS), merupakan persyaratan yang
diterapkan pada produk pertanian yang bertuwjuan untuk melindungi manusia atau
hewan dan pencemaran makanan yang terkontaminasi, melindungi kesehatan
manusia dari hewan atau tumbuhan yang terkontaminasi serta metindungi hewan

dan tumbuhan dart hama dan penyakit.

~ Trade and Fnvironment, yang membahas kesadaran akan pentingnya

perdindungan lingkungan dalam konteks perdagangan intermasional serta

mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan terbadap sumber daya alam.
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Sebagai  anggota WTO, Indonesia moerasa perdn umtuk mengkaji
kepentingan nasionaluya terutama yang berkenaan dengan keterkaitan antara
perdagangan dengan lingkungan. Hal ini berkenaan dengan tujuan agar tercapai
sinergi dari partisipasi Indonesia dalam berbagai persetujuan internasional, sekaligus
mencegah tetjadinya suatu posisi yang bertolak belakang dari aspek kepentingan
nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan suatu grand strategy dalam
kebijakan perdagangan dan lingkungan denpan pendekatan terpadu dan holistik
dengan memasukkan perspektif pembangunan, lingkungan hidup, perdagangan dan
hukum, yang berguna bukan hanya untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia,
namun juga untuk menyusun posisi Indonesia dalam persispan pembahasan
lingkungan dalam kerangka WTO.

Dewasa ini negara-negara pengimpot pangan telnh menetapkan standar
yang ketat, dianfaranya dengan menerapkan kewajiban iradiasi terbadap impor
produk pangan. Obyektifitas dan alasan di bidang ilmu pengetahuan yadg
dipergunakan sebagai persyaratan impor produk pangan diperbolehkan untuk dijaga
dan peraturan-peraturan tersebut dipergunakan untuk impor dengan sejauh mungkin
mengutamakan produksi batang-barang domestik. Namun pertu diingat bahwa
seluruh perdagangan yang memenuhi telah persyaratan, sejauh mungkin dibebaskan

dari quota, bea masuk, pengaturan perdagangan khusus dan halangan pengenaan

hon-tanff
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Secara garis besar, prinsip-prinsip hukum GATT 1947 mengingiokan
perlakuan yang sama terhadap produk impor mavpun produk domestik. Tujuan
penerapan prinsip tersebut adalah agar terciptanya perdagangan bebas yang teratur
berdasarkan norma hukum GATT. Masalah perdagangan antar negara dibadapkan
pada dua kepentingan yaitu kepentingan nasional dan kepentingan infernasional.
Prinsip-prinsip yang melandasi GATT adalah prinsip non-diskriminasi  yang
mengandung tiga bentuk perlakuan terhadap barang yavg dijual di  pasar
internasional, yaitu kebebasan (freedom), persamaan (equaliny dan asas timbal balik
(reciprocity).

Pada dasamya prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa semua fthak
sama kedudukannya. Dari prinsip ini, maka tersirat prinsip persaingan yang bebas
melalui kesempatan yang saroa.

Prinstp-prinsip hukom libera! i menempatkan semua negara sama kuat.
Namun persoalan kemudian timbul ketika muncul negara-negara berkembang yang
baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Kehadiran negara-negara berkembang
ini mengakibatkan negara industri maju yang kuat, bersaing dengan nepara
berkembang yang lemah. Akibatnya asas persamaan dan resiprositas tidak lagi
membawa keadilan (equity), akan tetapi seringkali justru memperbesar
ketidakadilan.

Dalam praktek, ternyata prinsip-prinsip di atas tidak dapat dilaksanakan
sepenuhnya, karena suatu negara masih dimungkinkan mempunyai berbagai macam

program guna melindungi keschatan, tingkungan, dli, Pelanggaran prinsip National

6
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Treatment it adalah suntu bentuk proteksionismn tersembunyvt  {(hidden
protecionismy.

Bentuk proteksiontsme tersembunyifterselubung ini dapat dilihat dari adanya
persyaratan-persyaralan impor pangan iradiasi yang ditetapkan olch suatu negam.
Kemungkinan terhadap adanya program:program suatu negara dalam menetapkan
persyaratan impor pangan misalnya adaalah untek isu jood safen, lingkungan,
perjanjian SPS (sanitary  and  phytosanitary) yang  mcrupakan safah  satu
kesepakatan GATT serta menuntut negara  produsen untuk  melaksanakan
pembangunan perikanan beku {dalam tesis ini penulis mengambil contoh produk
pentkanan beku scbagai salah satu produk vang dikenakan kewajiban iradiasi
scbelum pelaksanaan impor) yang bertanggung jawab, termasuk di bidang
pascapanen dan perdagangan (post harvest practices and frade) sesuat dengan
prinsip-prinsip yang tertuang datam Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Pada prinsipuya perlakuan terhadap produk iradiasi mengacu pada prinsip
Equal Treatment, karena tidak ada satupun ketentuan WTO yang mengizinkan
dilakukannya tindakan yang diskriminatif. Namun pada kenyataannya, prinsip Fqual
Treatment ini mempunyai potensi untuk diseludupkan dengan adanya prinsip

National Treaiment.

Dengan diperbolehkannya suatu negara mengadakan program-program
dalam tangka melindungi lingkungan, kesehatan dan pengawasan terhadap proses
produksi yang mensyaratkan jaminan keselamatan umum, maka ketentuan-ketentuan

dalam berbagai program tersebut dapat dijadikan senjata bagi negara-negara maju

7
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yang lentunya memiliky standar keachatan yang lehth tinpgs dalam mensoniir impeor
pangan yang akan masuk ke ncgaranya Sccara tidak langsung, hal int kemudian
akan mecnjad: penghambat terhadap produk iradiasi yang akan masuk ke suatu
negara.

Data yang kongkrit mengenai jumlah ekpor Insoncsia yang ditahan oleh
negara pengimpor {contohnya Amenka Scukat) ataun bahkan mengalami re-ekspor,
dapat kita lihat pada Kompas, Jum’at, 28 September 2001 dengan judul artikel
“113 Produk Pangan RI Ihtahan TDA AS”. Dalam arlike! tersebut dijelaskan
bahwa

“Sebanyak 113 produk pangan asal Indonesia vang diekspor ke

Amerika Serikat, sejak awal tahun 2001 ditaban (Jetenrion) oleh

pihak Food and Dirug  Adnnnistration (FIYAY AS. Penahanan

dilakukan dengan alasan kcamanan pradulk. Prodik asal Indonesia itu

dinyatakon tercemar, antara lain aleh mikroorganisme, mengandung

racun dan tanpa fabel ™"

Dalam hal teriadinya penolakan oleh negara negara pengimpor, pthak yang
dirugikan adalah para eksportir/trader sendin. Biasanya penilaian ini juga diikuti
dengan di klack Jist-nya perusahaan pengekspor.

Timbuluya permasalahan  tersebut adalah schagai akibat dari belum

tersedianya perangkat hukum yang mengharuskan bahwa setiap produk makanan

yang akan dickspar, harus terlebih dahulu diiradiasi, sehingga bebas dari bakteri

*Flarian Korpas 113 Produk Perikanan Beku Pangan RI Datshan DA AS” (Jumat, 28
September 2001).
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apapun vang dapat merusak kualitas produk. Harmenisasi perangkat hukum terschut
amat dibutuhkan untuk memumang kegiatan ekspor Indonesta.
Dan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut .
|. Apakah tujuan impor pangan iradiasi merupakan proteksi terhadap industri
domestik?
2. Apakah produk iradiasi diperlakukan sesuai dengan prinsip equal treaimenr?
3. Apakah Undang-undang Kesehatan dan perundang-undangan Indonesia
mewsajibkan iradiasi dan keientuan mana yang harus digunakan bilamana

perundang-undangan Indonesia itu bertentangan dengan WT0?

B. Tujuatt dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang Tujuan penelitian &éri

penulisar tesis int adalah
a. Untuk memperoleh data yang sebenamya sebagai bahan penulisan tesis, data
yang relevan sangat dibutubkan untuk mengetahui bagaimana upaya
pemerintah dalam mengantisipasi pengiriman kembali bahan pangan yang

diekspor oleh Indonesia.
b. Tesis ini akan difokuskan diti pada pembahasan di bidang Hukum Dagang
Internasional dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan WTO. Prinsip-

prinsip WTO akan dikupas satu persatu, sehingga nantinya akan diperoleh

9
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suatu desknpsi vang [clas mengenat kewajibnn melakukan iradiasi atas suatu
praduk vang akan diimpor. Penehtian mi dilakukaa guna meneliti sebab-
sebab terjadinya re-ekspor produk pangan Indonesia oleh negara importir,
ditinjau dari aspek harmonisasi perangkat hukum Indoncsia di bidang ckspor
pangan dengan perjangtan intemagional (WTO).

c. Mengetahui  tingkat  kesadaran  masyarakat  (dalam  bal ini  para
eksportirftrader) dalam menyediakan ckspor bahan pangan vang layak untuk
dimakan dan berkualitas tinggi,

d. Dengan membaca tests ini diharapkan agnr lebih banyak lagi masvarakat
{dalam hal s para eksportit/trader) yang mempunyai tingkat kesadaran
tinggi terhadap pengpunaan jasa iradiasi, sehingga bahan pangan yang sudah

di iradiast terscbut mempunyai nilai jual yang jauh lehih tinggi.

2. Manfaat Penehitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan
teoritis mauvpun praktis.

Manfaat pengembangan teoritis vang dimaksudkan di sini adalah dalam
rangka memberikan kontribusi pengembangan pengetabuan fentang aspek-aspek
hukum iradiasi, terutama vang berkaitan dengan kckuatan hukum nasiohal
maupun intemasional dalam menghindari proteksi terselubung sehubungan
dengan adanya persyaratan kewajiban melakukan iradiast terhadap suatu produk

pangan yang akan diimpor.

10
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Berdasmkan manfaat pengembangan teoritts di atas, nwmka dapat
disimputkan suatu manfant praktis, schingga pada akhimya diharapkan
pengetahuan tentang aspek-aspek hukum iradiasi dapat diakumulasikan dan
diformulastkan ke dalam suatu bentuk perundang-undangan nasional dan
internasional yang dapat memberikan kepastan hukum tentang unifikasi
terhadap kualifikasi iradiasi yang seharusnya dipersyaratkan bagi pengimpor
produk pangan.

Dengan demikian dibarapkan agar proteksi  terselubung  dapat
dihindarkan atau setidak-tidaknya diminimalisit, guna menunjang kelancaran dan

kelangsungan perdagangan internastonal.

C. Kerangka Konseptual

Liberalisasi perdagangan dunia yang sedang dan akan berlangsung
merupakan tantangan yang dihadapi pembangunan agrobisnis ke depan. Komitmen-
komitmen dalam GATT/WTO untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif
mauput non-tarif perdagangan terhadap  hasil-hasil agrobisnis mengandung
kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara vang mampu meningkatkan daya
saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasamya baik di pasar
internasional maupun di pasar domestik. Sebaltknya negara-negara yang tidak
mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Oleh

karena itu, untuk menghadapi tiberalisasi perdagangan tersebut bagi Indonesia tidak

13
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ada pilihan kecuali mempercepal peningkatan dava saing. Pengertian daya saing
dapat diterjemahkan dar1 sis1 permvintaan (demand side) dan dari sisi penawaran

(supprly side).

Dart sisi permintaan, kemampuan bersaing mengandung ani bahwa produk
agrobisnts yang dijual haruslah produk yang sesuai dengan atiibut vang dituntut
konsumen atan  produk  yang dipcisepsikan  bewnilai tinggi oleh  konsumen
(consumer’s value pereeption). Dalam kaitan ini, dewasa ini telah terjadi sejumiah
perubahan mlar pada konsumen yang mempengarvhit perilaku dalam membeli suatu

produk agrobisnis, Perubahan yang dimaksud akan dijabarkan di bawah imi.

Pertamma, Meningkatnya kesadaran  konsumien akan  pentingnya  kaitan
keschatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkkan tuntutan
konsumen akan kandungan nutrisi dart produk-produle vang sehat (fealty). aman
(safety) dan menunjang kebugaran (fiiness). Kedua, Perubahan eaya kidup (life snie)
masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi produk-produk agrobisnis yang
bukan sckadar berdimensi fisiologis, akan tetapi telah meluas pada dimensi
psikologis dan kenikmatan (antensties). Perubahan im menyebabkan meningkatnya
tuntutan  keragaman produk dan keragaman kepuasan Ketiga, Meningkatnya
kesadaran masyarakal intemasional akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup
dengan kesejahteraan manusia di planct bumi, telah mendorong masuknya aspek
kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Suatu produk

agrobisnis yang dalam proses produksinya dan atau konsumsinya menimbulkan

M\“K
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kemerosotan mute Iimgkungan hidup (an, tanah, udara) akan dindai schagai produk
vang inferior. Sebaliknva, produk vang proses produksi atau konsumsinya dapat
memperbaiki mutu lingkungan hidup akan dinilai sebagai produk yvang superior dan
keempat, meningkatnya kesadaran masyarakat internasional akan hak-hak asasi
manusia {HAM)} sebagai salah satu nilat bersama (global rvafwe) yang turut
dipertimbangkan dalam keputusan ekonomi. Produk-produk agrobisnis vang secara
langsung atau tidak langsung melangpar 1AM dalam proses produksinya akan

mengalami pembotkotan (embargo) di pasar internasional.

Keempat perubahan tersebut di atas telah merubah perilaku konsumen dalam
mengevaluasi suatu produk yang akan dibelt. Bila di masa lalu konsumen hanya
mengevaluasi suatu produk berdasarkan atribut utama yakni jenis dan harga, maka
dewasa ini dan terlcbih-lebih di tmasa yang akan datang, konsumen sudah menuntut
atribut yang lebih rinci. Atribut rinci yang dimaksud adatah (1). Atribut keamanan
produk {safety atiributes), (2) Atribut nutrisi (mutritional attributesy, (3) atribut nitat
(value anributesy, (4) atribut pengepakkan (package atmibutes), (5) Atribut
lingkungan {(ecolahel atiributesy, dan (6) Atribut kemanusiaan  (humanistic
attributes). Atribut-atribut terscbut telah melembaga baik secara intermasiona)
(misalnya sanitary and phytosanitary pada W1T0) manpun secara individual negara

(menjadi standar mutu produk agrobisnis setiap negam).
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Sementara. dari sisi penawaran, kemampoan bersaing berkantan dengan
kemampuan merespon perubahan atribut atribut  produk  yang  dituntut  oleh

konsumen secara efisten. Kemampnan merespons int menyangkat dua hal pokok.

Pertamnn integrast vertikal mulai dacd hulu sampai ke hilir dart suatu sistem
agrobisnis komoditas pada suatu alir produk (preduct line). Atribut suatn produk
" akhir agrobisnis merupakan hasil kumulatif dari semua sub-gistem agrobisnis dari
hulu sampai ke hitir. Karena itu, pengelolaan secara infegrasi veriikal suatu sistem
agrobisnis yang menjamin transmisi inforimasi pasar secara scrpurna dan cepat dari
hulu ke hilir, memimimumkan margin panda dan menapa konsistensi mutu produk
dari hulu ke bilir serita akan menentukan ketepatan dan kecepatan merespon

perubahan pasar.

Kedua, Sumber kekuatan sistem dan usaba agrobisms dalam  merespon
perubahan pasar. Untuk merespon atsibut-atribut produk yang dituntut konsumen,
ststem agrobisnis tidak dapat hanya mengandaltkan kekuatan alam dan sumberdaya
manusia tak terdidik (factor diiven). Perubahan-peérubalian pasar hanya dapat
direspon dengan kekuatan barany barang modal dan sumberdava manusia yang febih
terdidik {capital driven) dan mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi dan sumber

daya manusia terampil (irnovation driven).

Hal-hal tersebut merupakan tantangan pembangunan agrobisnis dalam
menghadapi perubahan pasar yang mendasar dan cepat. Pengelalnan pembangunan

agrobisnis harus mampu membangun kelengkapan dan keutuhan suaw product-fine
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serta menjadikan sumberdaya manusia teramptl, barang -bharang modal dan inovasi-
teknologi scbagai sumber peningkatan produktivitas, nilat {ambah. dan sckaligus

menjadt kekuatan dalam merespon perubahan pasar.

Namun perlu dungat, bahwa perdagangan dumia ke depan tidak semata
dipengaruhi ofeh teori ekonomi klasik, supply and demand. Persaingan tidak lagi
semata-mata datangnya dari sesama produsen dari komoditi yang sama bahkan
komoditi substitusi. Kekuatan daya saing sangat ditentukan oleh kemampuan
memenuhi tuntutan konsumen. Perdagangan global yang menjanjikan pengurangan
hambatan berupa bea masuk, tarif dan proteksi nantun muncul tantangan baru berupa
hambatan non tarif atau non tarif barrier melalut ketentuan-ketentuan standard code
yang dikenal deagan perjanjian technical barricer 1o trade (TBT) dan perjanjian
sanftary and phyrosanitary (SPS). Kedua perjanjian tersebut berkaitan dengan
standar produk dan jasa, perlindungan kesehatan, keselamatan masyarakat dan
lingkunpan hidup Karena itu dalam merebut peluang pasar yang makin terbuka,
penyediaan barang dan jasa harus didukung oleh suatuy sistem mutu yang diakui
secara internasional. Salzh satunya adalah standar yang dikeluarkan International
Organization for Standardization dalam bentuk seri yang berhubungatt sistem mutu

yaitu 15O seri 9000. Bahkan sekarang ini scmakin berkembang ke drah sistem
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menajemen terpadu yang meliputt selursh proses produkst dart awal sampai akbir
sepertt 150 9006, 18O 14000, HACCP, QM °

Untuk mempersiapkan dan  mengantisipasi pangsa  pasar, kita perlu
memperhatikan pasar global dengan sistem perdagangan bebasinva, seperti AFTA,
pasar tunggal Eropa dan Putaran Uruguay, vang menuntut persaingan yang sangat
kompetitif,

Datam  rangka menggerakkan  kegiatan  ckonomi  inkyat, upaya-upaya
Pemenntalt untuk meningkatkan daya saing uvsaha adafah melakukan kegiatan-
kegiatan pemasyarakatan dan pelatihan yang melipi ="

1. Penerapan GMP (Good Manufacmiring Practice). khususnya industri makanan
dan minuman
Komponen-komponen pokok vang perlu dipethatikan dalan menerapkan GMP
antara lain kebersihan pabrik, mesin dan peralatan. penyithipanan, sanitasi dan
pemehiharaan. Petunjuk pelaksanaan GMP tersebut tclah diatur dalam SK
Menterni Keschatan No 23/MENKES/SK//1978 tanggal 24 januart 1978

tentang Pedoman Cara Produksi Yang Baik,

¥ Nur Mahmoudi sma’il (Menten1 Kehutanan dan Tahebunany. Searfnar Apresiasi dan
{nterpretaxt [SO 9000, IS0 14000 dan FRACCP Usalia Pevkebnnan tJakarta, O Maret 2000

8 htip:/findag dprin.go id/chemical! - [ Psaha vang Mendulsing Pelaksanaan Kehijakan
Reformasi Pembangmnan

10
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2. Penerapan HACCT (Hazard Analysis Critical Contind Point)
HACCP merupakan suatu  sistim  pengawasan  yang  bersifat  mencegah
(preventif) terhadap kemungkinan terjadinya keracunan atau penyakit melalui
makanan. Sistem HACCP dapat deuintegrasikan dengan sistern manajemen mutu
seperti TQM, ISO 9000 dan schagainya.
3. Penerapan 1SO-9000 {SNI 19-9000) dan [SO-14000 :
ISO 9000 merupakan seri standar iternasional untuk sistern manajemen
muty  yang digunakan untuk mendokumentasikan, menerapkan dan
mendemonstrasikan sistem jaminan mute. Sedangkan 1SO 14000 bertujuan
untuk memenuhit sistem manajemen lingkungan.
4. Penerapan berbagai teknologt proses dan teknologi pengemasan.
5. Penerapan teknologi produkst bersih (Cleaner Production) dan program
Responsible Care.
lronisnya, walaupun Indonesia telab melakukan berbagai upaya guna
peningkatan produknya, namun kebijakan yang memperbolehkan suatu negara
mengadakan program-program dalam rangka melindungt lingkungan, kesehatan dan
pengawasan terhadap proses produksi yang mensyaratkan jaminan keselamatan
umum, maka ketentuan-ketentuan dalam berbagai program tersebut pada
kenyataannya dijadikan senjata bagi negara-negara maju yang tentunya memiliki
standar kesehatan yang lebih tinggi, datam mensortir impor pangan yang akan masuk
ke negaranya. Tindakan proteksi terselubung ini secara tidak langsung menjadi

penghambat terhadap produk iradiast yang akan masuk ke suatu negara.

17
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Dalam praktek, teroyata prinsip-prinsip  GATT/WTQ  tidak  dapat
dilaksanakan sepenvhuya, karena suatu negara masih dimungkinkan mempunyai
berbagai macam program guna melindungi kesehatan, lingkungan, dil. Pelanggaran
prinsip National Treatment im adalah suatu bentuk proteksionisme tersembunyi
(hidden protectionism),

Untuk menghindari dan mengatast masalah proteksi terselubung, maka
diberfakukan ketentuan yang mensyaratkan bahwa pemerintah yang sudah
menggunakan peraturan impor yang lebth ketat dari standar internasional yang

diakui, bisa diminta untuk memberikan alasan untuk mensahkan peraturan-peraturan
terscbut dalam bentuk rekomendast dan garis-ganis pedoman beserta tinjavan resiko
yang sesuai dan berbagai peraturan tersebut harus dipresentasikan terlebih dahulu
dalam forum WTO.

Menyadari lingkungan strategis dalam memasuki liberalisasi perdagangan
dunia, kiranya semua memahami perlunya mengembangkan standarisasi dalam
produk barang dan jasa. Walaupun sistem menajemen mutu bersifat voluntary tetapi
dengan kesadaran para pefaku bisnis hendaknya masing-masing mengembangkannya

sebagai suatu kewnjiban internal.’

" Nur Mahmudi Isma'il (Menteri Kehutanan dan Perkchtinany, Loc.Cit.

I8
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B. Metode Penelitian
Dilihat dari substansi penelitian, metode penelitian hukum pada tesis ini
ditakukan dengan menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan doktrinal.
Penelitian normatif berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi
{case law), kontrak dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (dikenal
juga dengan istilah penelitian hukum empirik). Sedangkan penclitian doktrinal
adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan-pandangan
para sarjana hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi dan kegiatan perbandingan
hukum.
Metode penelitian int dininci ke dalam dua aspek yaitu Pendekatan undang-
undang dan bahen hukum, yakni :
1. Pendekatan Undang-undang (Starute Approach)
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penclitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif.
Pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan vang ditinjau
dari aspek hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai iradiast terhadap produk pangan. Setelah dilakukan inventarisasi
terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, maka berbagai peraturan

tersebut diaplikasikan guna memperoleh pemecahan masalah (Problem Solving).
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2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :
Bahan hukum primer adalah bahan yang menjadi pokok dalam penulisan
tesis itni. Bahan-bahan hukum primer terdinn dari perundang-undangan,
cafatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang -undangan dan
putusan-putusan hakim,

b. Bahan Hukum Sekunder -
Bahan hukum sekunder adalah bahan penunjang dalam penulisan tesis ini.
Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputt buku-buku tcks, kamus-kamus hukum, juroal-jurnal hukum dan
komentar-komentar atas putuysan pengadilan, majalah, surat kabar serta
melalui penjelajatan dan pengamatan pada websites, vang disebut juga situs
web, vaite kumpulan web yang saling berhubungan antara satu dengan vang

lain dalam internet.

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Prosedur pevgumputan  bahan  hukuin  dilakukan  dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan
sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut dirangkai dalam bentuk umian
kalimat-kalimat vang akan memberikan gambaran umum mengenai iradiasi produk

pangan.

20
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Setelah diperolch gambaran imum, kemudian Penubis akan mengemuekakan
permasalahan yang timbul dan mencoba untuk memecahkan permasalahan tersebut
(Problem Solving) dengan cara menginventarisir perangkat hukum vang tersedia,

melalut peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan
Guna memudahkan pengkajian dan pengambilan kesimpulan dari tesis ini,
maka Penulis membuat sistematika peaulisan dari keselurshan pembahasan sebagat
berikut :
BABI : PENDAHULUAN
Dengan memulai penulisan melalui sub-bab alasan pemilihan judul,
permasalaban dan rvang lingkup, maksud dan fupuan, kegunaan
penelitian dan sistemattka penulisan, diharapkan pembaca dapat
memperoleh deskripsi yang jelas mengenai iradiast pangan dan
permasalahan yang timbul karenmanya, sehingga pada akhimya
pembaca dapat menangkap makna dan pokok pembahasan yang akan

diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB I . FUNGSI DAN TUJUAN IRADIASI DALAM KERANGKA WTOQ
Pengertian, fungsi dan twuan iradiasi dalam kerangka WTO akan
dipaparkan sebagai pengantar, untuk memudahkan pembaca dalam

memperoleh informasi yang berkaitan dengan WTO. Desksipsi dalam

21

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

bab ini juga akan mempertihatkan perthatian masyarakat dunia pada
faktor kebersiltan dan keamanan sebagai suatu rantai perdagangan
bahan pangan yang semakin meningkat secara nyata, Oleh karena itu,
terdapat kecenderungan beralihnya pandangan masyarakat untuk
menggunakan teknologt iradiasi yang dapat membunuh salmonella spp
dan wibrio spp serta mikroba lainnya yang bersifat patogen.

Kecenderungan untuk menggunakan teknologi iradiast ini juga akan
dikaitkan dengan proteksi terselubung yang diterapkan oleh negara-

negara pengimpor.

BAB It : PRINSIP EQUAL TREATMENT
Impor pangan iradiasi akan dihubungkan dengan prinsip equal
treatment dan juga prinsip-prinsip WTO fainnya. Pada analisa Bab 111
ini akan dijuraikan apakah produk-produk pangan yang diiradiasi
mendapatkan  perlakuan yang sama  (non-diskriminasi} dengan
produk-produk sejenis yang berasal baik dari industri domestik

maupun yang betasal dari impor industii negara lainnya.

BABIV : KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
DAN INTERNASIONAL YANG MENSYARATKAN IRADIASE
Berdasarkan penguraian tentang berbagai peraturan nasional dan

internasional yang memuat kctentuan tentang imdiasi, maka akan

22
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dapat disimpulkan apakab ada suatu produk perundang-undangan

yang mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap produk pangan

tertentu yang akan diimpor.

BABYV . PENUTUP
Dalam bab terakhir ini, Penulis mengetengahkan kesimpulan dari
keseluruhan wraian yang tefah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu.
Penyampatan saran-saran demi terwujudnya harapan Penulis bagi
peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor bahan pangan yang di

iradiasi, juga merupakan bagian yang tidak kelah pentingnya dalam

bab ini.

T a1 1K
RPUSTAKAAN
UNWI;ESITAS AIRLANGGA
surabBa YA
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BAD H
FUNGST DAN TUIUAN IRADIASI PANGAN

DALAM KERANGKA WO

A_ Fungsi Iradiasi

Pada tabun 8C-an Indoncsia mulat menpubah haluan dalam  stratepi
ekspornva. Semula pada tahun 70-an Indonesia dapat memkman penghasilan devisa
dari scktor minyak bumi dan gas alam sebagat sumber devisa utama. Kebijaksanaan
dalam ekspor nonmigas pada waktu itu lebih dipusatkan kepada peningkatan
produkst dan substitusi impor. Kebijakan tersebut pada akhimya  berubah,
discbabkan oleh harga minyak yang mengalami kemernsotan drastis sejak tahun
1980,  Guna mempenahankan  tingkat  ekspor dan  faju  pertumbohan
perekonomrannya, maka kemerosotan hasil devisa dari sektor migas perlu diimbangi
dengan peningkatan ekspor nonmigas. Ketergantungan terhadap ckspor migas

sebagai scktor tunggal yang paling diandalkan. ternyata kurang menguntungkan bagi

. - g
rencana jangka waktu panjang.

LS, Kertndjocmena - GATT G T Sistem, Fonon dan Lembopa Inwrnasional Jf Bidang
Perdagangan (Jakarta © 1)-Press, 1996). hal. 5.
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Bertolak pada pengalaman masa lampau, maka pemerintah akhirnya
memulai upaya nasional ke arah pengembangan ekspor nonmigas. Dengan tekad
nasional untuk mengembangkan ekspor nonmtigas terscbut, maka tentunya
masyarakat Indonesia terutama dunia usaha di Indonesia, semakin peka terhadap
perkembangan internasional vang secara langsung maupun tidak langsung akan
mempengaruhi perkembangan di bidang perdagangan internasional.

Pemerintah telah memberikan perhatian yang besar terhadap pembangunan
di bidang perikanan, yaitu dengan terbentuknya Departenten Kelautan dan Perikanan
pada Kabinet Persatuan tahun 1999. Dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan
Perikanan, pemerintah menarub harapan yang besar terhadap keberhasilan
pembangunan perikanan yang dihampkan mampu mendorong peningkatan
kesejahteraan rakyat dan sekaligus mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang
sedang berlangsung.

Sesungguhnya, keberhasifan pembangunan perikanan akan mempunyai
peranan yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daj-(a manusia Indonesta
yaitu dengan menyediakan bahan pangan yang mengandung protein hewani yang
sangat dibutuhkan untuk mencerdasl;:an kehidupan bangsa dan kesechatan
masyarakat.

Produk perikanan merupakan sumber daya alam yang mempunyai daya
saing tinggi di pasar internasional dan juga mempunyai muatan atau komponen lokal
yang tinggi. Meskipun petierimaan devisa negara dari aktivitas perikanan masih

rendah, peranannya mempunyai prospek ke depan vang mengesankan karena
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disamping potensinya yang masih cukup besar terutama dari usaha budi daya
perikanan, juga ekspor hasil perikanan secara konsisten terus meningkat.

Orientasi peningkatan produksi perikanan harus diimbangt dengan
peningkatan mutu hasil pertkanan dan pengembangan produk perikanan yang
bernilai tambah. Pangan yang aman, bermutu dan bergizi merupakan persyarat
utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang
memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan. Guna penyediaan pangan
yang bermutu tinggi, diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap
pangan itu sendiri, Tujuan pengatusan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah’ :

1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan,
mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia.

2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung
Jawab.

3. Terwujudnya tingkat kecukupan pattgan denpan harga yang
wajar dan terjangkau sesuvai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan tersebut di atas mengacu
pada ketentuan Artikel XX (b) GATT 1994, Artikel tersebut mengatur masalah
pengecualian umum yang menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan dengan
perlindungan hidup dan kesehatan manusia, binatang dan tanaman, GATT
memperbolehkan pembatdsan-pecmbatasan tersebut sepanjang tidak menycbabkan

tindakan diskrinunatif dan tidak meyebabkan proteksi terselubung. Artikel XX (b)

GATT 1994 memang tidak mengatur secara khusus mengenai fungst dan tujuan

* Undang-undang No. 7 Tatiun 1996 tentang Pangan, Pasal 3.
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iradiasi. Namun dari Artikel XX (b) dapat diinterpretasikan bahwa fimgsi iradiasi
adalalt melindungi hidup atau kesehatan manusia, binatang dan tanaman,
Penjabaran mengenai Artiket XX (b) lebih lanjut dirinci dalam The
Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement. Persetujuan yang dihasitkan dari
Putaran Uruguay ini berthubungan dengan penerapan ketentuan tindakan santtari dan
phitosanitari untuk ketentuan kesehatan yang berkaitan dengan makanan, hewan dan

tumbuh-tumbuhan.

B. Tujuan Iradiasi

Sebagaimana terurai dalam bab 1, Iradiasi pangan adalah :'°
Metode petyinaran terhadap pangan, baik dengan
menggunakan zat radioakttf maupun akselerator untuk
mencegah terjadinya  pembusukan dan  kerusakan serta
membebaskan dari jasad renik patogen.

Pengertian iradiasi pangan berdasarkan hasil kesimpulan seminar Food

trradiation and Consumers yang disclenpgarakan oleh International Consuitative

Group on Food Iradiation (ICGFY) dan Intemational Organization of Consumers’

Unions (10CU) di Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 - 16 September 1993
adalah !

W zubkideh frawatl, Loc. Cit.

" International Consultative Group on Food Iradiation (ICGT']) dan International Organization of
Cohsumers’ Unions (I0CU), Loe.Cit.

27

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Food irvadiation is a food processing tcchnigne which may
have a role play in conmnrolling nen-sporing  food-borme
pathogens such as Salmonclla, Campylobacter and Listeria
Monocytogenes. Food irradiation is not a control procedwmre
Jor preformed microbial toxin. Radiation doses above the
dose limit presently recommended by the Codex General
Standard for Irradiated Foods, would have to be applied for
Jood 1t the process is to he used to climinate virus and
bacterial spoves. Food-borne parasitic organisms sweh as
Trichinella, Yoxoplasma dan Teania may alse be controiled

by food irradiation,

Berdasarkan berbagai definisi iradiasi di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan iradiasi adalah suatu usaha yang bersifat preventif yang dilakukan
-dengan cara melakukan ionisasi pada produk pangan guna mencegah terjadinya
pembusukan dan kerusakan selama penyimpanan serta membebaskan produk pangan

dari jasad renik patogen.

C. Aspek Proteksi Domestik

The Sanitary and Piytosanitary (SPS) Agreement mengakut bahwa walaupun
pemerintah berhak melakukan tindakan sanitari dan phitosanitari, namun hal tersebut
hendaknya semata-mata untuk melindungi keschatan manusia, hewan dan tanaman
dan tidak berlaku diskriminatif Pasal 3 ayat (3) SPS menegaskan bahwa tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh negara-negara apar disesuaikan dengan standar
internasional. Bilamana tindakan tersebut lebih tinggi dari standar internasional yang
berlaku, maka tindakan tersebut harus didasarkan pada scientific justification atay

penilaian secara memadai atas adanya suatu resiko. Dalam persetujuan ini terdapat
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prosedur dan krtera untok menifai seberapo besar resiko yong ditimbutkan dan pada

tingkat mana diperlukan  perlindungan  berdasarkan kepentingan samitari  dan

phitosanitari. -

Lebih lamut Pasal 3 ayat (3) SPS mensyaratkan bahwa tindakan
{perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan) yang lebih tinggs
dari standar internasiona! tersebut harus mengacu pada Pasal 5 ayat (1) s/d (8), yang
mengatur tentang Penaksiran Resiko dan Penetapan Tingkat Perlindungan Sanitari
dan Phitosanitari yang Layak. Acuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuban harus
didasarkan pada suatu penakstran yang sesuai dengan keadaan tethadap resiko
bagi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, dengan
memperhatikan teknis penaksiran resiko yang dikembangkan olch organisasi-
ofgatiisasi internasional relevan.

2. Penaksiran resiko harus tmemperhatikan bukti yang tersedia, proses dan metode
produksi yang relevan, metode inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan,

3. Dalam melakukan penaksiran resiko, juga harus diperhatikan faktor-faktor
ekonomi yang relevan, seperti
- Kerugian potensial berupa rugi dalam produksi atau penjualan apabila hama

atau penyakit timbul, berkembang atau menyebar.

- Biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah anggota penginipor.
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4. FPenentuan tingkat pertindungan keschotan mamusia. hewan  dan tumbuh-
tumbuhan harus mewperhatikan fujuan mempetkecil dampak negatif terhadap
perdagangan.

5. Perlindungan  kehidupan dan  eschatan  manusia. hewan  dan tumbuh-
tumbuhan, tidak menyebabkan diskriminasi atau restriksi terselubung terhadap
perdaganpan intcrmasional.

6. Tindakan perhindungan  tidak  membatasi  perdagangan febih dart yang

diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan sanitasi dan phitosanitasi yang

layak.

Dalamn persetjuan SPS ditegaskan bahwa tidak ada anggota yang harus
dihalangi untuk menetapkan dan menegakkan peraturan-peraturan vang perlu untuk
metindungi kehidupan dan keschatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuban dengan
ketentuart bahwa peraturan-peraturan ini tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk
melakukan diskriminasi ataupun protekst terselubung.

Persetujuan im  juga menpatur mengenai  proscdur, pengawasan,
trangparansit (termasuk pubhikasi pcramran.), sebagaimana diuraikan dafam Pasal 12,
Prosedur, pengawasan dan transparansi ini ditangani olch Komite tentang Tindakan-
tindakan Kesehatan Manusta, Hewan dan  Tumbuh-tumbuhan,  Komite it

mendorong penggunaan standar, pedoman dan rekomendasi {selanjutnva disebut

standar) internastonal,
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US FDA (Food and Drug Administrations) adalah salah satu standar
internasional vang menangani masalah sanitasi dan phitosanitasi. Pasal 491 US FDA
menegaskan bahwa pada setiap tanggal ! Juni, FDA akan mengeluarkan standar
sanitasi dan phitosanitasi yang harus dipedomani bagi pam negara pengekspor.
Setelah dikeluarkannya standar tersebut, maka para anggora diberikan kesempatan
untuk menyampaikan komentar terhadap standar tersebut. Pasal 491 US FDA ini
juga dilandasi pada Pasal 7 SPS yang mengatur tentang transparansi. Dalam pasal

. tersebut, dijetaskan bahwa para anggota harus menyampaikan pemberitahuan tentang
perubghan-perubahan dalam tindakan sanitari dan phitosanitari mereka. Terhadap
perubahan-perubahan dalam tindakan sanitari dan phitosanitari tersebut, diizinkan
adanya pemberian komeniar secara tertulis.

Pada Pasal 2 ayat (1) SPS ditegaskan bahwa para anggota berhak untuk
mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kchidupan dan kesehatan
manusia, hewan dan tanaman. Untuk melaksanakan rumusan pasal ini, maka setiap
tindakan kesehatan manusta, hewan dan tumbuh-tumbuhan harus sesuai dengan
standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang dikembangkan oleh
organisasi-organisasi intemasional yang relevan, termasuk antara lain Codex
Alimentarius Commissions, International Office of Ipizootics dan orpanisasi-
organisasi internasional relevan yang bekerja dalam rangka Konvensi Perlindungan
Tanaman (International Plant Protection Convention).

8PS yang merupakan penjabaran dari Artikel XX (b) GATT 1994, hanya

menyiratkan referensi umum mengenati standar dan peraturan-peraturan lainnya yang

KX
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terkait. Peraturan-peraturan tekins atas barang-barang perdagangan yang berkaitan
dengan pertimbangan tertentu scpetti keamanan, keschatan manusia dan hewan,
perlindungan lingkungan serta alasan lain diatur secara rinci dalam Techrical
barriers to trade (TBT),

Semua pemerintah memberlakukan standar dan regulasi teknikal untuk
menjamin kesesuaian proses produksi dengan persyaratan tertentu. Maksud standar
ini adalah untuk melindungi keamanan dan atau kesehatan konsumen, hewan,
tanaman dan lingkungan. Standar tersebut juga maencakup  persyaratan
pembungkusan, penandaan dan pelabelan.  Akan tetapi, kadangkala standar dan
regulasi tekntkal dapat juga bekerja membatasi perdagangan atau dipakai untuk
maksud protektif yang dilakwkan guna melegitimasi maksud keamanan. Apabila
standar-standar ini membatasi perdagangan antar negara atau kawasan, mereka
menjadi hambatan teknikal atas perdagangan ataw menjadi satu diantara banyak
hambatan non-tarif. Standar dan regulasi teknikal seperti itu tenmasuk dalam obyek
Persetujuan Putaran Urnguay teatang Hambatan Tekrukal atas perdagangan (TBT).

Persetujuan TBT merumuskan prosedur penilaian ketaatan sebagni setfap
prosedur yang dipakai, langsung atau tiderk langsung, wmnk memastikan bahwa
persyaratan yvang relevan dalam standar dan regulasi tekiikal dipenuhy,

Perbedaan antara “standar” dan “regulasi” teknikal adalah :

1. Standar adalah dokumen yang disetujuai oleh badan yang diskui yang
menggariskan aturan, penuntun atau ciri-ciri bagi produk atau proses dan metode

produksi untuk dipakai secara umum dan berulang-ulang, yang penataannya
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tidak wajib.'?

2. Scsuai dengan definist Organisasi Standar Internasional (1SO) dan dalam
Persetujuan TBT, regulasi teknikal adalah suatu dokumen yang menentukan ciri-
ciri produk atau proses dan metode produksi terkait, termasuk kctentuan-

ketentuan administratif yang penataannya adalah wajib."

" Badan-hadan standarisasi internasional vanp diakut diharuskan unuk menerbitkan suatn
progrem kerja paling tidak sskali dalam sctiap 6 bolan. Dalam publikast ini dicinei standar yang diadops
sejak lzporan sebelumnya dmm standsr rancangan yang sudang dikerjskan Program kerja mi harus
dinotifikasiken kepada pusat informasi ISOAEC di Geneva 190 misinya adalah kodifikasi dan
penyusunan standar internasional vatuk ditkuti anpgotanya. 180 hekeriasama dengan Komisi Elektronik at
Internasional (IEC). yang bertanggung jawab dalam penguiusan pertanyann stand arisasi.

" Kewajiban-kewajiban dasar pasetyjuan TBT dalam hal regudasi teknikal dapal diringkas
scbapai berikut
(1) Para anggota menerupkan polakuan MUN dalaim kaitan dengan regulast teknikal.

(2) Regulasi teknikal tidak boleh lebih restrikiif daripada scperlimya untuk memenuhi tujuan yang Iegitim.
Tujuan ni mencakup

i} kebutuhan keamanan nasional:

it) pencegahan prakick vang memperdays,

iti) proteksi keschatan atau keamnansn manusia, hidup hewan alau tanoman:

v} proteksi linglungan.

(3) Regulasi teknik al tidak boleh dipertahankan kalant keadaan negara yang bersangkutan herubah

{4) Standar internastonal harus dipakai sebagai dasar bagt adopsi regulast teknikal, kalau standar ity ada,
(5) Suaty anggota harus memberi pembenaran bagi regulasi teknikal, katau diminta Kalaw regubasi 1ty
sesuai dengan standar internasional, in diangpap “tidak menimbulkan hambatan yanp tidak perlu atas
perdagangan internasional”,

(6) Para anggota sebaiknya berpartisipasi dalam badan-badan standarisasi internasional seperti 18O dan
IEC supayz regulasi teknikal dapat diharmonisasi scjuth mungkin.

(7) Asas “pengakuan timbal balik™ berlaku sehingga regulasi teknikal ncgara fain vang setars diterima
sebagai setara dengan regulasi sondiri.

(8) Regniasi teknikal didasarkan ates kepertuan produk dalam kaitan dengm “kinerja daripada ciri-cir
disain atau deskriptif™.

(9) Kalau standar internasionsl vang eclevan tidak adn sedang anpgota herniat memperkenalkan regulast
bary, maka ia harus mempublikasi pemberitshuan regulasi ini dan menyediakan serua informasi secara
dini.
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Teks orginal GATT mengakui keperluan akan penggunaan standar oleh
pemerintah anggota GATT atau conmacting parties. Artikel XX yang berjudul
“Kekecualian Umum™ menyatakan bahwa tidak ada apapun dalam GATT yang
melarang negara memberlakukan dan melaksanakan perangkat yang periu untuk
melindungi hidup dan keschatan manusia, hewan atau tanaman, asalkan perangkat
tersebut tidak merupakan pembatasan terselubung atas perdagangan internagional.

Pasal 12 Persetujuan TBT juga memberikan perlakuan khusus bagi nepara
sedang berkembang dalam kaitannya dengan aspek-aspek tertentu dari syarat-syarat
yang dikandung olch persetujuan ini. Negara scdang berkembang tidak wajib
menggunakan standar intemasional sebagai basis standar nasionalnya, kalau mereka
ttdak mampu berbuat demikian.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia berkewajiban sejarh
mungkin untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan aturan-
aturan yang termaktub dalam WTOQ. Untuk mengartikan kata sejanh munghin ini,
maka kita dapat menganalisanya dari berba‘gai peraturan/konvensi internasionat yang
sifathya memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-ncgara berkembang untuk
berusaha beradaptasi dengan negara-negara maju yang sudsh jauh lebih potensial,

yaknit :
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1. Pasal XXXV - XXXVIH GATT { Speciaf and Differential Treatment ) -
Pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang
perlu mendapat kesempatan untuk mentngkatkan peranannya dalam perdagangan
dunia. Oleh karena itu, negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas
dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang dan memberikan prioritas
tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan
negara-negara berkembang,

2. Pasal 10 8PS
Mengatur tentang perlakuan yang khusus dan berbeda bagi nepara-negara
berkembang/terbelakang.
Dalam mempersiapkan dan menerapkan tindakan sanitart dan phitosanitari, para
anggota memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari para anggota yang
sedang berkemha[t]g dan juga anggota te;b?lakang, Dalam hal tingkat
perlindungan :I(&?F"lat_an manusia, hewan dan twmbuh-tumbuhan, negara-negara
berkembangfterbelﬁkang diberikan jangka waktu yang lebih panjang guna
memenuhi standar internasional yang ditetapkan.

3. Pasal 12TBT:
Memberikan perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang dalam kaitannya
dengan aspek-aspek tertentu dani syarat-syarat yang dikandung oleh persetujuan
ini, dimana negara-negara berkembang tidak wajib menggunakan standar

internasional sebagai basis standar nasionalnya, katau mereka tidak mampu
berbuat demikian,

35

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dart penjabaran 3 poin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ncgara-
negara maju melalut perjanjian/konvensi internnsional (secara teoritis) telah
memberikan ketnudaban-kemudahan bagi negara-negara berkembang/terbelakang
untuk mengadaptasikan dirinya dengan perjanjian‘konvensi internasional yang telafy
disetujui dan juga diratifikasi oleh masing-masing negara.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut, maka negara-negara
berkembang/terbelakang tidak seharusnya terlena, karena kemudahan-kemudahan
tersebut tidak dapat diterapkan secara terus menerns, melainkan ada jangka
waktunya.

Dalam mangka menyesuaikan peraturan Indonesia khususnya di bidang
iradiast pangan dengan aturan-aturan WT'Q, maka diterbitkan Undang-undang No. 7
Tahun 1996 tentang Pangan. Dengan berpedoman pada aturan-aturan WTO, maka
diharapkan Indonesia dapat meningkatkan produk pangannya.

Peningkatan mutu hasil perikanan mempunyai pengaruh ganda (muitiple
effect), seperti peningkatan daya saing di pasar internasional, pengurangan kerugian
dan penghematan sumber daya perikanaﬁ. Pengpunaan teknologi merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Produsen Indonesia sudah sejak lama dihadapkan pada persosfan proteksi

bentuk bare negara-negara importir. Mereka menuntut setiap produk harus

memenuhi standar dari negaranya.
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Negara maju memang sangat “rewel” dalam masalah kualitas produk,
apalagi produk-produk yang berkaitan denpan keselamatan dan keamanan pangan,
pemeriksaannya sangat ketat. Oleh karena itu mereka menentukan standar layak
pakai atau fayak konsumsi.

Dalam rangka meémenuhi tuntutan negara pengimpor, upaya peningkatan
muty sudah diupayakan secara maksimal. Untuk produk perikanan bcko misalnya,
Indonesia telah menguasai beragam teknologi pembekuan ikan, pengeringan tkan,
teknologi penggaraman, teknologi pemindangan, teknologi pengasapar, teknologt
pengalengan, teknologi fermentasi maupun teknologi redukst. Baik Pusat
Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi, maupun Balai Bimbingan dan
Pengupian Mutu Hasil Perikanan, keduanya di bawah Departemen Kelautan dan
Perikanan, sebenamya telah menguasai beragam teknologi pengolahan produk
perikanan tadi. Namun, Indonesia ternyata belum bisa berbicara banyak di pasar
dunta. Ekspor tuna kaleng Indonesia baru mencapat 36.000 ton per tahunnya dan ini
masih di bawah Thailand, Pantai Gading maupun Filiptna. Belum lagi, kemampuan
pabrik pengalengan ikan di Indonesia, yang ntencapai 250000 ton per tahun,
ternyata bary 50% yang termanfaatkan. Pér]u segera diterapkan kebijakan-kebijakan
berupa terobosan baru guna mengembangkan industri perikanan dari paling hulu

hingga yang paling hilir."*

" Indarioyano Soesilo {(Kepale Baden Riset Departernen Kelantan dan Perikanany © “Nilai
tambah pada produk-produk Perikanan™ {Majalah Teknologi 13disi 166 Tabun XV1).
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Perhatian masyatakat dunin pada faktor kebersthan dan keamanan suaty
rantai perdagangan bahan pangan semakin meningkat secara nyata. Qleh katena stu,
kenaikan jumlah produksi bahan pangan per unit area harus selalu diikuti dengan
usaha yang bersifat preventf guna mencegah terjadinya kerusakan selama
penyimpanan. lradiasi merupakan teknologi alternatif yang dapat diterapkan sebagat
cara untuk mengatasi hal im.

Iradiasi semakin dikenal sebagai teknotogi yang paling efektif untuk
meningkatkan keamanan dan melindungi bahan pangan nabati dan hewani dari
kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme. Iradiast dapat pufa diterapkan pada
produk segar, beku dan kering untik menekan pertumbuhan mikroorganisme yang
bersifat patogen tanpa menurunkan sifat organoleptik dari bahan tersebut.

Pemanfaatan teknologi radiasi mencakup bebempa persyaratan penting
yang disajikan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan praktis dan disusun oleh para
pakar internasional yang tergabung dalam Imernational Consuliative Group on [Food
Irradiation (ICGFI).

" Di Indonesia, PT. Perkasa Sterilindo {selanjutnya akan disebut Indogamma)
merupakan satu-satunya perusahaan pcny"edia jasa iradiast di Indonesia pada saat
ini, Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa
“Iradiasi atap proses pangan dilakukan betdasarkan izin pemerintah”. Berkaitan

dengan ketenatvan tersebut, maka Indogamma telah memenuhi ketentuan tersebut
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dengan telah diperofehrtya 1zinflisensi baik dari pemerintah indonesia manpun dari
berbagai organisasi infernasional. lzin/lisensi terscbut adalab sebagai berikut'®
1. National Atontic Agency (BATAN) license

No. 057/1P/02401/90

- No. 331P/02401/0
- No. 519/IM/031010/H
- No. 150AP/01505/92
- No. 1501P-Perp. 1/01505/92
2. Investment Coordinating Board (BKPM) License -

- No. 343/71/PMDN/1990

No. 998/1lt/PMDN/1990

No. 664/11I/PMDN/1991

- No. [62/APIT/1991/PMDN
3. Departement of Trade License -

- T} No. 09051615268

- SIUP No. 6063/09-01/PB/XI/89
4. Departement of Health License

- Facility Registration INA 94 (; 01

- PQ.0O1.023.3 2888

" Company Profile : “Characlerization on the Indogamina Trvadiation Facility”, hal 5.
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5. US-Faad g Administration
Registration Number | 8044012

6. Jaint WHQ, FAQ and 1484 “lniemational Consultaiive Choup on Food
Irradiarion ™ -
Faciling Code TNS 92 GO

7. DIN EN ISQ 9002 1994 No. 01 100 009154 by 71U date isswed March 07,

2001 valid yntil Pecember 14, 2003,

Pelaksanaan tradiasi selalu mengacu kepada :
- Codex General Standard  for  hradiated Food (Codex STAN 106-1983 ).
- Recommended Infernational Code  of  Practice  for  the  Operalion
frradiation Facilities Used for  the Treatment of TFood ( CACRCE 19-
1979 Rev. 1),

Kedua publikasi terscbut membetikan  petunjuk  tentang parameter
tertentu yang diperlukan selama proses tradiast dan fasilitas irradiator serta
operasionalnya. Schubungan dengan referensi Codex terschut, maka tipe radinst
peng-ion yang digunakan untuk mengiradiasi bahan pangan yang berasal dari hasil

petikanan laut dan air tawar sangat dibatasi yaitu'®

¥ Codex Gencal Standard for rradinled Foods Cadex Stan 1061983 Section 7.1
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a. Sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida Co-60 atau
Cs-137.

b. Sinar X vang dihasilkan dari sumber mesin yang dioperasikan

pada atau lebih rendah dari tingkat energi 5 MeV.

c. Elektron yang dihasilkan oleh sumber mesin  yang

dioperasikan pada atau lebih rendah dan tingkat energi 10
MeV.

Sangatlah tidak mungkin untuk membedakan bahan pangan yang diiradiasi
dengan kontrol secara kasat mata, oleh karena itu ada satu hal yang perlu
diperhatikan ialah antara produk yang beflum diiradiasi dan yang sudah diiradiast
harus dipisahkan secara fisik dengan alat penyekat yang cukup jelas. Kemungkinan
timbulnya kerancuan tersebut dapat pula diatasi dengan pemasangan logo atau tanda
tertentu untuk produk yang telah diiradiasi. Meskipun demikian, pencatatan dan
dokumentasi harus tetap dilakukan selama proses radiasi berlangsung.

Parameter terpenting yang harus diperhatikan ialah jumlah energi yang
diserap oleh bahan yang akan diiradiasi. Hal ini dikenal dengan istilah “dosis
terabsorbsi”. Satuan dari dosis tersebut ialah Gray (Gy). Paparan dan besarnya dosis
radtasi yang dipilih betgantung pada tujuan dan maksud periakuan terhadap suatu
produk dan jenis dari organismenya.

Prosedur yang diterapkan untuk mengontrol dosts dan jumlah paparan

iradiasi selama proses berlangsung merupakan hal vang tidak kalah pentingnya
dikenal dengan istilah “dosimetri”.

Jumlah dan jenis bakteri yang dapat mengkontaminasi ikan dan udang

segar sangatlah beragam dan bergantung pada daersh asal, kondisi penangkapan,
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proses, transpostast dan teknologt penyimpanan yang dipnnakan, fasilitas vang
tersedia, waktu penundaan proses dimulai saat penangkapan hingga saat menjelang
iradiasi, subu dan tipe fasilitas pendingin yang digunakan {di bawah 3°C) dan
kondisi lingkungan serta teknik penanganan secara umum termasuk kondist alam
dan parameler pengugian kualitas yvang dipilih. Dosis optimum radiasi yang
terabsorbst untuk produk tkan dan udang segar berkisar antara 1-1 5 kGy. Meskipun
demikian, sangatlah disarankan bahwa besarnyaa dosis tetabsorbsi tersebut juga
dipengaruhti oleh jents produk ttu sendiri dan tujuan iradiast untuk membasmi bakteri
yang mengkontaminas?,

Posis mmimum terabsorbst untuk paha kodok dan udang beku adalah 2
kGy dimana suhu bahan selama iradiasi tidak meningkat /lehib dari —12°C, sehingga
mampu menurunkan kontaminasi Salmonella lungea di bawah tingkat deteksi.
Itadiasi jupa harus berlangsung di dalam ruangan vang berventilasi untuk
mengurangi akumulasi ozon di dalam ruangan selama proscs.

Pada tahap penanganan dan penyimpanan produk pasca wradiasi suhu
produk harus scnantiasa dipertahankan pada setiap tahapan kegiatan, yaitn tetap
berada di bawah 3°C. Hal ini merupakan pertimbangan penting untuk mencegah
kemungkinan produksi racun oleh baktert Closiridinm bowmfinum. Jenis bakteri ini
berada dimana-mana dan racun yang dihasilkannva dapat menimbulkan risiko tinggi

terhadap kesehatan konsumen.
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Makanan iradiast yang dikemas, schelum dicdarkan harts diben label. Pada
label makanan iradiasi yang dikemas tersebut harus dicantutnkan logo dan tulisan
“RADURA” serta tulisan yang menyatakan tujuan iradiasi seperti -

t. *“Bebas serangga”.

2. “Masa simpan diperpanjang’”.

»

“Bebas bakteri patogen”.

fLY

. “Pertunasan dihambat”.

Gambar fogo yang dicantutnkan adalah sebagai berikut :

Kualitas dari ikan udang segar yang diradiasi tetap dapat dipertahankan
apabila kualitas awal produk tersebut sebelum diiradiasi juga sudah baik. Iradiasi
hanya mengontrol kontaminasi bakteri dan menurunkan mikrofiora yang ada,
sehingga masa simpan dari produk tersebut dapat diperpanjang. Meskipun demikian,

flora yang masih hidup dan tumbuh akan menyebabkan karakteristik normal
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pembusukan yang ada {bau yang objcktif). Mckanime peinbusukan lninnya seperti
terjadinya perubahan kimia akibat aktifitas enzim pada kondisi terfentn, atau berada
di udara bebas, dimana faktor faktor tersebut tidak dapat dikontrol dengan radiasi.
Olch karena iu, apabila kualitas tkan dan udang segar memang ingin tetaé
dipertahankan kovalitasnya dengan baik selama penyimpanan, maka iradiasi adalah
solusinya. Iradiasi tidak dapat meningkatkan kualitas dari suatu bahan pangan yang
telah mengalami kerugakan awal sebelumnya,

Iradias1 dapat menurunkan melanosis (bercak hitam) pada udang yang
sangat segar selama penyimpanan di dalam lemari pendingin. Akan tetapi, iradiasi
justru dapat meningkatkan melanosis apabila kondisi udang yang akan diiradiiasi
sudah tidak begitu segar.

Iradiast pada ikan bersirip dengan daginlg berptgmen seperti tuna dan ikan
forel dapat merubah wamna daging menjadi pucat. Pada jenis ikan tertentu, iradiiasi
dapat pula merubsh tekstur dan warna daging menjadi lebih gelap Intensitas
perubahan tersebut akan terjadi dengan meningkatnya dosis iradiasi yang diberikan.
Sebagian besar ikan dan udang diiradiasi pada kisaran dosis antara 1-1,5 kGy, untuk
mencegah terjadinya perubahan warna daging ikan tanpa merusak kualitasnya. Suatu
badan kerjasama FAO/WHO yang beranggotakan para pakar makanan iradiiasi telah
membuat kesimpulan bahwa iradiasi pada setiap jenis bahan pangan sampai dengan

10 kGy aman uniuk dikonsumsi.!?

' Codex General Standard for hvadiated Foods.. Thid.
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BAB I

PRINSIP EQUAL TREATMENT

Dengan  diterbitkanya  Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2
November 1994 tentang pengesahan  (ratifikast) “Agreement Fstablising the World
Trade Organization” , maka Indoncsia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan
semua persefujuan yahg ad‘_a didalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional.
Menjadi anggota WTO berarti terikat dengan adanya bak dan kewnjiban. Disamping itu
pula, WYO bukan hanya menciptakan peluang (oppormmin’}, tetapi juga ancaman
(threar).

Bagi negara yang siap dengan pglobalisasi, maka seowa hasil petundingan di
bidang akses pasar akan menjadi peluang (oppormunity) besar. Seperti diketahui, negara-
negara maju telah menurunkan tarif untuk mdusto dari rata-rata 6,3% menjadi 3,8%
{penurunan scbesar 40%) dari tarif “nol” telah meningkat dari 20% menjadi 40% dari
seluruh produk industri yang masuk ke negara maju. Hal inilah yang menjadi peluang
besar tethadap ekspor negara berkembang termasuk Indonesia.

Ada beberapa hal penting yang perlu mcndapat'catnlan di bidang akses pasar ini,
antara lain adalah hasiH negosiasi akses pasar ini adalah “Anisilateral AN dimana

semua negara anggota dapat mentkmatinya tanpa terkecuali. Schagai konsekuensinya
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adalah persaingan semakin tajam. Karena “sfanding position " nya sama, maka dalam
pemanfaatan ini akan berlaku hukum alam, siapa yang lebih kuat (haca : lebih siap), dia
yang akan menang.

Pasal 1| GATT 1994 mengatur tentang perlakuan umum “negara paling
diuntungkan” atau MFEN atau nondiskriminasi tanpa syarat (dikenal juga dengan prinsip
equal treatment). Prinsip MFN dgelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 GATT 1994 sebagai

berikut'® -

With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or
in conmnection With importation or exportalion or inposed on the
intermational transfer of payments for imports or exports, and with
respect 1o the method of levying such duties and charges, and with
respect to all rules and formalities it connection with impartation and
exportation, and with respect to all matters referred 10 in paragraphs 2
and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity
granted by any contracting party to any product originating in or
destined for any other couniry shall be accorded immediately and
unconditionally to the like product originating in or destined for the
tervitories of all vther contracting parties.

Prinsip ini mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani
dalam tangka GATT-WTO harus diperiakukan secam sama kepada semun negdra
ahggota WTOQ (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Jadi apabila suatu negara anggota
thentberikan konsesi kepada suatu negara anggota lainnya, maka konsesi tersebut hatus

dibetikan kepada negara anggota lain tanpa diskriminasi. Misalnya suatu negara tidak

" Marrakesh, The Ueneral dgreement on Tarills and Trade {GATT 1947), Pasal 1 ayat {1).
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diperkenankan untuk menerapkan tingkat tanif yang berbeda kepada suatu negara
dibandingkan dengan negara lainnya,

Sebagaimana diuraikan di atas, konsekuensi penerapan Fgunal Treatment adalah
persaingan semakin tajam. Maksudnya, dengan penerapan Fgnal Treatmenr maka setiap
negara anggota mempunym standing position yang sama. Dalam pemanfaatan tni akan
berlaku hukum alam, siapa vang lebih kuat (baca : febih siap), dia yang akan menang.

Sistem perdagangan multilateral yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua
telah menghadapkan negara-negara berkembang kepada beberapa masalah utama,
Masalah tersebut, antara lain berkaitan dengan prinsip-prinsip di mana sistem itu
ditegakkan. Pada hakekamya, sistem i didasarkan pada prinsip "pasar bebas" Baik
Peganjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) maupun penggantinya,
Organisasi Perdagangan Dunia (WTOQ), didasarkan pada konsep sistem persaingan
bebas. Cacat yang ada pada konsep ini adalah bahwa konsep itu beranggapan semua
negara anggota sama-sama kuat untuk bersaing satu sama lain. Ini jelas tidak benar di
suatu dunia di mana terdapat bangsa kaya dan miskin, negara maju dan terbelakang.

Selama waktu 48 tahun kettka GATT merupakan forum utama bagi sistem
perdagangan multilateral, banyak di aniara perjuangan necgara-negara sedang
berkembang ditujukan untuk menjamin pengakuan oleh negara-hegara maju terhadap
masalah-masalah tertentu yang dihadapi negama-negara berkembang dan kebutuhan

untuk membangun pengaman bagi sistem perdagangan multilateral guna melindungi

kepentingan-kepentingan mereka.
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Datam hal penerapan prinsip Pasal | oayat (1) GATT 1201 seeara tegas, miaka
tentu saja negara-negara berkembang dan miskin {terbelakang) akan merasa kewalahan
sebab bagaimanapun juga mereka tidak mungkin berada dalam sranding position yang
sama dengan negara-negara maju.

Untuk menpantisipasi terjadinya hal demikian, maka negara-negara maju
menciptakan Generalized System of Preference ((GSP). GSP adalab preferensi yang
diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang (miskin), agar negara-negara
tersebut dapat memproduksi barang, kemudian mengekspomya kepada negara maju
dengan bea yang ringan. Kebijakan GSP ini dikenal dengan istilah Special and
Differential Treatment (S&D).

8&D baru dikenal pada tahun 1979, secara luas S&D berarti bahwa dalam semua
kewajiban perdagangan multitateral, suatu derajat kewajiban atau kotnitmen yang lebih
rendah akan dikenakan pada negara-negara berkembang dibanding dengan negara-
negara maju. Tetapi, penyelesaian parsial tethadap masalah yang dihadapi negara-negara
berkembang ity dirusak ketika pada tahun 1986, suatu putaran baru dari perundingan
perdagangan di bawab GATT dilancarkan di Uruguay. Akhir dari pembicaraan ini pada
tahun 1994 menghasilkan tidak hanya keputusan untuk mendirikan WTQO guna
mengganttkan GATT, tetapi juga dalam suatu penipisan yang amat sangat terhadap
konsep S&D. Prinsip S&D dikurangi menjadi semata-mata pemberian kerangka waktu
yang lebih lama bagi negara-negara berkembang untuk mematuhi perjanjian-perjanjian
WTO yang sckarang berlaku bagi semua negara anggota, dengan bebetapa perkecualian

untuk negara-negara yang paling terbelakang (LDC).
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Dengan munculnya negara-negora vang baru merdeka tersebut, maka dem
mewujudkan keadilan {(equin’), GATT mengantistpasimva melalut pelaksanaan prinsip
equal trearment dengan memperhatikan negara-negara tessebut, melalur pencrapan
prinsip S&D. Schingga punsip Lgral treatmemt tidak dapat lagi diarikan sebagai
perlakuan yvang sama bagt negara-negara anggota, dengan kemampuan vang berbeda,
namun prinsip eqral freatment ini harug diarctikan sebagni suatu perlakvan yang sama,
dengan metihat dan mempertimbangkan kemampuan/potens) bersaing masing-masing
negara.

Sayangnva, penerapan pringip iqual Treannent selalu berbentean dengan
ptinsip National Treatment. Untuk menghindar kemungkinan terjadinya proteksi
tersclubung akibat pencrapan prinsip National Treatment, maka keteniuan pasal 1l
GATT 1994 membatast toleranst terhadap National Treaiment yakni
1. Produk impor tidak boleh tunduk pada peraturan nastonal vang diskriminatif (Pagal 11

ayat 2).

2. Peraturan pajak nasional yang sudah berlaku (existing internal tax) yang tidak sesuai
(inconsistent) dengan Pasal 1H, namun telah ada sebelum tanggal 10 April 1947
dipeckenankan berlaku terus asal hersedia menghilangkan faktor-faktor yang dapat
menimbulkan dampak proteks: (Pasal 11 ayat 3).

3. Biaya transportasi yang semata-mata berdasarkan perhitungan ckonomis tidak

termasuk dalam Pasal 1H, asal pengenaannya tidak didasarkan pada nasionalitas

barang terscbut (Pasa [1] ayat 4).
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4. Pasal N1 tidak berlaku pada barang vang dibelt olch agon pemerintah, asal barang
tersebut bukan uniuk dipetjualbeltkan  kembali, namun  semata-mata  akan
dipergunakan olch pemerintah sendirt (Pasal Wil ayat 4).

5. Pemberian subsidi khusus yang diberikan kepada produsen domestik baik mefalui

prosedur pajak maupun melalui pembelian produksinya oleh pemetintah selama

tidak bertentangan dengan Pasal 11l diperkenankan (Pasal Il ayat 9).

Prinsip National Treatment pada dasarnya ditujukan bagi upaya perlindungan
bamng-ﬁarang impor. Hal ini tentu saja menyulitkan kedndukan daya saing barang-
barang buatan dalam negeri di negara berkermnbang, karena harga barang-barang vang
diimpor juga amat bersang. Itulah sebabnya prinsip ini sangat berat dan sulit diterapkan
di negara-negara berkembang, karena tentunya hal ini akan sangat menghambat
perkembangan industri nasional '’

Dalam kerangka hukum GATT, National Treamnent melengkapi prinsip Most
Favoured Nation Treatment yang memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk
menikmatt konsesi yang diperjanjikan. Hal ini disebabkan bahwa untuk mencapai
liberalisasi perdagangan internasional tidak hanya dibutuhkan generalisasi pengurangan
tariff bagi masuknya barang ke suatu negara, akan tetapi juga adanya perlakuan yang

layak terhadap barang impor di pasar domestik.

¥ Taryana Sunsndar < Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional darvi GATT 1947
Sampal Terbentuknya WTO ( Jakarta : Badan Pembinaan Mukum Nasional Departemen Kehakiman,
1996), hal. 25. .
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Dalam penerapan prinsip National Trearmem adakalansn dapat dihindari olch
sualu negara dengan misalnya memberi perlakvan yang tidak sama atas barang yang
sejenis yang berasal dari ncgara yang betbeda. Yaug dimoksudkan dengan barang
sejenis adalah barang pengganti impor. Prinsip mencegah perlakuan diskriminasi
melalui peraturan hukum dan program-program kebijaksanaan nasional yang lebih
menguntungkan  produk  domesttk  daripada  produk 1mpor, oleh suatu  nepara
mengakibatkan adanya kecenderungan proteksi terhadap produk dalam negeni yang
dapat merugikan ncgara lain.

Dengan diperbolehkannya suatu negara mengadakan program-programt dalam
rangka melindungi lingkungan, kesehatan dan pengawasan terhadap proses produksi
yang mensyaratkan jaminan kesclamatan umum, maka ketentuan ketentuan dalam
berbagai program terscbut dapat dijadikan senjala bagi negara-negara maju vang
terttuniya memiliki standar kesehatan yang lebih tinggi, dalam mensortir impor pangan
yang akan masuk k¢ negaranya. Sccara tidak langsung, hal ini kemudian akan menjadi
penghambat techadap produk iradiasi yang akan masuk ke suatu negara.

Uraian di bawah ini akan menggambarkan secara tinci tindakan proteksi
terselubung yang mendeskripsikan bahwa negam-negara pengimpor tidak sepenuhnya

mematuhi prinsip Fgual Treatment dalam mengimpor produk perikanan beku.
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A. Sertifikasi dalam PPerdagangan Intemasional

Sesuai dengan ketentuan Putaran Urugnay, maka Dewan Standarisasi
Nasional merupakan Enquiry Point maupun Noiifying Poim, akan tetapi ini saja
masih jauh dari mencukupi. Pemasyarakatan standar internasional oleh para pelaku
industri dan perdagangan sendirt harus lebih ditingkatkan, termasuk jupa partisipasi
dalam lembaga-lembaga standarisasi internasional dan regional.

Peliknya berbagai persoalan sertiftkasi diantaranya terdorong oleh hak
setiap negara untuk menetapkan standar internal bagi produk-produk yang masuk
ke negaranya, sehingga walaupun terdapat ketentuan bahwa standar internal yang
diberlakukan tersebut diberlakukan sama terhadap negara lain, maupun negaranya
sendiri (prinsip non-diskriminatif), hal itu scharusnya tidak menyebabkan hambatan
teknis perdagangan, namun tentu saja antara satu negara akan berbeda tuntutannya
dengan negara lain, untuk satu produk yang sama.

Diakui beberapa produsen bahwa beberapa negara mau menetima suatu
produk bila telah mencantumkan fanda sertifikasi dari lembaga sertifikasi negara
yang bersangkutan. Bila demikian, berarti para produsen cukup repot karena harus

_berusaha untuk memperoleh sertifikasi febih dari satu [embaga.

Hal ini tentu merupakan persoalan pelik bagi manajemen perusahaan, sebab
sefama ini telgh ada berbagai bentuk sertifikasi, baik untuk manajemen pengelolaan
lingkungan (ISO 14000) maupun manajemen mutu (ISO 9000). Selain itu,
manajemen perusahaan harus selalu memperhatikan tuntutan pemberlakuan berbagai

sertifikast ini, yang pada kenyataannya selalu berkembang.
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Tak ayal lagi, berbagai persyaratan yang diberfakukan negara mitra dagang
tersebut membuat beberapa produsen di Indonesia berpikir nlang mengenai strategi
sertifikasi tersebut, termasuk bagaimana cara memperolchnya, sebab tidak tertutup
kemungkinan suatu sertifikat yang dikeclvarkan di Indoncsia atau negara lain
musalnya tidak diakut oleh negara importir,

Celakanya, lembaga sertifikasi di Tndonesia masih jarang dan pengakuan
terhadap kredibilitasnyapun masih menjadi pertanyaan bagi para produsen. Hal i
menjadikan kenyataan bahwa lembaga sertifikasi di Indonesia masih sebatas
menerbitkan sertifikasi sistem manajemen mutu 1SO 9000 dan sistem manajemen
lingkungan 1ISO 14000.

Upaya peincnuhan standarisasi internasional juga telah diimplementasikan
Indonesia melalui ketentuan Bab V (Pemasukan dan Pengeluaran Pangan ke dalam
dan dari Wilayah Indonesia) Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 36 - 38 undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa setiap pangan
yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1996
Tethadap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia ditetapkan
persyaratan sebagai berikut :

1. Pangan telah diuji atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu,
dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal.
2. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan,

sebagaimana dimaksud pada pein 1.
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3. Pangan terichih dahutu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari scgi keamanan,
mutu dan atau gizi sebelum peredarannya.

Ptinsip fignal Treatment dapat dilthat dengan menganalisa lebih fanjut
ketentuan Pasal 39. Pasal tersebut meropersyaratkan agar pangan yang dikeluarkan
dari wilayah Indonesia diuji dan atau diperiksa dari segi keamanan, mutu,
persyaratan label, dan atau gizt pangan.

Khusus bagt makanan imdiasi di Indonesta, maka Indogamma akan
mengeluarkan sertifikat iradiasi tersebut sesuail dengan ketentuan Pasal 10 dan 11
PERMENKES No. 826/MEN.KES/PER/XII/1987 tentang Makanan Iradiasi. ™

Menunut Fahmia Badib, salah seorang marketing jasa penjualan iradiasi
pada PT. Perdana Mandiri Bemani (agen penjualan jasa iradiasi Indogamma di
Surabaya), kenyataannya pemasyarakatan penggunaan jasa iradiasi sangat sulit

dilaksanakan karena berbagai faktor sebagai berikut® :

¥ PIERMENKIIS No, 826/MIEN.KES/PER/XI/1987 tentang Makanan Iradiasi mensyaratkan
agar penyedia jasa iradiasi mengeluarkan Sertifikat Tradiasi bagi makanan yang telah diiradiasi. Sertifikat
tersebut antara lain
- Nomor kode nasional dan atan internasional fasilitas irradiator,
- Nomor izin pemakaian dari BATAN.
- Nama dan alamat fasilitas irradistor,
- Maksud dan tujuan iradias.
- Sumbet radiasi dan dosis radiasi yang digunakan
- Memuat data-data mengenai tanggal, jenis dan jumlah makanan iradiasi.

 Hasil wawancara Penulis dengan Fahmia Badib di PT. Perdana Manditi Berani, J1. Jakarta No.
62 Surabaya, pada tanggal | Nopember 2001.
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Belum adanya kewajiban di Indoncsia untuk mengiradinst
produk-produk  dalam  bentuk  frezen food,  yang
kenyataannya amat rentan terhadap  bakteri  dan
perkembangan bakten tersebut.

Pada kenyataannya scrtifikasi iradiasi yang diketuarkan oleh
Indogamma seringkali diragukan keberadaannya oleh negara
importir, dengan alasan :

a. Walaupun suatu produk sudah diiradiasi di Indonesia,
namun karena untuk menicapai negara tujuan dibutuhkan
waktu yang cukup lama, maka masih dimungkinkan
bahwa selama dalam perjalanan, produk  vang
bersangkutan dapat terkontaminasi ¢lch berbagai bakien.

b. Proses pengeluaran  sortfikasi olelt  Indogamma
dicurigakan (olch negam impottir} masih belum sesuat
dengan kadar bakteri yang dikandung oleh produk yang
bersangkutan (keakuratannya masih diragukan).

Penggunaan jasa iradiasi di Indonesia juga mengalami
kendala karena adanya upaya proteksi terselubung olich
negara-negara impottir. Contolinva, apabila kita hendak
mengekspor fiozen food ke negara-negara di Fropa, maka
kemungkinan persyaratan iradiasi hanya dikenakan apabila
ekspor tersebut dircer ke negara yang bersangkutan, dalam
arti bahwa perjalanan kapal tidak in fand ke Belgia. Namun
apabila e¢kspor tersebut melalw (i Jand) Belgia, maka pasti
wadiast tidak dipersyaratkan oleh negara nnportir. Hal ini
disebabkan karena Belgia mempunyai fasilitas iradiasi
sendiri.
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Berkaitan dengan butir ketiga {ii atas, menurut penulis hat itu disebabkan
karena faktor pemasukan devisa negara {Belgia) Tidak adanya kewajiban iradiasi
oleh importir negara-negara di Eropa disebabkan karena sctiap fiozen food yang
diimpor melalui negara tersebut, harus dikenakan kewajiban untuk menggunakan

fasititas iradiasi di Belgia. Apabila tidak, maka produk tersebut akan mengalami
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kendala dalam pemasarannya. Kadang kala, prodel; produk kita terschut bahkan

mengalamt penurnunan harga yang drastis atau bahkan dyadikan pakan temak,

Setingkali produk-produk tersebut juga mengalami re-ekspor.

Selain untuk meningkatkan devisa negara, penulis berpendapat bahwa
sikap sebagaimana terurai di atas juga merupakan upaya proteksi melalui prinsip
National lreatment. Tindakan pengenaan kewajiban iradiasi bagi setiap pangan
yang masuk melalui Belgia tentunya akan berakibat pada harga jual produk impor

- tersebut. Dengan harga jual yang tinggi (setelah dikalkulasikan dengan biaya
iradiasi), maka tentunya daya saing tethadap produk domestik semakin melemah.

Padahal apabtla dianalisa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) s/d (8) SPS, dijelaskan bahwa

syarat melakukan tindakan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh.

tumbuhan adalah sebagai berikut :

1. Tindakan - tindakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh - tumbuhan
harus didasarkan pada suatu penaksiran yang sesuai dengan keadaan terhadap
resiko bagi kelmidupan dan keschatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan,
dengan memperhatikan teknis penaksiran resiko yang dikembangkan oleh
organisasi-organisasi internasional refevan.

2. Penaksiran resiko harus memperhatikan bukti yang tersedia, proses dan metode
produksi yang relevan, metode inspeksi, sampling dan pengujian yang relevan.

3. Dalam melakukan penaksiran resiko, juga harus diperhatikan faktor-faktor

ekonomi yang relevan, seperti :
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- Kerugian potensial berupa rugt dalam produksr atau penjualan apabda hama
atau penyakn timbul, berkenmbang atau menvebar
- Btaya pengendalian atau pembasmian dalam walayah anapota pengimpor.
4. Penentuon tingkat pertindungan kesehatan mannsia,  hewan  dan tumbuh-

tumbuhan harus memperhatikan tujnan memporkeeil dampak negatif terhadap

perdagangan,

5. Perlindungan kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan,
tidak menychabkan diskriminasi atau 1esteiksi iersclubung tethadap perdagangan
internasional.

6 Tindakan perlindangan tidak membatasi perdagangan lebib dari vang diperfukan

guna mencapai tingkat pertindungan santtast dan phitosanitasi vang layak.

Jika disimak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) s/d (8) di atag, maka pengenaan
kewajiban iradiast di Belgia bagi produk pangan yang scsunggubnya sudah diiradiasi
di Indonesia adalah sangat tidak relevan dan tidak mengindahkan resiko ketugian
bagi pihak eksportir. Padahal di sisi Tain, Indonesia telat memenuhi persyaratan yang
ditetapkan, antara ain dengan dilakukannya iradiasi vang menghasilkan sertifikast,
yang juga telah diakui legalitasnya di tingkat intemasional,

Ketentuan yang mengatur perlakuan khusus daun berbeda kepada negara-
negara berkembang dengan cara pembertan preferensi dan peluang ekspor demi

percepatan pembangunan negara-negara berkembang (7rade and Developmoent

pasal XXXVUGATT), dalam hal i1 juga telah digbaikan.
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Deskripsi di atas memang sangat ironis. Tentunyn fonomena int sebarusnya
layak dijadikan pelajaran bagi Indonesta untuk terus menrjukan pembangunan
sehingga kita dapat menjadi suatu negara yang kuat dnn mempunvyai bargaining
position yang kuat. Sudah saatnya Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang

mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap frozen food

B. Iradiast Makanan, Kebijakan Perdagangan dan GATT

1. Perdagangan, GATT dan Pergerakan Konsumen Internasional

Organisasi konsumen kebanyakan mempunyai perhatian yang semakin
besar terhadap GATT dan digambarkan bahwa jumlah negara berkembang dan
negara maju dari organisasi konsumen intemasional mempunyai persamaan
persepsi yang penting dalam memenuhi Uruguay Round tentang ncgosiasi
perdagangan.

Sebagian besar organisasi konsumen sangat khawatir melihat promosi
tentang ketertartkan  konsumen di bidang ekonomi melalui pengurangan
proteksionis di bidang quota tekstil, pengenaan bea masuk yang tinggi, anti

dumping dan segala agrikultur dan sektor makanan.
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Perdagangait Membebaskan Rekonsilinst dengan Siandar vang Fingg {4 prinsip
dasar) :

Walaupun ketertarikan konsumen ekonomi dalam membuka perdagangan
dan perlindungan konsumen dalam tingkat keamanan yang tinggi dapat terlihat
pada konflik vaog terfadi, hal ini sangat tepat bagi kemungkinan kehadican
rekonsiliasi dan dua elemen yang mendasari empat prinssp sentral
a. Perdagangan sebaiknya dilakukan berdasarkan  standar  munimum

perlindungan yang ketatl -

Negara ncgara yang telah menerapkan standar vang ketat tentang barang.
barang, obyektifitas dan alasan di bidang slmu pengetahuan sebaiknya
diperbolchkan untuk dijaga dan peraturan-peraturan terscbut dipergunakan
untuk impor dengan sejauh mungkin mengutamakan produksi barang-barang
domestik scjavh mungkin, Tetapt standar yang telah dicapai, selurub
perdagangan vang memenuht persyaratan sejavh mungkin dibebaskan dan
quota, bea masuk, pengatutan perdagangan khusus dan halangan pengenaan
non-tariff.

Dalam membuat standar suatu produk maka anggota tersebut diwajibkan
unituk  membuat  scientific  justification vang didasarkan  pada  “risk
assessment”. Untuk hal tersebut, persetujuan ini juga mengatur prosedur dan
kriteria untuk melakukan kajian tentang resiko (risk assessment) dan cara

untuk menentukan tingkat pertindungan dari standar yang diterapkan.
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b. Beberapa standar yang harus digunakan dalam basis non-diskriminasi
Konsutmen domestik yang tertarik pada produsen domesttk sebaiknya
meningkatkan standarnya setidak-tidaknya hal itu diberlakukan bagi sekior
impor. Dengan kata fain, organisasi kodsumen harus mengusahakan untuk
menolonig produsen domestik dengan cara menggunakan standar yang tidak
terlafu ketat di bidang sektor produksi domestik, sementara standar yang
ketat harus digunakan bagi sektor yang didominasi oleh impor, tidak dalam
ha! konsumen yang tertarik. Jika terdapat kasus yang membenarkan proteksi
mendasar bagi konsumen untuk meningkatkan standar di bidang sektor yang
didominasi oleh impor, standar yang sama ketatnya harus digunakan untuk

men ganalogikan sektor-sektot tersebut.

¢. Standar yang harus diberitahukan kepada konsumen yang tertarik :
Apabila standar internasiona) yang relevan tidak tersedia, sedangkan negam
anggota ingin menerapkan regulasi baru, maka negara terschut harus
mempublikasikan pemberitahuan regulasi ini dan menyediakan scgala
informasi terkait secara dini. Prosedur pemberitahuan standar yang akan

diterapkan adalah %

2 Gimak Persetujuan SPS Lampiran B tentang Transparansi Peraturan Kesehatan Manusia,
Hewan dan Tumbuh-tambuhan.
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Menerbitkan  pemberitahuan pada tahap  awal  dengan  cara yang
memungkinkan para anggota yang bernminat unluk mengetahui proposal
untuk mengenalkan suato peraturan khusus.

- Memberitahukan para anggota lainnya melalui Sckretariat, prosedur yang
akan dipakai sebagai peraturan bersama, sehingga memungkinkan adanya
petubahan ataupun komentar tethadap perntusan tersebut,

- Menyediakan kepada para anggota salinan peraturan yang diusutkan, jika
dimungkinkan mengidcnliﬁkasi_ bagian-bagian yahg secara substansif
menyimpang dari standar, pedoman atau rekomendasi intemasional.

- Tanpa diskriminasi, memberi kemungkinan waktu yang cdkup bagi
anggota-anggola lainnya untuk memberikan komentar secara tertulis,
mendiskusikan komentar atas permintaan, dan membawa komentar dan

memperhitungkan hasil-hasil diskusi.

d. Impor yang dikenakan standar yang lebih tinggi dari yang seharusnya dicapai
untuk diperbolehkan masuk suatu negara -
Walaupun di negara-negara berkembang scperti USA, organisasi konsumen
harus dibentuk schingga banyak standar-standar nasional yang kurang tegas
dari internasional codex. Kualitas impor yang tinggi dapat menolong
produsen domestik untuk memperluas produksinya sebagai efek dani

kompetisi dan pilthan pasar.

ol
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3. Efck dari Perjanjian Uruguay di Bidang Tradiast Makanan,

Pada tingkat imi, beberapa pemikiran yang bersifat spekulatif karena
pertama ketidaktentuan di sckitar Uruguay Round 1tu sendiri dan kedua karena
relevansi ketentuan dari draf Jinal Act vang didasari pada konsep umum yang
belum dites dalam sttuasi individual. Bagaimanapun juga, hal ini jelas
merupakan kesimpulan sukses pada GATT Round vang mengglobalisasikan
debat tentang iradiasi makanan yang sebenarnya telah lama dilakukan. Sebagtan
ketentuan yang tidak didasarkan pada dr_af Final Act untuk meningkatkan hal itu
yang di dalamnya terdapat basis tlmu pengetahuan bagi standar makanan,
berdasarkan kemungkinan perluasan persetujuan keilmuan, akan merupakan
persyaratan standar nasional individual harus diparisbawahi. Jika ada
perselisihan perdagangan dalam GATT, negara yang bersalah yang standamya
tidak dapat diterima oleh perdagangan akan didenda atau mendapatkan

petlawanan/balasan terhadap ekspornya sendin.

C. Proteksi Ditinjau dari Segi Kualitas Produk

Peranan standar kualitas suatu produk mempunyai dua sisi yang berbeda,
pertama adalah penggunaan standar yang keliru vaitu sebagai alat protcksi dengan
dalth untuk mengamankan produk dalam negeri dari barang impor, kedua
adalah dimanfaatkan scbagai suvaty sarana menggatrahkan dunia usaha agar

lebth kompetitif, meningkatkan kemampuan produsert dan memperkuat daya saing

G2
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schingga akan mampu meningkatkan pasar baik di dalam mavpun luar negeri.
MEE merupakan pangsa pasar raksasa, sebab masih banyak komoditi
yang petlu diimpor oleh MEE karena tidak dapat atou tidak efisien bila diproses
di kawasan tersebul, sefain masih kecilnya volume perdagangan selama  ini.
Salah satu hambatan perdagangan awnfara ncgara ASTAN (khususnya Indonesia)
dengan MEE adalab adanya proteksionisme melalui standar dan peraturan yang
bertujuan mengamankan produk dalam ncgerinya. MEE mengembangkan fungst
standar dengan membentuk council directives dan  counsil regulations yang
menetapkan standar produk (mutai dari proses awal sampai dengan produk akhir
termasuk pemantauan terhadap kondisi produk, kemasan identifikasi pehgapalan,
transportasi dan  penyimpannya)  dikaitkan dengan persyaratan  kesehatan,
kesclamatan dan masalah lingkungan, kemudian membentuk FEwropean Commitee
on Llectrotechnical Standardization (CENELEC), Furopean Telecomunication
Standards Institute (ETShH, Furopean Organization  for Testing and
Certification (EOTC), the European Organization for Quality System Assessment
and Certification (EQS) yang telah menghasilkan svatu infrastruktur  dalam
mewujudkan kepercayaan terhadap standar dan kesesuaian penilaian {conformig:
assessment) di antara pelaku perdagangan di eropa mavpun  global. Program
untuk mengurangi  hambatan-hamabatan tersebut telah dilakukan antara lain,
dengan membentuk Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dilanjutkan

dengan membentuk ASEAN Consuliative Commintee for Standard and Uuality
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(ACCRQ) bertngas untuk penyesuatan standa masing masing negara mengact
pada standar tnternasional, penyesuaian akreditasi  yang seragan dalam  hal
sertifikasi  perusahaan, laboratorium  pengujian, pelayanan jasa teknis  dan
tenaga profesional dan guality control berdasarkan pada 1SO 9000, pelatihan
tenaga untuk akreditast dan sertifikasy  sistem mutu  dan  faboratotium  uji,
peningkatan ujpt  provisiensi laboratorium antar negara ASEAN terhadap komoditi

yang berkaitan.
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BABIY
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

DAN INTERNASIONAL YANG MENSYARATKAN TRADIASI

Suksesnya  pembentukan World Irade Organization (WTO) pada
tanggal 1 Januari 1995 tidak terlcpas dari konstelasi ekonomi politik global di masa iy,
vang diwarnai oleh runtulinya paham komunis serta makm maraknya domia:asi sistem
ekonomi liberal yang dianut otel negara-negara barat Pada hakckatnya, terbentuknya
WTO merupakan wujud kompromi antara komsep liberalisasi perdagangan dengan
konsep proteksionisme perdagangan, mengenai pentingnya pengataran  hubungan
perdagangan intemasional. Liberalisme yang menginginkan dihilangkannya segala
hambatan dalam perdagangan internagional, sedangkan proteksionisme yang masih
menginginkan perlindungan tertentu bagi ekonomt nasionaluya dengan menerapkan
pengaturan yang ketat tethadap perdagangan internasionalnya,

Kompromi tersebut tercapai karena disadari bahwa pada akhimya apabila ingin
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sefuruh negata tetap hatus saling berhubungan dan
melakukan perdagangan internasional. Situast ini mendorong mercka untuk terlibat dan
bergabung dalam suafu mekanisme kegasamna perdagangan multifateral sebagai sarana

untuk secara rasional merundingkan dan menegosiasikan kepentingan masing-masing

65

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

’

menuju pada swatu kesepakatan mengenai pengatuian perdagangan  infernasional.
Sebagai badan dunia yang memberikan landasan hukwn dan kelembagaan bagt
pelaksanaan sistem perdagangan multitateral, WTO menyediakan prinsip-prinsip dasar
dan kewnjiban-kewnjiban mengikat yang menentukan drah bagi setiap negara
anggotanya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasionalnya di bidang
perdagangan.

Dengan  disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tanggal 2
November 1994 mengenai tatifikasi pembenf.ukan WTQO, maka secara legal semua
Peganjian WTO menjadi hukum wajib bagi Indonesia. Artinya, Indonesia wajib
memenuhi semua kewajiban yang diharuskan, sekaligus “wajib™ menfanfaatkan
peluang-peluang  yang  ditawarkan  olech  persetujuan-persetujuan  tersebut.
Permasalahannya sekarang adalah sejauh mana Indonesia sudah melaksanakan kedua
“kewajiban” tersebut. Hal ini dapat dikaji dengan meninjau kembali motivasi dasar dari
keputusan Indonesia untuk menjadi anggota WTO tersebut.

Pada dasarnya, partisipasi Indonesia dalam “diplomasi dagang dunia” (world
trade diplomacy) ini adalah salah satu strategi dalam rangka pengembangan ekspor non
migas sebagai salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional. Dengan
bergabung dalam WTO, Indonesia berharap agar selain memperoleh peluang akses pasar
yang lebih besar, Indonesia dapat pula memanfaatkan berbagai persetujuan tersebut bagi
kepentingan nasional yang lebih luas, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan
ekspot non migas, pertindungan pasar dalam negert sampai dengan tingkat tertentu dan

berkembang industri yang berorientasi ekspor,
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Menghadapt  berbagat  tantangane i dapanaan terechnt perty dilakokan
peningkatan partistpast kita di WTO, vang didukung oleh peningkatan kapasitas di
tingkat nasional. Namum demikian, upaya tersehot perlu didukung suatu konsistenst
kebijakan nasiona!, tidak saja di bidang perdagangan. namun juga kebijakan
perekonomian sccara kesclurohan, Harmonisast kebijakan terschut mencakup scgala
aspek perekonomian yang diatur datarn WTO, misalnya kebijakan pertanian, kebyakan
persaingan usaha, kebijakan wmengenat hak atas kekavanan intelckival, kebijakan
perparakan, kebijakan bidang jasa-jasa, investasi dan bahkan kebijakan perlindungan
konsumen sampai dengan kebijakan dr bidang lingkungan hedup,

Menyadari hal itu, maka sebetufnya nasih banyak tugas yang harus 8ilakukan
Indonesia dalam upaya memanfaatkan scbesar-besarnya peluang yang iclah terbuka
dalam perdagangan intemasional dan sekaligus melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang menyertainya. Kerjasama dan koordinasi antara semua pihak yang teckait dan
berkepentingan dalam perekonomian merupakan suatu hal yang tidak dapat diabatkan
lagi.

Adanya sistem WTO ini juga membuat akses pasar menfadi stabi!, karena semua
negara terikat terhadap perjanpian-perjanpian dalam WTO. Dalam hal ini negara anggota

akan menjalankan peraturan-peraturan nasionalnya yang scsusi dengan peraturan dalam

WTO.
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A. Ketentuan Intemasional yang Terkait dengan Iradtasi
1. Agreement on Technical Barriers to Tf‘ﬂ'd(; (18T1)

Hampir semua negara mempunyai peraturan-peraturan teknis atas barang-
barang perdagangan yang berkaitan dengan pertimbangan tertentu seperti
keamanan, keschatan manusia dan hewan, perlindungan fingkungan serta alasan
lain. GATT memungkinkan penerapan aturan sejenis itu. 'l(emungkinan
menggunakan aturan seperti itu serta syarat-syarat pelaksanaannya dimuat dalam
ketentuan GATT, baik secara eksplisit maupun implisit.

Beberapa ketentwan GATT yang mencakup masalah TBT datur dalam
Pasal I dan 111, Pasal X, Pasal XI dan XX Pasal 1 dan 11l menyiratkan secara
umum bahwa suatu spesifikasi yang semata-mata digunakan dengan maksud
melindungi industri dalam neger adalsh hal yang dilarang. Pasal X menyangkut
masalah publikasi peraturan-peraturan administratif yang mencakup juga standay
suatu produk. Sementara itu Pasal X1 dan XX menyiratkan referensi umum
mengehai standar dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Perjanjian yang ditumuskan dalam perundingan Utuguay Round
memperluas dan memperjelas Agreeinent on Technical Bariers to Trade, dikenal

sebagai Standards Code, yang dihasilkan dalam Tokyo Round.

B .8, Kartadjoemena : GATT WTO dan Hasil Urngnay Round (Jakarta : Ul-Press, 1997), hal. 204,
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Hal utama yang menjads fokus perhatian adalah mengadakan aturan
untuk memjamin bahwa berbagai aturan tekiis atau aturan laimnya, termasuk
prosedur pengujian (festing) dan sertifikasi mutu barang, hendaknya tidak
menciptakan rintangan atau hambalan yang tidak seharusnya tenad: terhadap
perdagangan. Namun demikian, hal tm hendaknya juga sccara khuosus tidak
menghalangi setiap nepara untuk mengambil berbagai tindakan, misalnya untuk
perlindungan kchidupan manusia, perlindungan keschatan dan lingkungan hidup.

Penamjian TBT menyangkut persyaratan teknis/standardisasi pada suatu
produk yang diterapkan oleh suatu negara tethadap barang impor, baik berupa
produk pertanian maupun industri. Hal ini menyangkut antara lain :

- Kualitas produk

- Metode proses produksi

- Terminologi dan stmbo!

- Peraturan packaging dan labcliing

Persctujuan  int ada dasarnya 1idak menciptakan suatu hambatan
perdagangan namun bertujuan agar negosiasi teknts dan standar serta pengujian
dan sertifikasi pada suatu produk tidak mentmbulkan hambatan-hambatan yang
tidak perlu terhadap perdagangan. Untuk itu, persetujuan ini mendorong negara-
negara untuk menggunakan standar internasional, namun tidak mewajibkan
harmonisasi dari standar-standar tersebut dengan yang berlaku pada negara yang

betsangkutan. Setain itu, persetujuan ini juga “mengakui hak-hak dari negara-
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negara untuk mengadakan proteksi dengan alasan kcamanan dan kesehatan
untuk manusia, hewan, tanaman dan lingkungan pada tingkatan yang wajar™.

Penerapan TBT harus berdasarkan scientific information and evidence.
Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa setiap negara harus menerapkan
standardisasi terhadap barang impor dengan dasar non-diskriminasi.

Isu TBT metupakan isu yang harus mendapatkan perll_latian.oleh kalangan
eksportir. Ada kalanya importir, terutama dari negara maju, sangat
mempethatikan masalah keamanan dan kesehatan terhadap barang yang akan
diimpor dan mereka setalu menginginkan barang impor tersebut mempunyai
persyaratan teknis yang sama dengan yang mereka miliki. Dalah hal ini
eksportir harus mengantisipasi segaia kemungkinan dalam menghadapi masalah
sepetti proses produksi yang harus memenuhi syarat dengan negara tujuan
ekspor dan ini berarti eksportir harus bersedia mengeluarckan biaya untuk
melakukan latigkah-langkah dalam penetapan standardisasi tersebut.

Perjanjian TBT juga menyebutkan bahwa bilamana mungkin negara
anggota dapat menggunakan petunjuk dan rekomendasi yang ada pada badan-
badan standardisai internasional seperti Mernational Standard Organization

(1SO) sebagai landasan dalam menerapkan proses standardisasi produk mereka.
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2. Agreement on Sanitary and Phytosanitary {(8PS)

Perjanjian SPS merupakan persyamatan vang diterapkan pada produk
pertanian yang bertujuan untuk mehndungi manusia atau hewan dari pencemaran
makanan yang terkontaminasi dan melindungi hewan dan tombuhan dari hama
dan penyakit.

Peraturan samtary merujuk pada semua perfindungan yang ditujukan
untuk keamanan pangan atau mencegah masuknya hewan berpenyakit ke suatu
negara. Sedangkan peraturan phytosanitary merujuk pada pencegaban masuknya
tanaman atau tumbuhan yang terkontaminasi/tertkena hama.

Perjanjian SPS ini menuntut setiap negara dnlam menerapkan SPS
dengan menujuk kepada organisast standar intetnasional yang ada seperti Codex
Alimentarins Commission dan International Office of Ipizootics serta sceara
aktif terlibat dengan organisasi mtemasional tersebut dalam mempromosikan
harmonisasi peraturan SPS.

Penting bagi Indonesia, terutama dalam melakukan ekspor produknya ke
negara lam untuk melakukan hal-hal yang betkaitan dengan perjanjian SPS ini.
Beberapa hal yang patut dilakukan adalah secara aktif melakukan riset dan hal-
hal yang bersifat teknis dalam membuat produk-produk yang akan diekspor

sesuai dengan syarat-syarat SPS yang dikenakan negara importir.
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3. Trade and Favironment

Keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan menjadi isu penting pada
saat in1, mengingat kesadaran masyarakat di dunia ini yang semakin tinggi akan
pentingnya perlindungan lingkungan dalam konteks perdapangan internasional
serta mempromostkan pembangunan yang berkelanjutan terhadap sumber daya
alam. Hal im telah mendorong diterapkannya kebijakan-kebijakan yang
bertujuan metindungi lingkungan, seperti standar produk, proses produksi yang
tidak mencemari lingkungan, melarang ekspor impor terhadap produk yang
berbahaya terhadap kesehatan, melamng ekspor impor demi konservasi

lingkungan serta peraturan mengenai packaging dan labelling. K
Sebagai angpota WTO, Indonesia merasa perlu untuk mengkaji
kepentingan nasionalnya terutama yang berkenaan dengan keterkaitan antara
perdagangan dengan Jingkungan. Hal ini berkenaan dengan tujusn agar tercapai
sinergi dari partisipasi Indonesia dalam berbagai persetujuan interasional,
sekaligus mencegah terjadinya suatu posisi yang bertolak belakang dari aspek
kepentingan nasional secara keselurshan. Dalam hal ini diperlukan suatu grand
strategy dalam kebijakan perdagangan dan lingkungan dengan pendekatan
terpadu dan holistik dengan memasukkan perspektif pembangunan, lingkungan
hidup, perdagangan dan hukum, yang berguna bukan saja untuk meningkatkan
kinerja ekspor Indonesia, namun juga untuk menyusun posisi Indonesia dalam

persiapan pembahasan lingkungan datam kerangka WTO.
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Bceberapa hal yang perla dipechatikan antara lainc
- Pengawasan terhadap kondist kelayakan barang/jasa yang masuk maupun
vang keluar agar aman bagi lingkungan/keschatan masyarakat Indonesia,
termasuk metode proses produksi yang aman, pengemasan barang atau
packaging yang memeunuhi standar internasional/ncgara yang bersangkutan,
dan persyaratan eco-labelling.
- Peningkatan kesadaran lingkungan dan perlunya meningkatkan perlindungan

lingkungan.

- Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelofaan lingkungan
yang baik dalam proses produksi barang dan jasa. ’

- Menyusun  kebyakan perdagangan  yang mendorong  perlindutigan

tingkungan.

Tindakan harmonisasi terhadap sanitasi dan phytosanitary dinegosiasikan
di bawah pengawasan GATT khususnya dibahas pada saat Uruguay Round
diselenggarakan, Setelah pendirian WTOQ tahun 1995, pelaksanaan persetujuan
sanitasi dan phytosanitary (SP5) da1i1 perjanjtan hambatan teknik perdagangan
(TBT) segera menyusul dah membawa dampok yang sangat terasa dengan
semakin meluasnya perdagangan bebas terhadap produk makanan,

Prinsip persamaan disetujui pada negosiasi sanitasi dan phytosanitary.
Prinsip persamaan pada GATT berhubungan dengan kesadaran tethadap validitas

atau keabsahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Persamaan akan
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menjadi kounci untuk mengarahkan badan pengatnran  vang bersangkutan dari
carg perlakuan yang selalu digjurkan ke arah standar vang telah ditetapkan dan
guna memfokuskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terhadap hasil yang
febih efektif dan fleksibel. Pemerintah terikat untuk menerima tindakan apapun
yang bisa mendapatkan hasil harmomisasi peraturan, sesvai dengan ketentuan
internasional (dalam hal ini GATT, khususnya SPS dan TBT). Prinsip ini akan
menghastlkan penerimaan febih baik dan lebih luas terhadap perlakuan atas
makanan yang diiradiasi di arena perdagangan internasional.

Di bawah peganjian SPS dan TBT, level pelindungan (proteksi) yang
dinyatakan sesuai oleh pemerintah, bisa dibenarkan secam tcknis. Pada
prinsipnya, tindakan-tindakan vyang mengarah pada proteksi tidak boleh
menghalangi kelancaran arus perdagangan intemasional. Usaha dan tindakan
hatmonisasi tethadap peraturan yang bersifat mengatur perlakuan terhadap
makanan iradiasi harug dilakukan, dengan menjamin bahwa peraturan nasional
tidak mendiskritninasi terhadap makanan yang diiradiasi yang sudah diproses
sesual dengan prinsip-prinsip standar Codex,

Perjanjian SPS berlaku bagi semua tindakan sanitasi dan phytosanitary
yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perdagangan
bebas. Petjanjian i ditujukan untvk membimbing ke arah harmonisasi dan
mendukung pengakuan perlakuan internasional yang sudah disetujui (termasuk
iradiasi dan hanya membolehkan tindakan kontrot yang diakui sah secara

keilmuan). Peninjavan resiko ekonomi dari kerugian yang disebabkan kontrol
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pestisida vaong tidak efektef atan tidak mencokupr dibolehkan, akan tetaps
perfanjian SPS tidak membolehkan tindakan arbuirase atau tindakan kontrol vang
menghzalangi dao  tidak dibutuhkan  Klawsul-klausu! tentang transparansi
tindakan kontrol akan berakibat terhadap kenmanmpuan vang menurun terhadap
pembatasan vang tidak dibutuhkan terhadap makanan yang diperlakukan secama
efektif dengan menggunakan iradiasi untuk mengatas) masalah hama atau
penyakit.

Perjanpian TB1 diperstapkan untuk memamin peraturan  teknis dan
standar-standar, termasuk pemturan untuk pengepakan, pencantuman nama dan
metode-metode mspeksi dan standar tidak akan membnat halangan "yang tidak
penting terhadap perdagangan mternasional. Seperti perjanjian SPS, tujuan
peranjian TBT adalah pengharmonisasian peraturan tcknis dan standar supaya
peraturan tersebut tidak menjadi hambatan vang tidak diperlukan terhadap
perdagangan.

Komisi Codex Abimentarius dan FAO dan WHO telah menerbitkan
standar-standar yang direkomendasi untuk wradiasi makanan. Codex telah
mempersiapkan  standar-standar umum uvntuk makanan vang diiradiasi dan
praktek internasional yang dirckomendas: untuk mejalankan semua fasilitas
radiasi yang digunakan untuk perlakuan makanan. Semua yang di atas tnt sudah
direkomendasikan kepada semua anggota kodex pemerintah agar diterima sejak
1984, Provisi mengenai pencantuman nama untuk makanan yang dikemas yang

telah ditradiasi sudah digunakan oleh kodex di standar umum untuk
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pencantuman nama makanan sejak 1991, Standar-standar int menegaskan bahwa
makanan iradiasi harus juga disertai oleh dokumen pengapalan yang
menyebutkan pengiradiasi, tahggal iradiasi, identifikasi lot, dosis dan informasi
lainnya yang berhubungan dengan iradiasi makanan itu. Negara-negara
dianjutkan untuk mengharmonisasi peraturan prinsip kodex sebelum akhir 1998

Untuk menjamin bahwa peraturan nasional bisa mengatasi fantangan
terhadap kemungkinan tecjadinya re-ekspor dengan alasan bahwa produk yang
bersangkutan terkontaminasi oleh bakteri, maka Indonesia harus melakukan
harmonisasi terhadap peraturan-pemturan internasional yang berkaitan dengan
perdagangan. Demikian pula sebaliknya, negara pengimpor juga harus
mengusahakan adanya jaminan bahwa tidak akan ada diskriminasi terhadap
makanan iradiasi yang sudah diproses sesuai dengan prinsip-prinsip dari standar
kodex.

Pemerintah yang sudah menggunakan peraturan impor yang lebih ketat
dari standar internasional yang diakui, bisa diminta untuk memberikan alasan
untuk mensahkan peraturan-peraturan tersebut dalam bentuk rekomendasi dan
paris-garis pedoman beserta tinjauan resiko yang sesuai dan berbagai peraturan
tersebut haruc dipresentasikaa terfebih dahulu dalam forum WTO.

ICGFY (International Consultative Group on Food Iradiation) badan
yang berdiri di bawah perlindungan FAQ, WHOQ dan 1AEA telah menerbitkan
beberapa gatis-garis pedoman dan rekomendasi untuk disertakan dengan standar

kodex umum untuk makanan iradiasi. Garis-gatis pedoman dan rekomendasi
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tersebut i atas manbahas tentang semua aspek perlakuan dan  distribusi
makanan iradiasi dan memberi basis yang baik untuk menyiapkan protokol yang
dibutuhkan untuk mengimplementasikan radiasi secara komersil,

ICGFY juga telah membuat daftar tempat fasilitas iradiasi yang memenuhi
standar operasi yaong baik. Daftar ini penting karena banyak peraturan domestik
yang berkaitan dengan makanan iradiasi, mengharuskan tempat fasilitas iradiasi
memenuhi standar intemasionat dan domestik. Fasilitas atau tempat iradiasi
tersebut tentunya harus memenuhi kriteria mengenai perlakuan yang sesuai di
bawah pengawasan dan kontrol peraturan disertakan di daftar ICGFL

Menyadari  lingkungan  strategis  dalam  memasuki  liberalisasi
perdagangan dunia, kiranya semua memahami pertunya mengembangkan
standarisast dalam produk barang dan jasa. Walaupun sistem menajemen muta
bersifat voluniary tetapi dengan kesadaran para pelaku bisnis hendaknya masing-
masing mengembangkannya sebagai suatu kewajiban internal *!

HACCP (Hazard Analysis Critical Centrol Point) merupakan sistem
pengawasan mutu yang secara interasional telah disepakati oleh FAO (Food
and Agricultre Organization) dan WHO {World Health Urganization) melatui
Forum CODEX (Codex Allimemtarius Commission. CAC), untuk diterapkan pada

industri makanan dan pertanian, termasuk produk perkebunan. Dimana secara

“Nur Mahmudi Isma'il (Menteti Kehutanen dan Perkebunan), Lo Cit.
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internastonal ketentuan tersebut tenaang di dalam Perjanpan SPS (Savitary and
Phytosartitary) yang merupakan bagian tidak terpisalikan dan Perjanjian WTO
sebagai pefjanjian indukaya. Dalam prinsipnya perjanjian SPS  mengatur
ketentnan yang menyangkut masalah keamanan pangan, kesehatan manusia,
hewan dan tanaman. Contoh klastk yang menyangkut komoditi perkebunan
adalah dikenakannya penahanan otomatis {automatic detention) biji kakao
Indonesia oleh US FDA sejak tahun 1985 yang menyebabkan kerugian sekitar 90
juta US$ per tahua.

Dewasa im sedang berlangsung suatu perundingan awal dani Komist
SPS/WTO yang diwakili oleh CODEX (dengan motor Amerika Serikat) dengan
komisi TBT/WTO (Technical Barrier to Trade) yang diwakili oleh ISO
(Imternational Organization for Standaridization) dengan motor Uni Eropa,
untuk membentuk suvatu standat/pedoman  sistem mutu yang merupakan
perpaduan antara 1SO 9000 dengan HACCP, sehingga nanti akan terwujud satu
standar sistem mutu yang berlaku universal dalam rangka mewujudkan one

standard, one world for all yang dicita-citakan oleh organisasi perdagangan

dunia WTO.

B. Ketentuan Nasional yang Terkait dengan hradiasi
Ketentuan nasional yang betkaitan dengan iradiasi pangan diatur dalam UU
No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Namun dalam undang-undang ini, ketentuan

mengenai persyaratan tradiasi hanya diatur dalamn 2 (dua) pasal saja, yakni Pasal 13
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dan [4. Kedua pasal terscbut pada intinya mencrangkan bahwa Pemerintah
berwepang menetapkan persyaratan irndiasi.  Sclanjutnya Pasal 15 menunjuk
Peraturan Pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan iradiasi.
Sayangnya, sampasi sekarang Peraturan Pemerintah dimaksud belom juga dapat
direalisasikan. Dengan demikian, maka proses iradiasi yang dilakukan di Indonesia
selama ini hanya berdasackan konvensi-konvensi internasional dan beberapa
peratutan perundang-undangan Indongsia yang merujuk pada konvensi-konvensi
internasional tersebut.

Selain UU No. 7 Tahun 1996, masalah keschatan dan keamanan pangan juga
diatur dalam UU No. 23 Taliun 1992 tentang Kesebatan. Masalah pengamanan
pangan disoroti datam Pasal 21 UU No. 23 Tahun 1992, Pasal ini mengatur tentang
pengamanan pangan yang tidak memenuhi standar keschatan dan juga mengenat
label,

Khusus mengenai pangan iradiasi, undang-undang keschatan yang menpadi
dasar hukum adalah UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan. Dalam
ketentuan peralihan yang dimuat pada Pasal 87 UU No. 23 Tahun 1992, dijelaskan
bahwa UU No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, UU No. 11 Tahun
1992 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umutn dan UU No. 2 Tahun 1966
tenteng Hygiene dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti

dengan peraturan yang baru.
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Sebagai perwujudan dari upaya pencapaian keschatan dan keamanan pangan,
maka muncul Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. : 826/MEN.KES/PER/XI/1978
tentang Makanan Iradiasi. PERMENKES ini didasan oleh Qrdonansi Bahan-bahan
Berbahaya (Gevaarlijke Stoffern QOrdonantie Stbi. 1949 No. 337), UU No. ¢ Tahun
1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, UU No. 11 Tabun 1992 tentang Hygiene
Untuk Usaha-usgha Bagi Umum, UU No. 31 Tahun 1964 tentang Kelentuan-
ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 2 Tahun 1986 tenteng Hygiene, UU No. 2
Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal, PP No. 12 Tahun 1975 tentang Izin
Pemakaian Zat Radioaktif Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya, PERMENKES Ri No.
329/Men. Kes/Petr/X11/1976  tentang Produksi Dan Peredaran Makanan seria
PERMENKES RI[ No. 79/Men Kes/Per/I11/1978 tentang Labe! Dan Periklanan
Makanan.

Psoses produksi dan peredaran makanan terlebih dahulu harus memenuhi
PERMENKES No. 329/Men.Kes/Per/X11/76. Dalam PERMENKES ini ditetapkan
bahwa makanan yang akan diproduksi dan diedarkarn harus memenuhi syarat
kesetamatan, kesehatan, standar mutu.

Pada saat akan diedarkan, pangan harus diben label berdasarkan
PERMENKES No. 79/Men.Kes/Per/lIl/1978. Sampai pada tahap ini, maka pangﬁn
yang diproduksi sudah memenuhi standar kesehatan untuk layak dikonsumsi. Pangan
iradiasi saat ini hanya dipersyaratkan apabifa akan diekspor ke negara tertentu yang

biasanya mempunyai standar kesehatan yang lebih tinggi
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Dalam mclakukan itadiast  pangan, PERMENKES RI No.
826/Men. Kes/Per/XIV 1987 menjadi peraturan yang berfungsi sebagai landasan
utama pertakuan iradiasi, disamping konvensi-konvensi internasional yang ada.
PERMENKES ini mengatur tentang pengawasan fasilitas tradiator, pengawasan
imdiasi makanan dan peredarannya. Untuk mengetahut secara rinci mengenai
persyaratan iradiasi dan fasilitasnya, Penulis akan melampirkan PERMENKES R1
No. 826/Men.Kes/Per/X11/1987 berikut lampimn-lampirannya.

Tidak satupun peraturan yang mengharuskan adanya persyaratan iradiasi
pangan bagi pangan yang akan dickspor maupun diimpor. Ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada di indonesia pada wmumnya hanya mengatur
mengenai bahan pangan yang layak (aman) dikonsumsi oleh konsumen.

Tidak adanya keharusan untuk melakukan iradiasi bagi pangan yang akan
diekspor, tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan pethatian yang cukup
terhadap keamanan pangan yang akan diekspor. Pasal 39 UU No. 7 Tahun 1996 dan
Pasal 21 ayat {1) PERMENKES No. 329/Men Kes/Per/X11/1976 menunjukkan
bahwa perhatian pemerintah terhadap keamanan pangan yang akan diekspor cukup
besar, walaupun pasal-pasal tersebut bukan berbentuk ketenfuan yang mengharuskan
dilakukannya iradiasi terhadap pangan yang akan diiradiasi

Pasal 39 UU No. 7 Tahun 1996 mempersyaratkan pengujian terhadap pangan

yang akan diekspor. Lebih lanjut PERMENKES No. 329/Men.Kes/Per/X11/1976,
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mengatur lebih tegas mengenai larangan memproduksi, mengimpor atau
mengedarkan makanan yang® -
a. bangar atau berbaw busuk, menjijikkan, kotor, tercemar, busuk
atau terurai;
b. mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit;
c. mengandung atau padanya terdapat bagian atau kotoran
serangga atau binatang pengerat yang melampaut batas;,
d. mengandung atau padanya terdapat sisa pestisida atau senyawa
lain pemberantas hama dan penyakit yang melampaui batas;
e. mengandung atau padanya terdapat zat kinia beracun, Jogam
atau metaloida, atau bahan tambahan yang melampaut batas;
f. yang padanya terdapat jasad renik yang betbahaya atau yang
melampaui batas;

g tidak cocok untuk konsumsi manusia;
h. berbahaya atau dapat mengganggu kesehatan manusia.

Pada prinsipnya berbagai peraturan yang telah dikemukakan di atas hanya
memberikan pedoman dan prosedur tentang iradiasi yang mengacu pada standar
internasional. Menurut penulis, berbagai peratutan tersebut di atas hanys
mengakomodir keinginan pihak importir atas impor pangan yang harus memenuhi
standar intemasional yang mengacu pada persetujuan SPS dan TBT.

Seperti telah dibahas dafam bab-bab terdahutu, SPS dan TBT memberikan
peluang yang besar terhadap terjadinya proteksi terselubung. Selama ini eksportit
Indonesia hanya metakukan proses iradiasi atas keinginan pihak importir yang
dituangkan dalam pesjanjian pembelian barang, bukan keharusan yang

dipersyaratkan oleh perundang-undangan Indonesia.

® Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men Kes/Per/X11/76 tentang Produksi dan Peredaran
Makanan, Pasal 21 ayat (1),
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Menurat Penulis, sehaiknya pemerintah Indonesia sudah harus mlai berfikir
untuk membentuk suatu peraturan yang mengharuskan dilakukannya iradiasi pangan.

Pada tahap permulaan, latar befakang dilakukannya Imdiasi pangan bagi
produk ekspor Indonesia adalah sebagai upaya pemenuhan tuntutan importir
berdasarkan ketentuan Pasal XXb GATT 1994, yang kemudian dijabarkan datam
persetujuan 3PS, Namun kadangkala setelah iradiasi pangan dilakukan di Indonesia
dan produk tersebut juga diakui mutu dan keamanannya berdasarkan SNI, terhadap
produk pangan Indonesia tetap harus dilakukan iradiasi ulang Proses ini tentunya
sangat merugikan eksportir Indonesia karena akan berdampak pada kenaikan harga
jual produk tersebut. Kenaikan ini mengakibatkan produk pangan Indonesia berdaya
bersaing rendah terhadap produk dalam negeri. Penerapan ini (prinsip National
Treatment) pada akhimya tidak menjunjung prinsip Equal Treatment.

Perlakuan tersebut di atas juga sangat bertemtangan dengan Pasal §
Persetujuan SPS. Ayat 6 pasal tersebut menegaskan bahwa guna mencapai tingkat
perlindungan sanitary dan phytosanitary yang layak, para anggota harus memastikan
bahwa tindakan itu tidak membatasi perdagangan lebih dari yang diperfukan.

Dari ketentuan-keientuan yang temuat dalam GATT 1994/WTO, tidak
satupun ketentuan yang mewajibkan anggota pengekspor melakukan proses iradiasi
pangan di negara tujuan. Dengan demikian maka pembentukan peraturan perundan 8-
undanganan Indonesia yang mengharuskan dilakukannya iradiasi pangan tidak

melanggar aturan WTO. Alasan penulis menyarankan demikinn adatah :
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1. Iradiasi di Indonesia akan memberikan masukan yang cukup berarti bagi

pendapatan dalam negeri.

b3

Eksportir Indonesia akan lebih memahami prosedur iradiasi melalui peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan iradiasi pangan.
3. Dengan satu tahapan iradiasi yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia, maka
tentunya proscs ini akan mempengaruhi nilai jual terhadap produk tersebut.
Apabila dikemudian hari masih terdapat hambatan dari anggota pengimpor
(dalam bentuk SPS dan TBT), maka tentunya pemerintah Indonesia (dalam hal imi
Dcpartemen Perindustrian dan Perdagangan) harus aktif mengupayakan penyelesaian
terhadap sengketa ini melalui Dispuie Settlement Body (WTO).
Scbelum mengupayakan penyelesaian sengketa melatui Dispute Seitlement
Body, sebaiknya kita juga melakukan introspeksi diri terhadap aturan perundang-
undangan kita. Hal yang harus diintrospeksi antara lain adalah :
1. Kesesuaian  antara  perundang-undangan Indonesia dengan  konvensi
internasional.
2. Upaya Indonesia apabila perundang-undangan yang ada bertentangan dengan

konvenst internasional.
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Scjak  diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agrcemeut Establishing The World Trade Organization, maka Indonesia
terikat untuk sejauh mungkin menyesnaikan perundang-undangannya dengan WTO.

Berdasarkan Pasal 10 persetujuan SPS dijelaskan hahwa negara berkembang
diberikan kelonggaran wakiu untuk menyesuatkan aturannya dengan WO

Dengan 2 poin analisa di atas, maka doncsta mempunyar konsekwensi
untuk menyelaraskan aturannya dengan ketentuan WTQ. Peraturan perundang-
undangan yang telah ada sebelum tahun 1995 (pada saat terbentuknya WTQ), hanya
dimungkinkan tcrus ditcrapkan apabila peraturan terschut hidak mengandung unsur-

unsur yang dapat mengakibatkan restriksi.

45

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dengan berpedoman pada uraian - uraian terdahulu, maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan iradiasi pangand mengacu pada
ketentuan Artikef XX (b) GATT 1994, Artikel tersebut mengatur masalah
pehgecualian umum yang menyangkut pembatasan-pembatasan dalam kaitan
dengan perlindungan hidup dan kesehatan manusta, binatang dan tanam‘an‘
GATT memperbolehkan pémbatasan-pembatasan tersebut sepanjang tidak
menyebabkan tindakan diskriminatif dan tidak meyebabkan proteksi terselubung,

2. Pasal 1 GATT 1994 mengatur tentang perlakuan umum “pegara paling
diuntungkan™ atau MFN atav nondiskriminasi tanpa syarat (dikenal juga dengan
prinsip equal trearment). Prinsip ini mensyaratkan senua komitmen yang dibuat
atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus dipertakukan secara sama
kepada semua negara anggota WTO {azas non diskriminasi) tanpa syarat.

Pada prinsipnya, perlakuan iradiasi yang berlangsung selama int sudah sesuai

dengan prinsip equal treatment. Namun dalam hal penerapan pangan iradiasi

8

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berdasarkan prinsip Pasal | ayat (1) GATT 1994 sccara tegas, maka tentu saja
negara-negara berkembang dan miskin (terbelakang) akan memsa kewalahan
sebab bagaimanapun juga mereka tidak mungkin berada dalam standing position
yang sama dengan negara-negara maju.

3. Baik undang-undang keschatan, undang-undang pangan dan peraturan perundang-
undangan lainnya, tidak ada yang mengharuskan persyaratan itadiasi bagi
pangan yang akan diekspor maupun diimpor. Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ada di indonesia pada umumnya hanya mengatur mengenai
bahan pangan yang layak (aman) dikonsumsi oleh konsumen. Begitu pula halnya
dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam GATT 1994/WTO, tidak ada
ketentuan yang mewajibkan anggota pengekspor melakukan proses iradiasi
pangan di negara tujuan.

Namun apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap perlakuan iradiasi pangan
dengan konvensi internasional, maka tentunya Indonesia terikat sejauh mungkin

menyesuaikan perundang-undangannya dengan WTOQ,

B. Saran
Prinsip National Treatment (Pasal 11 GATT) harus diterapkan secara
maksimal sehingga diharapkan proteksi terselubung dapat diminimalisir. Prinsip ini
pada intinya telarang adanya perbedaan perlakuan terhadap barang-barang yang

diimpor dengan alasan untuk melindungi produksi dalam negeri.
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Sebaiknya pasal XXXVI - XXXVII) GATT terus digalakan sehingga
negara-negara berkembang (terbelakang) juga dapat turut aktif berpartisipast datam
kancah perdagangan intermasional, Dengan demikian, maka prinsip Kgual Treatment
dapat diberlakukan, sesuai dengan kemampuan masing-masing negara.

Sudsh saatnya Indomesia mengeluarkan suatn  peraturan  yang
mengharuskan dilakukannya iradiasi terhadap setiap bahan pangan yang akan
diekspor, tentunya dengan fasilitas iradiasi yang merenvhi standar internasiona,
sehingga hal ini pada akhimya akan mengurangi kuantitas bahan pangan yang akan
mengalami penolakan dengan alasan tidak memenuli standar kesehatan dan

keamanan makanan yang diferapkan di negara tujuan.
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Direktoral Jenderal Pengawas Obat dan Makanan [Departemen Keschatan RI

Peraturan Menteri Kesehatan R No. 826/MEN.KLS/PER/XI/1987 tenfang
Makanan [mdiast (Jakarta : Departemen Keschatan, 1998)..
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1997y
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Marrakesh. The General agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947,

Peraturan Menteri Kesehatan R] No. 329/Men Kes/Per/XH/76 tentang Produksi dan
Percdaran Makanan.
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Jakana No. 62 Surabaya, pada tanggal 1 Nopember 2001.
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Kebijakan Reformasi Pembangunan.

Indarioyono Soestlo (Kepala Badan Riset Departemen Kelawtan dan  Perikanan).
“Nilat tambah pada produk-produk Perikanan” {Majalah Teknotogt Edisi 166
Tahun XVI).

Interational Consultative Group on Food lradiation (ICGFI) dan International
Organization of Consumers” Unions (IOCU) “Food Irradiation and
Consumers™ (Motel Schipol, Netherlands pada tanggal 14 — 16 September
1993).

Irawatt, Zubaidah. “Legalitas dan laminan Keamanan Produk Pangan vang
Diiradiasi” (Makalah disampaikan pada  Seminar Forum Komunikasi
Nasional iradiasi Produk Perikanan beku dalam Rangka Meningkatkan
Jaminan Keamanan Pangan, Hotet Horizon Bekasi, 10 September 2001).

Isma’if, Nur Mahmudi (Menteri K ehutanan dan Perkebunan). Seminar Apresiasi dan

Intempretast ISQ 9000, 1ISO 14000 dan HACCP Usaha Perkebunan (Jakarta, 9
Maret 2000).
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REFUBLIK INDCHESIA

-

LEMBARAN-NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Z, 1586 PERDAGANGAN, FANGAMN. PERTAMIAN, <ZIEHATAN, -Papsiaszan
dalarr Tarrbaran _erroaran Mecara Secubiik ingonesia MNomrog JESE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDCNESIA
NOMOR 7 TAHUN 1936

TENTANG
PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ZSA

Presiden Republik indonesia,

Menimbang :

13

bamwa canza”™ merupakan X2putunzan dasar manusia ang cemsanuhansy
memad fak 33480 28140 ra<VEl (TUONESIE T&am MEwUlLIRat 3urtoes
TIENUSIA FANT 22K UMUK MelEKEATSKEN T AMTUNAN MEZCRA

&

Sahwa Sangar vang Aman. Iermmull, SerQiz . Te
mMe-usakan présyarat Lama farg rars o penur
4 3Istem 2angan yang memperkan ceoindu
Sera MK CECRran Cadam Mmen ng<atkan Kerak;

:a W3 ranca“ sebaga- 'm”mdita'-; ;ﬁag"nj r"s'narlu'f\“n IUKUNLAR 3 e

‘,!a lnrana&au 2.eh Da\.ra cell "1?.SVc\er'-‘ISE"t s {-|DF" A -IZIAM TEMPTKEIEDN
_,emmmhaﬁ =KONCTY Nasnal;

bahwa sghubantsr derzan perimbangan cada Solir & Butir 5, Zae oule

Mengingat :

dantuie mawujuckan sistam “enﬂaturun SEMCINAAT Zan Cencawasan rang AT
udang pangan. maka cerfs cibentuk Undang-unnang tantang Pancan,
Pasai 5 ayat (1), Jasai 20 aval (1% Pasal 27 ayal [2) dan Pasal 33 Unagang - Urlang

Dasar .Gdi
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Cengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG - UNDANG TENTANG PANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

]

th

@

|

Lo

Pangan adalah segala sesuztu yvang tarasal dan sumber havati dzan air, baik vang
q:ol_ah maLpun t'dak Jio ah. yang aiperuntuk<an sebaga’ makanan stau minuman
Dagi xonsumsi Mmanusia, termasuk banan tambanzn ~angan, bzhan baku pangan.
dan bahan lain yang digunakan dalam zroses penyiapan. cengotahan dan atau
perrbuatan makanan atau minuman,

Pangan olahan adalah mzakaran atav minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa pahan tamoaahan.

Sistem pangan acaiah segaia sesuatL yang zernubungan dengan pengaturan,
pembiraan. dan ata. pengawasan terradap kegiatan atay prosas produksi pangan
dan pereda-an pangan sampai der~gan siap dikonsumsi manusia.

Kearnan:_m pangan adaiah kondisi dan upayz vang gigerlukan untuk menceaah
Fangan dan kemungkinan zemaran bio'cg.s. kimia, dan benda famn vang daoat
mengganasu. merug kan can memcahaya<an hese~aizn manusia,

Produksi pangan zdzizh «sgiatan arau croses mengnasikan, menviackan,
mengelah. memouat, mengawetkan, mengemas sembaii. Zan atau mengugan
Dentuk pangan.

Pengangkutan pangan adglan sefiap kegiatan atau serangkaian kegiatan calam
rangka memincahxan pangan dan saiu tempal <etempat lain dengan cara atau

sarana angeutan apapu- salam rangka oroduksi. peredaran, dan atau
perdagangan 2angan.

Peredaran pangan adalah setap kegiatan atau serangkaian <egiatan <Jalam

rangxa cenya.wran pangdan kepada masyarakat. bak untuk Jipercagangkan
maupur hdak. )

Perdagang_an pangan zdalan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan aalam
rangka penjuaian dan atau pemcelian pangan, termasuk cenawaran untuk menju:i
pangan. dan kegiatan lain vang berkenaan cengan psmindanianganan pangan
dengan memperoleh imSailan.

Sanitasi pangan zdalah upaya cencegahan terhacap kemungkinan bertumbuh

Tesis 2
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dan berkembang biaxkrya jasac "gnik pembusuk dan patogen dafam makanan.
minuman, ceralatan. dan bangunan yang dapa: merusak pangan dan
memoahayakan manusia.

Kemasan pangan adalah 2ahan yang digunakan untuk mewadahi dan atay
membungkus 2argan. sak yang bersentunan 1angsung dengan pangan maupun tidak.

lradiasi pangan adalah metode peny.naran ternadap pargan. bak dengan
menggunakan zat radio aktif maupun akselgrator urtuk merﬂ.cegan_ierjadmya
pembusukan dan Kerusa<an serna mempebaskan pangan dari jasad renik patcgen.

i t N ~ =1l I
Rekayasa genetika pangan zdalah suatu oreses yang melivatkan _:\einmdanan
gen {pembawa sifat} dari suatu :znis hayati ke jeris haya Ialr} yang beml-eca atau
sama untuk mencapatkan jeénis baru vang mampu manghasikan produk pangan

yanq iebih unggul.

Mutu pangan adalah nilai yang diteriu-an atas Jasar kr:teriq kearmanan pangan.
kandungan ¢iz.. dan standar perdagangan terhadap baran makanan. makanan gan
miruman.

Gizi pangan adaiah zat alau se~yawa yang terdapat calam pangan yang ferdil
atas xarbohidrat. protein, lemak, vitamin, dan mineral s@na furunannya yang
besmanfaa: pagi cenurrbuhar dar kesehalan masusia.

Label pangah acaiah seiap xeterangan mengenat pangan ‘,.a"a."'.g‘ceroemum
sambar, iulisan. komainasi keauanya. atau centuk [ain yang Siseriakan paoa
Eangan. dimasukkan kedalam. ditermpeikan paca, atau merupaxan cagian
kemasar pangan.

iklan pangan adalah setigp <etarangan alad pernyataan rr.e_ngerlai pangqan dgAI'_a;r:.
pentuk gambar tulsan. afau nentuk 'ain yang diizakukan dengan 0erpaga tara
Jntuik pemasaran Gan atau cergagangan pangac.

Kelahanan pangan 2qa ah kcndis tercenuhinya pardan Dagi ruman 338 VAr3
sercormin gas fersedianya pangan vang eukul, sas umian mausun muiunya,
aman merala dan ‘srjargkad.

Setiap orang aoalan Zrang perseorangan glac tadan Jsara. CalK yEng serbently
Dagan NUKLM Malpun | gagk.

Pasal 2

Perbangunan cangan diseienggaraxan untuk memenu <ebutunan asar Mmanusia

yang memberikar

~ mantaat zacara adil dar merala berdasar<an KeMANGInan 2an Ik

berigntangan dengan keyakinan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan. cembiraan, dan pergawasan pangan 3calah

4.

tersedianya pangan yang memenuhi Sersyaraian keamanan, mulld. San i cag
kepentingan keseratan manusial
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[

(1)

12}

124

lerciptanya perdagangan pargan yang jujur dan sertanggury awab: dan

Iemu;ycnya tngkat kecukugan pangan dengan ~arga vang wajar dan terjangkau
sa8sLat dengan kebutuhan masyarakat,

BAB Il
KEAMANAN PANGAN

Bagian Pertama
Sanitasi pangan

Pasal 4

Pemerintan menetackan persyaratan sanmasi dalam Aagiata” z!au proses
produkse penyimpanan, sengangkutan, dan atau peredaran pangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud caca avat (11 merupakan cersyaratan
mirimal yvarg wajib niperuhi dan ditetapkan serta diterapkan secara certanag
Jengan mempeartatikan Kesiapan dan <ezutuhan sistem pargan. '

Pasal 5

Sarana dar atau prasarana yang digunakan secara langsurg atau tidak langsung
daam kegtatan afau proses produxsi. penvimpanan, cenzangkyian, gan atau
peredaran cangan wajlb memenuhi cersyaratar santasi.

Penyelenggaraan keg'atan aiau proses Srocuksi. denyimparan, sergangkutar,
Jan atau pereldaran PDANGAN serta perggurdar sarana <an grasarana,
sebagaimana dimaksus caoa ayat (1), dlakukan scsua. jenaan goersvaratan
samitas. . '

Pasal §

Selan Srang yang te~anigung Aawab Sélam penveenggarazn <egiatan atau proses
PIOTUKSI, RENVIMPANEN. pentangsutan, Jan aiau seredaran pangan wajit

Memenulil 2ersyaratan saniras,, keamanan. J1an atay keselamalan manusa:

menyelengzarakan crogram cemaniavar saniasi secara berka a; dan

manvelenggarakan cengawasan alas pemenuhan persvaraian sanias,

Pasal 7

Orang persegrangan yang menargan secara langsung dan atau berads fangsuneg
daiam ingkunga~ <agiatan atzu proses praoduksi. oeTVIMpaEnan. pengangsutan, den
alau peradaran pangan wajs msmenuni persyaratan sanitas., )

Pasal 8

Setiap orang cilarang menyeiznggarakan xegiatan atau croses produkst penvimpanzan,

Tesis

4

-
PRTRaT Y

Suanan yang akas
~ampaknya bag! <esenatan ranusia. Wwaj _ . :
surgIunasnoya da.am <ggiatan atau groses prodlks) Zangan Jniuk stedarkar

itas Al . ) } i
rSItaspgmagna%’(‘.;Skutan. dan atau peredarar pangan daiam keadaan vyang tidak memanuhi

persyaratan santasi.

Pasal 9

watertuan sabagaimana cimaksuc dalam Pasal 4. Pagzl 5, Pasal §, dar Pasal 7
ditetapkan iebin laniu: dengan Peraturan Pemerintan.

Bagian Kedua
Bahan Tambahan Pangan

Sasal 10

Setap srang vang memprodokst 2angan untuxk dieaarksn :ilarang menggunakan
nanan asapus sebagal bahan tambahan gangar vang dinvatakan igrarang ata
meiampaui ambang catas maksimal yanz cHetankan.

Seprerman menatapkan iebib lanjut anar yang -:_1 larang Jan 2idu dgpa:
Soupa<an sebagai Rahan tarnbahan pargan dalam <egiatan afau proses Croduks:

pargan =erta arsang batas maxsimal sesagaimana “imaksud caca avat {1k

Pasal 11

Agunakan sepagar cahan @mpahan panjan. tetan bewm diketanu
e in sarkebh canu u ziperikea keamanarnva, dan

dilakikan setelar rmempartien carsetujuan Femarntan,

Pasal 12

eanacaimana miraksud calam Pasal 12 can Pasa 11 aidetazkan ebin anps

Yareniuan =ooags
sgpazan Jecatitar Peimonttal.

3agian Ketiga _
Qekayasa Genetika dan iradiasi Pangan

Pasai *2

Gafan STENG LANG MEmnecduksi fENGET AIZU AENGHIUAAKAN D8Nar Caku. TUTAT
tamoahan r:én'r;ar'. an aiau Bacan banty mn daiar netiaian 21ad ey _?r.;'.:ux.s.;
mannan yang ahasilkan darn 2roses rexayesd geneika wa.db terizcin jahu u
TEARKEA4AT KEAMATan DINGEN 2a7 keseralan manusia secelum ciedar<arn.

Jome-irian meretackat persvaratan dan consic ceeliban. pergemaangan. aan
rakayesa Jerelika Jalam <eciatan lau Sroses JTnUURS

ogmaniaatan mewas _ S
- bag cenguian pangan yang ahasikan

~ancarn. sena menetzpkan seqsyaratan
Jari proses rekavasa jenctka.

Pasal 4

l-agiasi daam <egiaian atau oroses produkst pangar dilakukan Dergasarkan 1zir

Famarntan. ]
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2} Preses perzinan penvelenggaraan kegiatin atay srases srod\REN s drfggustalaan U

dilaxukan ‘1er|gan 'nprqg--nakan ‘exrik o =fa - .
: M R N exrik 2an itau metoda radiasi sebagal
Fmaksud saca ayar (1) §i sebagaimana

walib memenuh' persyaratar kesshazar penang:
> Syar; 2halar, penanganan
|mba'n dgn berangguangar cahaya nahan rasicaktf untuk menjamin keamanan
pangan, keselamatan kena, zan xelesiarian lingkungarn.

Pasal 15

Kgleniden sebagaimara dimaksud calam © i
telen Car sdd aalam Pazal 13 dan Pasal 14 ditetankan tebin 1s
dengan Paraluran Pemernizh. B b en

Bagian Keempat
Kemasan Pangan

Pasal 16

11 Setiap orany vang mararoguksi parsan sntuk Jig2arkan drarang menggunakan
el L - - em Lo - . i ' s
zgha? dDE: £un sebagzi kemasan pa- gar. yanz aryvatakan ferlarang dan dtau vang
apat melepaskar zemarzn yang merugikan ara. Nayak alan
_ ! nose 2 WEN dras membanayekar sehial
o m ¥ grka ayzkar keszhalan

o Bep: - i L
il enger“-ilsa.. Qangdan yang disgarkan ziiaku<an meaid ta:g czez ¥arng sapat
menshinzarkan tesjadinva <erusakan gar z(a. Lencemaran. ) '

=

Femerintan meretapkar

Cahan vang d'laranq o.gunzaka i
_ Z YAN g caunakan ebagal kemasan panca
Jan dld cara sengemas ¥ ) pangEn

SN Darngan terenle yarg diceroagangkan,

Pasal 17
24580 Yang a<an Jdigunakan sebagz. kemazsan Targar, elapy beum
JAarrpaxnya Sagt kesenalan marysia, wajic tar et . )
tengyunaancya fagi cangan vyata diedarkan

i
.l EEY CHELEN
U zipanksa keamaran-va. ~an
Ilakikan sesian rmemuurnish

persatulyan Femernniai

Pasal 13

i Satan orana Jiiarscg e ws o .

Wi Sold s dfd DETESd oL SEMASATN AN T Zancsan untu e ! i
e - < = Rl s =ANGa R LKEMTAS kembal

Zanr G:QE'CG?J!‘.;K&;;] = bal

ey SHAALLAR SEe 3irnna e e o TR
2y AaslestLan TERAGAIMIETE NNA<ELd nang avatl "3l onicak cedaky terkzdap sznaan

I_,*ang peraataarnva da.am jumian cesar dar 37im zikemas xemnai Saiam umian
®ECH UNtuk dizerdaganzkan sbin lan)g -

Pasal 19

Leleniuan sebagaimara airaksue 4z12m Sasa (8, Fisal 17, dar Pasal 18 sitolapxar
et ian .t derzan Faraturan Famrernnizh, o

' Bagian Kelima
Jaminan Mutu Pangan dan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 20
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i

ita5 ATTangga . ; . i . i can =t
versnaﬁ'_|ra§g%p arang yang mMemproduksi pangan untuk  diperdagangkan wajit

reryelenggarakan $1Sim jaminan muty. sesual cengan ,2nis gangan yang diproduksi.

Torradap pangan terteriu vang dicerdagangkar, Pea_*nerintar‘ldapa{ m_enetapkan
persyaratan agar pangan tersebut ~erleth dahuiu diuji secara ‘aboratoris sebelum

seredarannya.

ris. sepagaimana dimaksud dada avat (2%, d'lakukan

PanguJian secara laporalo } lakukar
aracoratenum yang dituniuk dlen dan atzu telar: memperaler 2kreddas) 3an

Pemanntah.

secara laceralans, 3sbagamana

Sistem .aminar Tiu serta persvaratan pengujiar : :
e P dan ziteraps<a™ 3ECarz bertahan

dimaksuc padga ayat (1) dan ayat (2), ditetapxar
denzan maemparhatikan <esazan dan <et.tuhan sIsiem pangar.
Karentuan $S0a0almana Qimaksus tasa ayat (10, ayal (2%, nzn aval (3} aitetap<an
‘ebin lanjut aengan Perawtan Femenntah.

Bagian Keenam
Pangan Tercemar

Pasal 21

‘ap crarg dilarang mengedarkar :

sangar yarg mergargung tahan seracen. =grnzhaya. &tad yans Japat merug<ar

slas mempahayakan seseha@an atal iwa manusial
~ancan yandl margasdong cemaran vand melamoaul ambarg batas maksimal
'\.fanfj dileiapkan:

pANGAN vang mengardu~; tzhan yang silara~s Founakar aldm kegiatan aidg
proses oroduks: panzan:

nanoan vand Mencancung Sanar pang Keicr DJsJk. TEAZIK igrura. 3
manganiung banar napiil 2tan newdn. fang ZEIDEAVEKL stay Zerasa
paAM4al SeNIga METIanKAS DANEAr hIe . avat DHSTSLE MENUSE!

tal
iar

BANCEN VAT SUan hasta uarsd,

Pasal 22

Un-uk mencawasi 4an Mercagar ‘ercerrarvd pantar. —2mersian

AT RERAAr olde o croguks
mengapkan baran vang Flarang digurasan aalafr <Eha.ar Jld.w Troses © u

~appan sers ambarg Dalas MEKsIMmal Semaran ¥ang JIgerns eNkan;

mengatur ©an alau menstatkan persvaraman Tzl penggJinaan @_ara metciqe 'ian
atau caran certentu caiam kegiaian 21as proses prosuksl :engu-nahg_.r:w_
SENyImpanan. pengang<ilan. dan alau fereaaran sangar vang capat memilid
resik0 yang meruTkan can J41au rmemazhayaxan <ssanatar.

T
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€. menetapkan bahan yang dilaran

pengolanan, penyiapan, pemasaran. dan atau penyapan pangan

Pasal 23

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

dengan Peraturan Pemorinton can Pasal 22 ditetapkan lepinh ianjut

BAB Ili
MUTU DAN GiZI PANGAN

Bagian Peartama
Mutwu Pangan

Pasal 24
(1) Pemerintah menetapkan standar muru pangan
(2) Terhadap pangan tertemtu

memberlakukan dan mewajib
ditetapkan berdasarkan ketentua

yang diperdagangkan, Pemeri

Q . Peamerintah o
kan pemlenuhan_ standar mutu pangan yaapna[
n sevagaimana dimaksud pada ayat (1). ¢

Pasai 25

(1) Pemerintah menetapi
: m pkan sertifi
diperdagangkan. <t persyaratan sertifikas) mutu' pangan yang

(2) Persyaratan sertifikasi muty vangan. sebagaimana

::tf_rapkan secara berlanap cerdasarkan jenis
esiapan dan kebutunan sistem pangan.

me a‘irjwaksuc pada avat ‘1),
rangan dengan memperratikan

Pasal 28
Sati i
Seliap orang dilarang mempercagandkan
2. an B :ebg i
Ener;jgguﬁrt;nué. sebagaimana dimaksud dalam Pasa 24 Eyar 21 fgahig b
ancar mutu vang diterapkan sasual dengan oeruh‘;u‘c*iw'n‘\.f;t:hm e
(S SPLL =N .

b. Lcanaan va g atinva art ZTau od r=Ta ngan m n n Yam
Lot e o dRroeca 2 | §
i g 2] dak a Jdengan Liiu La ga Faing

pangan yang lidak memenuhi
pang g mer A persvaratan senifikasi iruiv ¢
e e oK mermer ersvaratan sertifikasi imuiu pangan. zekagaimana
Zagian Kedua

Gizi Pangan

Pasal 27

{1} Pemerintan menetapkan dan man

: _ eien pijat i bid '
perbaikan status gizi masyarakat. yelengaarakan kevakan d bidang gizi bag

Tesis
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" L=
g digunakan dalam merioluilarpesialiaam Univergitas fidapgganeningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang

diperdagangkan, Pemerintah dapat menetapkan persyaratan khusus mengenai
kornposisi pangan.

(3} Dalam nal terjadi kekurangan dan atau penurynan slatus gizi masyarakat,
Pemarintah dapat meneiapkan persyaratan bagi perbaikan atau pengayaan gizi
pangan tertentu yang diedarkan.

{4) Setigp orang yang memproduksi pangan, sebagaimana dima_ksud pada ayat (2
dan ayat (3}, waiib memenuii persyaratan tentang gizi yang ditetapkan.

Pasal 28

{1y Setiap orang yang memproduks) pangan alahan tertentu untuk diperdagangkan
wajib menyeienggarakan taia cara pengolahan pangan yang capat menghamoat
proses pepurunan arau kenilangan kandungan gizi bahan baku pangan vang
digunakan.

2] Pangar oiahan terntantu sena tata cara pengotanan pangan. gepagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lapin lanut cleh Pemenntan.

Pasat 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25. Pasal 27, dan Lasal 29
diterapkan iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
LABEL DAN IKLAN PANGAN

Pasal 30

i1y Setiap rang vang memproduks! atau memasukkan ke daiam wiayan incenesia
pangan yang dikemas untuk dicercagangkan wajic mencantumkan (apél paga. 4
daiam. oan arau di kemasan pangan.

24 Laopel sebagaimana dimaksud pada ayat {1), memuat SakU aNg-Kurangnya
<glerangan mengenai

nama 2roduk;

Aaftar panan yang Jigunaxan:

Gerat bersih atau 1si cersin

~ama can aiemat cinak vang memnroduks! aldu memasukkan fEngan s
Zaiam wilayah indongsia:

xeterangan tentang falal dan

tangggal, buian, Jan tanun kadaluwarsa,

Gooe

L

i

i3}  Selain ketsrangan sepagaimana dimaksud paaa ayal i2), Pamernniah gaval
menetapkan <eterangan iain sang wajib arau gilarang untuk dicantumkan cada
iacel pangan. :

Fera Aprilisa



Pasal 31

:_ete;rgngan caca fabel sebagaimana “imawsud dalam Sasai 30, ditwis atau
cetak atas ditampilkar zecara eqgas o ingga an i gen:
: 3 ZECara 'egas dan |glas seningga zapat mudan Jimengen;
olen masvara<at. i 1

Keterangan pada iabe. secacaimara dimassud paca ayat (1), ditulis atau dicatak
sengan mengaurakan behasa indonesia. angka Arac. dan Rueod Latn,

= | . .

_rlarjggmaan istlah asirg, sela:n sebagamana =maksud pada ayat (2) Zapat
d|.ar<ur_<an secanzng toak ada pacanannya, idak gapat sicigakan padanannva
atau aigunakan untuk keparingan cerdagangan pangan ke luar ntegen. ’

Pasal 32

Serlaclorarg silarzneg r'rle"ggam:.__me!aoe. «amizalis atau M2nukar tzngaal, bulan. dan
tahun %aaaluwarsa nanjgan vary diedarkan.

(21

i3]

f\‘)

Kelentuan seoag
ditetapkan n

Pasai 13

sellav abel can atau kar ‘ertarg cangan yang Zipsrdagangkan Farus memuay
r Pl r S R mev e - H - ’

Xeleranzan mengena cangat Zengan Lenar aan r'da< Mervesakan,

27ENg wlarang memaenkan seterangan itau serivataan t2rtang pargan

¥ang ditercagangxan melalun Jdalam, 2an stau deruar abel atad j<an apapia

ketgrangar aiau sernyataan terssout tdak Henar ~zn A menyesatkan,

ju] " . - =

“emenntan mergatur menqawas), gar melakukan ndakan varn dinerlukan agar
BN RMANG TAannan yung Sicerdagangkar bdas Mernual keeranaan vang ;:aba[

menvesatkan. ) )

Pasal 34

S_etua:- QrENg ¥a©g Menyaiasan <Cz.am lA0er 37U ixlan barwa danaan varg
- et "~ I = = ) - ;
l,mz.rc,,]ga,.g.(an A0A'a" SESUAE ACNQan cersvaralzn agarra a'au Yepercavaan
ertenta Bertangzunst |awal alas s<erenaran rermvataan percasarkan nersvaratan
2023 atau Xe2ercavasn ersebur, ' '

Lapel tentang cargan iz tarenty v fipardag i ;
.‘_:,.._‘] Eubﬂ”} “a ;JJ ‘J_han arenll yang dipsrdagarokan onivk Davi. tnak
CELITLE ZIDEwAn MY ARUN. Jan bu vans sedang hamil atag menyuss wain
emMuzl “LiTrancan lentang peruntuxan, arz sengsunazn, dan alay ketc—rangén
ain vars ce-u diketghy mengenai dameak par~gan lernadan <esohatan manusia,

Pasal 35

Imara Smaksud ialam Fzsal 30, Pasal

& e
arit dengas Ferawiran Pemerrian,

=gl 23 dan Pasai 3d

(s3]

BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAM PANGAN
KE DALAM DAN DARI WILAYAH INDONMES|A

Tesis
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!
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Terhacap pangan yarg dimasukkan ke Zalam witavan ngonasa

dima

Sefap o

Pasal 36

Sehap pangan yang limasukkan ke daam wilayah [ndonesia Jniuk -1ie-;qr'farj
wajb memenuhi <gtartuan sebagaimara dimaksud dasam Urncang-wndang lean
peraturan pelaksanaannya.

Setian crang diiarang memasukkan pangan ke daiar '-;u-|laya_h .ndcnesia_aan a:—au
mengedarcan Ji dalam wilavah inconesia 2angan yang JIMasderan &< 'J?.llc.m
v ndcnesia apablla cangar iersesut ticak memerur kateniuan

wLavan /
. Jan peraturan pa.zkgznaannya,

secagaimana dimaksud ¢alam Jndang-uroang ir

Pasal 37
. seragamara
ksud zalam Pasal 358, Permen~1an dacat menarapsan tersvaraar cahwa !

pangan teah Fui dar ata. diperksa seria Jinyaiakan olus 120 3ec. weaTaran
nutu, dan atau izl slen nstansl yang Serwenang o negara asan

1 i - Y rlezaz
—anaar dilengkaci dzngan okumren Masil centulen Jan alas 3eMerKdan
se':-'égaimana dimaks.d paca ~uryi & Zan aiau
pangan terecin aghuiy sSulcan atau dizerksa di Mzensza dar
muty, dan ateu §2i secelum ceradarannya.

Pasal 18

na lam siavar 1nzonesiz ULk Tiedark
rang yang memas.<kan cangan <¢ dalam wiavar Inzonesia UTTk EE]

benargg.ng jawac atas keamara”. Mol dan ¢'Zi panzar.

Depeafintan dapal Mmensiankan S3rsyaralan agar pangii

ndonss

Pasal 39

27 L EMg ZXeuarkan Jan thiara

a JriuK Sieoar<an tanesit danuly Suii zan atau Loe K35 AT

b, cersyaratan lagen Jdan ata. gizr pangar.

At
=0

2}

Fungsi Iridiasi Bagi ...

Pasal 40
17, Basa, T8 930 Fasal i ositaiabes

ori.an sebagumara dmaksud sasr Pasa a7,
foaniut densan Peraiuran PeManman,

BAE VI
~AMGGUNG JAWAB INDUSTRI PANGAN

Pasal 41

Badant Lsana ¢arQ MEMEradus) pangan c.ahan . :
persecrangan cadm Kacan usari yang -iben mntglLryjawat larradac alar?
USAra 'oraasul SETENGGUT g j3wan alas <Camaran tsn

-arhadap kesenzlan orang ar yang Mengkorsums

ga~ 1zrsacut.

Zrang persecranzan yang kesshatannyea

1

Fera Aprilisa
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Pasal 49

{1} Pemeintah melaksanakan pembinaan yang meiiputl uzaya

4. pengerriargan sumber daya manusiz di bi
nper nusic di bidang pangan melalui <eqi
pendidikan dan pelatihan, erulama usaha kecil: Pang Fial egiatan

b. : i
sgﬂuk@:ﬂm;ncgzﬂng dan 'nenmgkalkan_ peran senta masvarzkat da:am <egiatan
Dengm .h an&‘,jann;sumber oaya manusia, peningiatan kemampuan usanaﬂkecal
yulunan 41 Sidang cangan, sena panganakaragamar pangan; -

L. uriu en g da Ellg n =1 sarta as 1251 ja L.Ig 154
k SOTG ara ka. eran o
\ e as | I Aarisas:

d. untuk = d'.j 2 d ELal K2318 1 2N Jan ats
P g a menu ]a i Jiatan : i v}
n L ] 2 el!.' £
peﬂje ¥ ba gal ek DJCQ! di bIGc..ng pot=4 ga“:

B.  penyebarivasan pengetahuan dan genyu unan di bidarg parigan:
=l b R

f. pe Inda 2 o o ae
n b rdaar I‘(t‘.‘l’ ara irternasiona shobi 1 a 5
da o gal! Ss55al Je ga
. = o 2 £ = E: §
= untig engorg an meanir gﬁatkan e dtan peraiz ,ka c!g na panrgs
).'a g ) kollbu =) aSya arat sera cer an.apc.“ Uty parga- radisio al.

(2] i(ete 1fuan secagai THana il ak d ada ya s o
L S [ [+
sU 3 { H J.atur el oaniu ¢l fi

Pasal 50

Ketentuan sebagaimana dimaksud 4 ; P45

_ _ : B dalam Pasai 25, Pasal 45, © 7 D4

Pasaj 49 ditetapkan Isbin laniut dengan Perat.ran Perﬁ?;:;!'az TR 47, Basa: 38, dor
BAE I

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal &1

'\ ) i H
;Aearﬁiiraxat mtt)emllm <gsermpatan .atuk berperan seluas-luasiva “3iam mawulsdkar
Kpte.n\zluggar& ;g[ Jrang cerseorangan yang mengkorsumsi panqar %eé Ha’|l '*:c;wég;
stentuan Urda~g-urdang ini dar peraturan o ‘ o saria neraturen
( ( ; ! ure" nelaks ! 2 5513 o :
PEUNIANGANGAnga I yeng bera. 27 Pelaksanasdnnys ssria saraturan

Pasal 52

: i . -

Delam ra gka pe”yel pU a4dn dan penl QKata \,‘-j.‘ste par gall. H aS‘}-‘a,ﬁka daoa

|I'Iell-ya palkd“ pe asdalanan. a8ukan, dar atau cara pameca an merganai .'al-' a‘l
L : l i

bidang pangan.

BAB IX
PENGAWAS AN

14

Fungsi Iridiasi Bagi ...

2}

i.-fl

2}

Pasal 53

Uptuk mengatasi pemenuhan xelentuan Undang-undang ini. Pemerimah
nerwenang melakukan pemeriksaan daiam nal terdapat dugaan teriadinya
gelanggaran hukum di cidang pangan.

Calam melaksanakar lungsi pemeriksaar, sebagaimana rimaksud pada ayat (1
Pemernmah berwenang !

2  memrasuki setiap tamgat yang diouga digunakan dalam ssgiatan atau proses
produks:, penyimpanan. pengangkutan, 2an perdagangan gangan untuk
meme:ksa. mreneliti, dan mengameil conton pangan Zan segzala sesualu
yang dJiguga =zigunakan daam kegiatas produksi. Seny:mpanan.
sengangkutan. dan atau perdagangan pandar,

menghentikan, memeriksa, dan mencegan setiap sarana angkuian yang
diduga atau patut 2iduga digunakan dalam pengangkuian sangan sard
mangambil dan memeriksa conioh pangan:

e, membuka dan mengiis setiap kemasan pangan:

4 memenksa satap buku, dokumen, atau catatan .air yarg siduga memuat
Kelerancan menganal Kegiatan praduksi. penyimcanan. pengangkutan, fan
atau cerdagargan cangan. termasuk Menggantakan atau mengut'p
kelarangan tersabut;

s memerntahkar untuk memperihatken izin usana atau dokurnen lain sejemis.

Pajabal pemeriksa untuk meiakukan pemenksaan. setagaimana dimaksuc Gaca
ayat (2), dilengkap: dencan sural penntzh.

Daiam hal beraasarkar hasi pemerksaan, sebagaimana aimaxsug pada ayal (2.
patut diduga merupakan tncak midana di hidang oangar. segera abakukan
yndakan penvidikan gen peryidik cerdasdrkan peratilran ogrunaang-undarzan
yang cerlasu.

Keientuan sepagaimana Simaksua pada avat (1), ayat (21 Jzn aval (37 atetapkan
lebir laniut sencan Perawran Pemenirtan,

Pasal 54
Dalam melaksanakan iLngsi cengawasan, sepagaimans dimaksud daiam Fasal
53. Pemerintar cerwenang mengamoi iindakan 2arinsiratil 18rnasac
selanggaran ketertuan Undang-undang ini.
Tindakan admnistraul. sebagammana dimaksud pada ayat .1} Japat be-upa .
3. penngalan secara tenulis:

b. larangan mengadarkan uniuk sementara wakiJ dan atau penntah untuk
menank produk pangan aan peredaran apabia terdapat resiko lercemarrya
pangan atau pangan tidak aman bag: kesehatan manusia:

15
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€. pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan fiwa
manusia;

d. penghentian produksi untuk sementara wakty:

e. pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiahy;
dan atau

f. pencabutan izin progduks atau izin usaha.

{3) Ketenmtuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat {2) ditetapkan !ebin
lanjut dengan Perawran Pemenntah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35
Barang siapa dengan sengaja :

a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, nenvimpanan, pengangkutan,
dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan
sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8:

b.  menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambanan gangan
atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas
maksimal yang ditetapkan. sebagaimana dimaksud daiam Pasal 10 avat (1}

¢.  menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pancan dan stau
bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikar atau mem-
bahayakan kesehatan manusta. sebagaimana cimaksud datam Pasal 16 avat {1);

g.  mengedarkan gangan vang dilarang untuk Jiedarkan, sebagaimana dimaxsud
dalam Pasal 21 nhurut a. nuruf b, hurut ¢, huret d, ataw hurf e

8. memperdagangkan pangan vang tidak memenuhi standar mutu yang diwajicxan,
sebagaimana dimaksud calam Pasal 258 hurui a:

i memperdagangkan pangan vang mutunya terbeda atau tidak sama 2engan Tutu
pangan yang dijanjikan. sebagaimana dimaksua daiam Pasal 26 nuryi b

g. ~memperdagangkan pangan yang tidak mermenuhi gersyaratan serifikasl mutu
pangan. sebagamana dimaksug daiam Pasa 28 hurui ¢

h. mengganti, melabel kembail, atau menukar tanggal. bulan. dan tahun kedaluwzrsa
pangan yang diedarkan. sebagaimana dimaksua daiam Pasal 32;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 :lima) tahun dan atau genda pziing
banyak Rp. §00.000.600.C0 fenam ratus juta rupian) :

Pasal 56

16
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rsitas Airlangga

Barang siapa karena <glalaiannya . _ _ o

a. menyelenggarakan kegiatan atau proses produks:. penyimpanan, pengarsaLizn,
dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang lidak memenuhi persvaratan
sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8,

b, menggunakan bahan yang dilarang digunakan secagai dahan lambahan :a_n;_an
atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampat amban:g. ca%3s
maksimal yang ditelapkan. sepagaimana dimaksus dalam Pasal 10 ayat .5 ¢

Z menggunakan pahan yang dilarang digunakan setscal xemasan pangan San 2
bahan apa pun yang dapat melepaskan cemaran vang merugikan aﬁt.;-
hahayakan kesehalan manusia, sebagaimana dimaksuc gaiam Pasai 16 ax

4. mengedarkan pangan yang dilarang untuk discarkan, sebagaimana . 2a8.3
~alam Pasai 21 huruf a, nuref b, horuf ¢, hurud 3. 2iau ~uret e

sipidana dengan pidana peniara pahng lama _1 {satL, :2bun dan atau denc:i 2
sanyak Rp. 120.000.000.00 (seratus sua puluh juta racan).

Pasai 57

Ancaman pidara atas pelanggaran, sebagaimana 2imia<sul dalam Fasal 23 ~ ..

o
qurut bB. huruf . gan aurdt 4 sana Pasai 56, oitampan secarempat apabila mers oL
<eruGian termacanp <esehatan manusia atau ditamban s2semiga apabila mer I
gmatian,

Pasal 58
Sarangsiapa !

z,  Tenggunakan suatu Danan sevagal banan W@MGRECAN Zangan Han :f:.gr.;-;-:a.'
:-ang'an t=rsecul secara cerranangan dengan keiztiuar catam Pasal o
z ~gngegarkan 2angan ang diDfocuxsi atau MesZunakan panan casi..
-ambahan 2angan. dan atad bahan bantu lan Jaiz™ <egiatan atab o
EEEL

=zngan Lang Tihasikan 3ar preses rekayasa = euxa._tanpa i ;
—arksakan Kesmanan cangan, sebagammana cimadsul dalam #ase

> Tenggunzkar iratiasi Jaiam keglatan atau proses CICOUKSE pangan 2cI3 C
.

:zpagaimana cimaxsus 331am Pasal 14 ayat (11

4. menggurakKan sualuy Cansn $enaga Kemasan ISngan Jntuk Siesarka” IIIiTa
~semtargan tengan keisriuan calam Pasal 17

a. membuxa <emasan 4khir pangan untus  dikemas LBMCE. Ian
mempercagangkannya, 3gcagaimana dimaksud caiam Pasal 13 ayat i3;

i mengedarkan sangan ‘srentu yang diperdacangkan tanpa lepih da-. - T i
szcara izpcratoris. sebagzimana dimaksud dalam Sasal 20 ayat iy

3 memoroduks) sangan iarca memenuhi persyaratan tentang qizi DARTIC L3NG
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ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);

n.  memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan vang
dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 atau Pasaf 31; :

memberikan keterangan atau pernyataan secara tidak benar dan atau
menyesatkan mengenal pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau
dengan labe! dan atau iklan, sebagaimana dimaksud dalar Pasal 33 ayat (2);

i- memberikan pernyataan atau ketgrangan yang tidak benar dalam iklan atau label
bahwa pangan yang dipardagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama
atau kepercayaan tertentu, ssbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1}

K. memasukkan pangan ke dalam witayah Indonesia dan atau mengedarkan df dalam
wilayah Indonesia pangan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat {2}

1. menghambat kalancaran proses pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 53;

dipidana dengan pidana penjara paiing iama 3 {tiga) tahun dan atau denda paling
banyak Ap. 380.000.000.00 {tiga ratus enam putuh juta rupiah).

Pasal 59

Barangsiaga @

a. tidak menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi. penyimpanan,
pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang memenuhi persyaratan sanitasl,
keamanan. dan atau keselamatan manusia, atau tidak menyelenggarakan grogram
pemantauan sandasi secara berkala. atau tidak menyelenggarakan pengawasan
atas pemenuhan persyaratan sandasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

b. lidak memenuhi persyaratan sanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasai 7;

c. tlidak melaksanakan fata cara pengemasan pangan vang ditetapkan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 16 ayat (3);

d. tidak menyelenggarakan sistem jaminan mutu vang ditetapkan dalam kegiatan
afau proses produksi pangan untuk diperdagangkan. sebagaimana dimaksud
dalam Pasai 20 ayat {1);

e. tidak memuat keterangan yang wajib dicantumkan pada label, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayart (2);

meskipun telah diperingatkan secara tertulis oieh Pemerintah. dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyzk Rp. 480.000.000.00
fempat ratus delapan pulubh juta rupiah).

BAB X|
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Fungsi Iridiast Bagi

gas Airlangga

Pasal 60 -

(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang pangan kepada
Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

{2} Pemerintah dapat menugaskan Pemarintah Dagrah untuk melaksanakan tugas
" pembaniuan di bidang pangan.

{3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan
Parawran Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

{1) Datam hai terjadi keadaan kekurangan pangan yang sangal mendesak,
l Pemerintah dapat mengesampingkan untuk sementara walktu ketentuan Undang-
undang int tentang persyaraian keamanan pangan, jabel, mutu, dan atau

persyaratan gizi pangan.
{2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan keselamatan dan tefjaminnya kesehatan masyarakalt.
Pasal 62
Bilamana dipandang perlu, Pemarintah dapat menunjuk instansi untuk
mengkoordinasikan teraksananya Undang-undang ini.
Pasal 63

Undang-undang ini dan peraturap petaksanaanya tidak berlaku bagi pangan vang
diproguksi dan dikonsumsi oieh kalangan rumah tangga.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

Pada saat mulai berlakunva Undang-undang ini sernua peraturan peryndang-undangan
tentang pangan yang telah ada dinyatakan tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
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Pasai 65

Undang-undang ini mulai beslaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang

ini dengan penempatannya daiam Lambaran Negara Republik indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopamber 1996
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOEHRDIONG

Tesis

Disahkan di Jakarta

[REE TR SR,

pada tanggal 4 Nopember 1986 .
PRESICEM REPUBLIK INDONESIA .

SQEHARTO

Fungsi Iridiasi Bagi ...
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Menimbang

Mengingat

MENTER| KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHAIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOCR : 826/MEN.KES/PERXII/1987
TENTANG
MAKANAN IRADIASE

MENTERS KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Coa.

bahwa dewasa ini perkembangan penggunaan teknik radiasi
untuk kesejahteraan manusia sudah semakin maju, termasuk
penggunaan teknik radiasi untuk pengawstan makanan;

bahwa penggunaan leknik radiasi untuk pengawetan makanan
yang sudah mencapai tingkat komersial harus 1¢1ag aman bagi
masyarakat,

hahwa oieh karena itu untuk mencegan penggunaan teknik radiasi
secara fidak terkendali perlu diatur dan diawasi cara pengawetan
makanan dengan radiasi serta peredarannya:

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas periu ditetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan Repubiik Indonesia tentang
Makanan lradiasi.

Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Gevaarlijke Stoffen
Ordonnantie Sthl. 1948 Namor 377);

Undang-undang Nomar 8 tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Momer 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2088);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Hygizne Untuk
Usaha-usaha Bagi Umum {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 1862 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2475); -

Undang-undang Nomeor 31 Tahun 1884 tentang Ke'sntuan-
ketantuan Pokok Tenaga Atem {Lsmbaran Negars Sapublix
Indenesia Tahun 1284 Nomor 123, Tambahan Lemtarsn Nagara

i

Fungsi Iridiasi Bagi ...

Fera Aprilisa
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Hepuinik inconesia Momeor 27220

(o1}

drdang-undgang Nemor 2 Tarun 1965 lertany Hygiene Lembars
Megara Pecubik Ircdgnes:a Tarur 1366

Lzmcaran Megara Peputiix ‘rconesia Nomor 2804);

3. undarg-undang Nemor 2 Tanur 1981 entang Metecrologi |

Lani
ibamearar Negara Regubitk 'ndoresia Tahun 1984 Nomer 1

rarmzanar Lambarar Negara Sepctlik lndenesia Nomer 31 azi

Peraturan Semerintan Momar 12 Tehi.n 19753 tenrang ‘o

Femakaian Zat Facicakti Zan Atay Sumter Radizsi La'nn
{tembaran Negara Reoublik 'ncanesia Tahun 1375 Nemar 15.

Tamcahar Lamcarsn Negara Repucik Nemor W02

Men KesiPer T8 tertang Praduks. Jan Perecaran Makanan:

3. Peraturan Menter Kesehatan
Mer Kes/Pernfli/1973 tentang Latel dan Feriklanan Makanar,

MEMUTUSKAN:

FERATURAN MENTERI KESEHATAN AEPUBLIK INDONESIA
TENTANG MAKANAN |IRADIAS

8AB)
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ni yang dimaksud dengan :

a.

Makanan adalah setagaimana diartikan dalam Peraturan Manter: Kesenatan
Republik Indoresia Nomer 329/Marn Kas/Pe:/X|:76 entang Froduxsi aan
Peredarar. Makanan, termasuk bahar. zaku, Zaran tambahar makanan dan tahan
perolong:

Iradiasi adaian setiap prosecur, meo2a ataupur perakuan secara fisikg ¥ang
dimaksuckan untuk meflakukan raciasi ionisas| caca makanan, baik diguinaxzn
penyinaran tunggal staupun Seberapa Fenyinaran asalkan dosis maksimom yang
diserap lidak melebihi dari yang diizirkan:

F’eng_awetan Jengan radiasi ada'ah suatu oroses fisicg dergan merggunakan
panyinaran foton dzn atav elexiron yang tertujuar uniuk mencegsh dar atau
rmengnamsat partunasan, farmentasi, ~ENGASAMAan alau peruraian fain daam
makanan yang disebankan o'eh ‘zsad renik. gerangga alau proses fisicloghs;

Fas'litas irad’ator adaiah setiap nansuna
bergarak, vang digunakan sniuk

poralatar osn

TR pard diurakan

nodan fasi
d mersdi
T N e

Tesis

——————

Ncrmor 22, Tambzhar

i

3. Peraturan Menteri Kesehatan Recubkk ‘naonesia Nomer 323

Republix Indonesia Noemaor 79/

a

x

=

(2]

Fungsi Iridiasi Bagi ...

i i : ah > (AL STARY Al
Pemanggung jawal fasitas raciator ‘;_cam_h J_!rncman 1igL Srang
'ancguF'.;: fawac cengolanan suatu Tasitas wadiaon

METecI|

‘skarar radiag: adalar seuap makanan yang o
onisas tanca memandang sumeear atau iargka waKT
yaTg digunasan;

Sater makanar radiasi adaian sabll K2:emEIK Tk

(o

yEMY JIoeroisih Jengan kondis car mendapat cesEsunn I3
An H&NT TenCCiIn 2|u STk
Frocduser a0ajan cadzan usana alau DErorargan ang Tengoiin 2.4 S
LsED 2l R . JER
makaran yang acan diradias: aiau makanan qauiasi

ARACAn (NS LHSCES! ENT IS4G
Sural <Alarancarn adalan sural Margenai MasaTan cin; LWECEs «Eng
cen ‘asuitas sadiator uniuk procusen;

N
NE NSIARE. AN TE U

Py,

Seriikar rad.as azal ikal yarg zhersitkan =R
Semikar irad.as azalah sertirikal yarg - i - iars. Jang LE IR
ugasnya meliplt sengawasan makaran Ji negara 2engesspo” Martun inu

merintar ibenian (Uasa JNtuK TieiakEanaxan
gawas adalah pejacal pemerintan yang gibsnkan .(qua\‘_T(th?.P.c aksa i

v ien Dirextur < i wasan Orat zan Makasan:
sengawasan oien Dirgktur wendera; Pengawasan Stat

j inel Dscarzren KEsAnaan uriuk
Tanda gendataran ecdalah surat cersetujean aad Dacanzsman Kesenaa
fasilitas iragiaics vang axan mengiradiasi maxaran:

BATAN adalah Badar Ternaga Aicra MNasional,

Pasal 2

: iU iradias: karan setziah meman
Fasilitzs iradiator dapat digunakan untux |rad!|a:',..m'73alr< Ija_ M;-’anar e
persyaratan umum yarg tercantum cada Ker:n_\._m.. -.em‘a..g -likﬁATi\N oot
dalam Lampiran | Peraturan iny dan Keputsan Lore<ier -Jnnfjera.;d ; O"c—,;lrI:‘;i
PN 00G4/G2/DJ/87 tanggal 1 Juni 1957 tentang lzin Korstru<sl dan Lzera
lradiaior;

* narus zigziiackan cada Depaneman
Fasilitas iradiator yang dimaxsud ayat (1 harus Zicahiatkan bada vep )
Kesehatan.

Pasal 3

i i5E i percaitzeanpya Afenkan tanda
Kepa.a fasilitas iradiatcr yarg disetuju. pencatizrannya GrK
pandattaran:

Pacza tanda pencafta-an tercantum acmrer RGNS

~omcr izin cemakaian dari BATAN serta nara 4
keterargan teptang makanan yang akan dit

digqunakan, sera persyaratan operasi yand berhoho-gzr derga 33
tasilizas uringe yadasi makanan.
Passal 1

<0 Fera Aprilisa
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan inii;

(2) Iradiasi makanan harus dilakukan dengan tetap mentaati cara berprodyksi van
banb; sesugi'dengan ketentuan vang berlaku dan mengikuti Ketentuan Umum Carg
Kerja Fasilitas Iradiator vang digunakan untuk iradiasi makanan sebagaimang
tercantum dalam Lampiran It dari Peraturan ini sera Keputusan Direktur Jendera
BATAN nomor PN 0001/92/D.4/87 tanggal 1 Juni 1987,

Pasal 5

{1} Jenis m_ak_anan yang diizinka_n diaweatkan dengan radiasi dan tingkat dosis serap
yang diizinkan untuk masing-masing jenis makanan adalah sebagaimana
tercantum daiam Lampiran | Peraturan inti:

(2} Jenis makanan yang dimaksud pada ayat (1) da ! i
‘ } pat ditambah dan diubah-
Menteri Kesehatan Repubiik Indonasia. uoan

BABI
PENGAWASAN FASILITAS IRADIATOR

Pasal 6

{1) Pengawas melakukan pemeriksaan secara barkala terhadap fasilitas lradiator
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam gatu tahun,

(2) Pengawas berwenang memasuki setiap tempat yang digunakan untuk iradiasi
makanan atau tempat penyimpanan makanan yang telah diiradiasi.

Pasai 7

Selain pengawasan cien BATAN mentirut Keputusan Direktur Jeng

arai BATAN Nomor
Phtl: 0001/32/DJ/87 tanggal 1 Juni 1987 dan pengawasan terhadap persyaratan
sgbagalmana tercantum dalam Ketentuan tentang Makanan iradiasi i
Peraturan ini, pengawas berwenang ; J 1251 pada Lampran |

2. Memeriksa semua dokumen yang berhubungan dengan fasiiitas iradiat a
batch makanan yang telah diradiasi: s ’ ) radiacor dan

b. Me{ngambir contoh makanan yang akan atau telah diiradiasi untuk pemeriksaan
mutu;

€. Melakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan [
yang berlaku apabila
g_attecnht r}r:akanan yang akan atau telah diiradiasi tidak memenuhi persyaratanpyang
itentukan.

Pasal 8
Kegiatan yang dimaksud pada pasal 7 harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal

Pengawasan Obat dan Makanan dan Dirgktur Jenderal BATAN serta
8y . tembusan faporan
dikirimkan kepada penanggung jawab fasilitas iradiator. P

Pasal 9

Penanggung jawab fasilitas iradiator atau yang mewakilinya wajic mempantu pengawas
yang sedang melaksanakan lugas.

()

(3}

(4

(1)

{2}

(3)

gaBin
PENGAWASAN IRADIASI MAKANAN

Pasal 10
Fasiitas radiator harus menyimpan catalan untuk setiag patch makanan iragiasi:
Catatan vang dimaksud pada ayat {1} harus memuat

Nomor bateh:

Tanggal iradiasi; o

Jenis dan jumlah makanan iradias: _

Jenis kemasan yang digunakan jika makanan dikemas: o
Pengawasan dan pengukuran yang ditakukan seiama pe!aksanaan iradiasi,
terutama terhadap dosis minimum dan maksimum yang aiserap:

f.  Keterangan lain diperlukan; o _ :

g Setiap kejadian atau penyimpangan yang terjadi selama iradiasi.

oaouw

i ) kode nasicnal
Pada catatan yang dimaksud pada ayat {13 haruls tercantum nomor
dan atau internasional dan nomor izin pemakaian dari BATAN, serta nama dan

alamat fasiltas iradiator.

Catatan tersebut harus disimpan sekurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 11
j ili iradi keterangan untuk
Penangqung jawab fasilitas iradiator harus rnenjbuat surat
produsge?'t. y%ljng diberi tanggal dan ditandatangani untuk setiap batch makanan
iradiasi,

Surat keterangan yang dimaksud pada ayat (1} harus memuat

Nomor kode nasional dan atau intemasional fasilitas iradiator;
Nomor izin pemakaian dari BATAN;

Nama dan alamat tasilitas iradiator,

Jenis dan jumlah makanan yang diiradiasi:

Maksud dan tujuan iradiasi;

Tanggal pelaksanaan iradiasi, \

Sumber radiasi dan dosis radiasi yang digunakan;

Nomor batch makanan iradiast.

Serpaoow

ilitas iradiator harus mengirimkan tembusan sural

uhg jawab fas
Penanggung da Direktur Jenderal Pengawasan obat dan Makanan.

keterangan tersabut kepa

Tesis S Fungsi Iridiasi Bagi ...

[14]

Fera Aprilisa




ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

————

BAB Iv
PEREDARAN

Pasal 12
Makanar: iradiasi yang terkemas setelum diedarkan narus diben lagel
Pasal 13

{1) Pada label makanan iradiasi yang terkemas narus dicantumkarn 0ge, dan tulisan
"RADURA’, seria tulisan yang manyatakan tujuan iradiasi, sepenti :

a.  "Bebas serangga":

L. "Masa simpan diperpanjang”;

¢.  "Bebas bakter patogen":

d.  "Pertunasan dihambat".

Gambar icgo sebagai berikut ; /'-.\

\/

Pada labe! makanan iradiasi dalam kemasan besar harus dicantumkan tulisan
"Makanan iradiasi’ , tujuan fradiasi dan apabila tidak boleh diiradiasi ulang harus
tercantum juga tulisar "Tidak bolen diiradiast utang”;

{3)  Selain yang disebut pada ayat (1) dan (2) rada iabet harus tercartum juga

a.  Nama dan alamat fasilitas iradiator;
b, Tanggal iradiasi dalam tulan dan tahun;
€. Nama neqgara termpat iradiasi dilakukan.

Pasal 14

Makanan iradiasi yang tidak terkemas pada waktu diedarkan harus
kantong, kotak atau wadah lainnya dan diber lego,
damaksud pada pasal 13 ayat (1) dan {
sejerisnya yang tidak diradiasi.

ditempatkan dajam
tlisan, dan keterangan seperti yang
3), serta ditempatkan terpisah dari makanan

Pasal 15

(1} Tulisan, keterangan dan loge yarg dimaksu

d pada pasal 13 harus jelas. mugah
dibaca dan tidak luntur;

(2) Penanggung jawab fasilitas iradiator bertanggung jawab terhadap pencantuman

tufisar, keterangan dan logo tersebut diatas pada label makanan iradiasi sebefum
makanan tersebut dikeluarkan dari fasilitas radiatar.

Pasal 16

Tulisan "Makanan irzdiasi® harus dicartumkan pada fak:ur, surat

jalan, surat pengantar
atau dokumer perdagangan yang diparukan.

Tesis 230

: Fungsi Iridiasi Bagi ... 437

Pasal 17

i i narus aisartar dengan sarifikat
i1y Makanan iradiasi yang diekspor atau diimpor c;rr:‘;r-r*kum:'
" iradiast yang berlaku untux Datch makanan yang Dersary .

[ 3 tkan oEnwa makaran
2} Serufikat yang dimaksud pada ayat (1) narus menye:t:nu;ka:;;::nx;: ma<aras
¢ tersebut telan diiradiasi, tujuan Jan |_rad|_aS|, romacr mu,dE?HSI \u-;nnhdir‘ur.akan.
internasicral fasititas iradiator, tanggal iradiasi. sumber radiasl vang dis
senta jenis, jumliah dan nemacr batch makanan irasiasi.

; iasi 5 soor 215y damoor 3 atur
(3)  Ketentuan tentang makanan iradiasi yanrg akan g.exscor 213 C
‘ sersendiri clen Depariemen Perdagangan.

Pasal 18

I H Cr Ta<anan iTadiasl
{1} Setiap badan usaha atau perorangan yang akan .nﬁrengzlisp'c;r\:{';ftcr o e
. sesain memenuhi ketentuan yang cerlaku tentang T,-YO‘_-.._I:lj _de:ﬂl .ngawasan
ménoa]'u',(an permehcnan sertifikat iradiasl kepaca D'r?m".igrerl. I'a:- argay
Obat dan Makanan untuk seliap baich makanan yang barsangeuta™

i dan | f man yang
dicantumkan jeris Zan juruah ma-aran vahs
2} Pada permohenan tersebut harug dica ; " i tla T o auias
' bersangkutan, negara tujuan ekspcr dan diser
sepagamana dimaksud pada pasal 1.

Pasal 13

3 i terracan calziar yang
Senifikat iradiasi diberikan berdasarkaln hasil _pen«.erlksaaqn:_1 rii_:,;: o 3
disimpan dalam fasilitas iradiator sebagaimana dimaksud pada tasa.

Pasal 20

iasi cperasixan fasilitas
Dilarang melakukan pengawetan rmaxanan dengan I‘fd.dSl. ﬁe??%’rgddrizssiﬁjan: ey
iradiater. mengedarkan, mengekspaor dan mengimpar n"-lakar.am .Pnrﬁturar‘. :ri pos
memeruti katentuan tentang label dar kstentuan laiznya da.a 2ra
lampirannya.
BABW
WEWENANG

Pasal 21

I, apat drun; ighnya dizan
Direktur Jenderal Pengawasan Qbat dan Makanan atau nejacat i{:njlrlg-*:crlwtuaﬁcda!ai‘w
wle“'enéré untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keis

Peraturan ini.

Pasal 22
e ' smoawa sorai perntal
Pengawas yang sedang menjalankan tugas rarus Se’?;\“_ !r'—_'“r;:: U pe;a-:“af_ g
te~Ulis dari Dirsktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanar® ' T
ditunjuk olehnya,

Fera Aprilisa
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B AB VI
PENINDAKAN

Pasal 23
Pelanggaran terhagap ketertuan pada Peraturan ‘ni dikepakan tingakan aamimstratit
cencabulan tanda cendaftaran/pencatutan izir pemakaian fasiitas radiator dan atay

tingakan 'annya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

gAB Vil
PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang bersifat teknis yang telum cukup diatur dafam Peraturan ini. diatur letik
lanjut oleh Cirektur Jenderal Pengawasar Qbat dan Makanar.

Pasat 25
Feraturan ini mulai berlaku ternitung sejak tanggal ditetzpkan.
Agar seliap crang mengetakuirya, mamarintahkan pengundangar Peraturan Menter i

cengan pDenempatannya dalam Berita Negara Fepublik indonesia.

Ditetapkan df : JAKARTA
Paca tangqal : 23 Desembar 1987

MENTERI KESEHATAN REFPUBLIK INDONESIA

dr. SUWARDJONG SURJAMINGRAT

——Tegim m— — e o —

—_— — — Fungsi Iridiasi Bagi ...
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 79/MEN.KES/PERANN/1578

TENTANG
LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDCONESIA
tMenirrbang 2. bahwa masyarakzt terlu mendapatkan keterangan Secukupnya

mengenai makaran yang beredar, hingga dergan ‘ezal Japal
manentukan pilhannya:

b. banwa sebagai pelaksanaar Peraturan fertesi Kesehatzn
Repub'ik Indcnes a tanggal 3 Desemver 1376, No. 3290 en Kes/
Per/Xil/7§ tentzng Procuxsi dan Peredaran Makanan periu
ditetagkan Peraluran fentang Labei dan Periklaran Makaran.
Mengingar Peraturan Menten Keszhalan Repubiik Indcnesia tangga 1
Desember 1978 No. 325/Mgn Kes/Per/XIIV'T6 tentang Prodc<si dan
Peredaran Makanan.

MEMUTUSKARN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDCNESIA
TENTANG LABEL DAN PESIKLANAN MAKANAN.

Menetapkan

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daiam Peratw-an ini yang dimaksud dengan:

1. maxanaz. memproduksi, mengimpor. mengedarkan, bahan baxky. henan
tambaran. bahan panolong, wadsh. pembungkus, label, iklan dan Me-reri adatan
sebagaimana uniuk masing-masing diart’kan dzlam Paraturan Mentesi Kesehaan
Repuktlik indonesia tanggal 31 Desember 1976 No.329/Men. KasiPer X11/1376
tentang Produksi dan Pereda-an Makanan:

2. etiket adalan lane: yang zilskakas, dicetok. diukir asau dicantumkan TEngan jasEn
apapun pada wasch ata. cembungkos;

Fungsi Iridiasi Bagi ...

3. Dbagan utama =tiket adalah bagian 2tkel vang tanns jecat ICETaZtakan. Bsalikan
atau Zteariihatkan pada penualan sc2ran:

! A0MESSI8 azalah susuran Dakan sonyus.n TAR TEY ACTIDINEN @ANg T2rdagal
JHiar makanan:

.0 bahan panyusun adalan fias baban, termasek Caras ambahan vang digunasan
antik mempradukst makanar dan yang fetd2cat SdATa prnalk skne

koo en agalah tiap bahan yang menjadl saman 3uat: hahan penyv.iser:

[¥H

B mack sagang adalah tanda varg 4 paka Lniuk Temnanakan fna_kanan PEclale
siperniagakan oleh seseorang atau badan 24an ma<aran yang gicerniagakan alen
srany stau kadan iain;

mamer setdaitaran adalah kode dan ~oreer vans dicsrkan Danarioman £2s5a8nataEn
A.. Jniuk makanan yang teiah terdaftar.

[¥9

Pasal 2

Kafirat kata-kata, tanza, nama, ambang, oo, jampas 2ar sebagairya vang lerdaca!
pada ADe. 2tau cRiEn harus sesudar Jengan As4l 30al 'S KHmOegian Ut aiau

<aguraan TaKkanan.

Pasal 3
Kabmat zan kata-<ata vang Zigunakan paca 1abel NaiLs $SKuramd-<uLrangnya da amn
bahase Indenesia atau cabasa Inggrs dengan menggunasdn turutatin.

BAB I
LABEL
Bagian Pertama
Etiket

Pasal 4

Makanan yang diedarkan gi wilayah [mdenesia yzng wajib dida_fiarka_r_\ men.ru
Feraturan Mentert lentang Wajiz Daftar Makanan har.s menqgunakan glikat sesuat
fengan paraturan i

Pasal 5

Ft kat ha-us cukup 2esar untuk menampung s2mua <Riarandan varg Ige 'u<an
menrgerzl Takanar yvang bersangkuian,

Fasal &

i«=t tizak coleh mudzh lapas, lLalur 2'au lekang garene i goeikan aizu sorgann

BINAY AT TN,
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- Pasak 7 - - - e .;"‘-. .

{1) Pada afiket harus dicantumkan-

rama makanan dan/atau merk dagang o BV

TR

secara umum; - : . Do B
isi netto atau natto; -

nama dan alamat pefusahaan yang memprodukm atau mengedarkan
nomor pandaftaran; , A :
koda produksn

~oap

{2) Untuk jenis makanan tertentu yang ditetapkan oleh Memen, pada enket harus 1uga
dicantumkan tanggal daluwarsa, nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara
penyimpanan,

Bagian Kedua
Bagian Utama Etiket

Pagai 8

Fada bagian utama etiket harus dicantumkan : . e
1. nama makanan dan/atau merk dagang: e

2. isi netto atau netto;

3. nomor pendaftaran

Pasal 9
{1 Bagian utama’ etlket harus cukup luas uniuk mencantumkan hal hal yang
disebutkan daiam pasal 8 dengan teratur dan tidak berdesak-desakan, sehingga
terang, jelas, tidak dikaburkan oleh gambar atau hiasan,

(2) Bagian utama etiket tidak bcleh menggunakan latar belakang yang dapat
mengaburkan tulisan-tulisan yang dimaksudkan dalam pasal 8.

Pasal 10
Bagian utama etiket harus ditempatkan pada sisi wadah atau pembungkus makanan
yang paling mudah dilihat. ; -

Bagian Ketiga
Tulisan Pada Etiket

S R
oo DL

Pasal11 - - : R S

Pernyataan atau keterangan yang terdapat pada etiket harus dtulis dengan jeias. -

sehingga mudah dibaca.

Pasal 12 o

Ukuran huruf dan angka yang digunakan pada etikei harus cukup besar dan tidak boteh
lebih kecil dari ukuran 0,75 mm.

Tesis 468

kompoesisi, kecuali untuk makanan yang cukup diketahua kompasmlnya
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Pasal 13

Wama hunuf dan angka pada etiket harus cuicup koniras ternadap warna latar belakang.

Bagian Keampat
Nama Makanan

_ o - .+ . Pasal 14
Nama makanan harus menunjukkan sifat darv/atau keadaan makanan yang sebenarnya.
Pasal 15

{3) Jika nama suatu makanan sudah terdapat dalam Kodeks Makanan ndonesia,
harus menggunakan nama tarsebut.

{2) Makanan yang namanya belum terdapat daiam Kodeks Makanan Indonesia, harus
menggunakan nama lazim atau nama umum.

(3} Nama makanan yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini harus cukup
memberikan peniglasan mengenai makanan yang bersangkutan

{(4) MNama lain dapat digunakan sejaun tidak menyesatkan, disertai pemberian yang
cocok mengenai makanan yang bersangkutan.

Bagian Kalima
Komposisi

Pasa! 16

(1} Bahan penyusun atau komponen yang tidak disebutkan jumlahnya harus
dicantumkan pada etiket dalam daftar kemposisi secara berurutan dimuiai dari
bahan penyusun aau komponen yang paling besar jumiahnya, kecuali untuk
vitamin dan mlneral

(2) Vitamin dan mmeral disusun menurut golongan.
‘ . L Pasal 17

Komposisi yang dicantumkan pada etiket bagi makanan dehidrasi yang belum
digunakan harus girgkonstitusi adalah kemposisi setelah direkonstitusi.

e Pasal 18

(1) Dalam daftar komposisi harus digunakan nama khas, kecuali untuk :

a. lemak hewan, lemak nabati, minyak hewan, minyak nabati, rempah-rempah,
dan pati-patian {tidak termasuk pati-patian yang dimadifikasi); .

b. pewarna penyedap rasa dan aroma, pemantap, antioksidan, pengawet,
pengerulsi, antigumpal, pematang, pemucat dan pengental ,
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{2}  Apabila dalam komposisi makanan tercapat bahan penyusun yarg berasal dar
babi, harus diikuti Peraturan Mentan Kesshatan R.. ‘entang Ketentuan Peredaran
dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Banhan Berasal dari Babl.

Pasal 19

Air yang ditambahkan harus dicantumkan dalam <cmposis:, ji<a pal im Zianggap perlu
sebacai penjelasan untuk komposisi, kecuali apabila air itu merupakan Lagian dari
barar cenyusun, seperti air bleng, sirop atau kaidu.

Bagian Keenam
Isi Netto

Pasal 20

i1y Isi netto harus dinyatakan dalam ukuran mgtrik:
a. dengan ukuran yoiume uniuk makanan cair;
b, dengan ukuran botot untuk makanan padat;
c.  dengan ukuran volume atau bobot uniuik makanan semi padat atau <ental.

{2) Isi netto makanan impcr dengan pembungkus dan wadah asii dapat dinyatakan
dalam ukuran yang berlaku di negara asalnya.

Pasal 21

Makanan cerburgkus yang menggunakan medium cair harug disertai pula penjelasan
mengenai bobet tuntas.

Bagian Ketujuh
MNama dan Afamat

Pasal 22

(1% Mama dan alamat perusahaan yang memproduksi harus ditulis dengan
menysbutkan nama tempat atau kota dan nama negara asal.

{2} Bagi makanan yang mergalami pengclaran lanjutan di perusahaan dar/atau ci
negara lain, maka nama ¢an aiamat yang disebutkan adalah nama dan alamat
perusahaan yang mengofah lebih lanjut it..

Pasai 23

Jika perusahaan mempreduksi untuk pitak :a'n, mzka se-ain rama dan alamat
perusahaan yang memproduksy, juga harus dicantumkan nama dan alamat pihak lain
tersabue.

Bagian Kedelapan
Nomor Pendaftaran

Pasal 24

Mome- pendaftaran harus dicaniumkan s2sual dengan peratran yang berlaku

. T
Tesis 17C
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Hagian Kesembilan
Kode Praduksi

Pasal 25

1) Koda przacksi harus dicantumikan pada ehise.
sedamikian ruga, sehingga dapat cegat dan muaan zile

‘2)  Kode prcduksi dapat berupa angka dan/atat noriiosnEy caiols o arrei 30
menunjukkan riwayat produksi makanan,

Bagian Kesepuluh
Tanggal Daluarsa

Pasal 26

Targgal Daluarsa harus dicantumkan urfuk leris makaozs w3n; Tooal i

ditetazkan cleh Mante-i.

Bagian Kesebeias
Nilai Gizi
Pasat 27
Niai gizi makanan Ziperkaya, makanan diit atau makaszr '3

Mentart harus dicantumkan cada etike! dengan merisidsaan
karbchidrat. wvitamin, minaral, kaor danatau kadar Xemponas te

Bagian Keduabelas
Petunjuk Penggunaan

Pasai 28

(1) Urtuk jenis makanan yang meme-iukan penyizpan sckelum
etixat harus dicantumkan cara penyapan dan atau cen

[2)  Apabila pencantuman cara tersebut tidak munga- o
disortakan pada wadah atau pemoungk.s.

Bagian Ketigabelas
Cara Penyimpanan

Pasal 29

Cara penyimpznan harus dicantumken pada etixel tsagi makara™ sa03 mis
penyimpanan sscara khusus.

Bagian Keempatbelas
Lain-lain

Pasal 30

U-lok fabel matasne

aky juga xeentuan-ketertizn oz oo s s s
dzlam casalpas S

3034035, 38, 37,38, 3% 40 o
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BAE il
PERIKLANAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 31

Ferklanan makanan harus menvasakan ral yang benar sesuai Sengan Kenvataan
makanan yang bersargkutan. )

Pasal 32
Makanan yang terkera wajib caftar menurut Peraruran Menteri Kesenalan 8.4, tentang
Wajit Daftar Makanan nanva koieh diiklankar. apabia telah didaftarkan nada
Depanemen Kesehatan Regubik Indcresia.

Pasal 33

Janis makanan tarteriy yang dialur secara khusus oleh Menteri nanya bolen dilktankan
Sesual dengan ketentuan-ketentuar calam ceraturan tersabut.

Bagian Kedua
Cara Perikianan

Pasal 34
Kalimet. kata-kata, tanda. mama, lambasg. lego, gambar, referensi, nasehal, peringalan
atau pernyataan untuk periklanan makanan tidak baleh menyesatkan, mangacaukan
atau menimbulkan penafsiran saiah perihal:
3.  asal dan sifat;
k. ist dan kompaosisi;
. muty dan kaquriaan.

Pasal 35

Periklanan makanan tidak boleh menjurus ke pendapat. bahwa makanan yang
bersangkuan berkhasiat sehbagai gbat.

Bagian Ketiga
Asal dan Sifat Bahan

Pasal 3§

M_akan_e.n vang dituat tarpa atau dengan sebagian bahan pokok alami tdak holeh
fikiankan seclah-ciar makanan yang bersangkutan se'urahnya dibuat dar kahan alami.

Pasat 37

Carasmoatan o

Feregigh

' Fngsi Iridiasi Bagi .

Pasal 28

Makana:; yang dibuat sari bahap yang telah menyatami-cengolahan. bdak bolen
diikiankan dengan cara yang dapal memberikan xesan seolah-cian makanan itu dipuat
dari cahan yang segar.

Pasal 39

Perikianar makanan yarg menyerupai atal dimaksudkan setagal perggantt jenis
makanan tertenty harus meryebutkan nama bafan yang digunakan.

Pasal 40

Perikianan makanan yang menggunakan kalimat "dipsrkaya’ qengan vitamin. minerd
atay zat penamban giz' lair hanya boleh diakukan. apabiia pada pe_ngc-llahar!nya berar-
benar ditambahikan vitamin, muineral ata. zat penambah giz! jainnya. ofluar
penggJnaannya sebagai bahan tambanar .

BAB iV
LARANGAN

Pasal 41

Dilarang melakukan ztau menyuruh melakukan perbuatan yang perentangan dengan
pasal 2 sampat dengan pasal 40 peraturan In.

Pasal 42

Ditarang mengedarkan makanan yarg terkena Peraturan Mertesi tentang Wajn Daliar
Makanan yang lidaik menggunakan efiket sesual dengan geraturan inr

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 43

Direkiur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabar yang ditunjuik o’.ghpya
diberi wewenang untuk melakukan pengawasan ternadap nelaksanaan kelentuan dalam
Peraturan KMenter ini.

Pasaf d4

Patugas yang melakukar pengawaszan tsthacap pelaksanaan ketertuan '_perlatu-raﬂ ini
maiakukan tugasrya dengan membawa surat perintah dar pejabat yang disebul dalam
paszal 43.

BAB V!
PENINDAKAN

Pasal 45

Decgar bans mrang

Hrang ketentuat Ketentuar daize Kb Undang-undang Hukdr
S — ez e = = ~————Fera Aprilisa- ——
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Pidana Jan peraturan-peraturan perundang-uncangan lain, maka pelanggaran terhadap
ketentuar vang ditetapkan datam pasal 41 dan gasai 42 dapat gikenakan tindakan
admimistratif berupa perankan nemer pendaftaran dan tindakan lain berdasarkan
ceraturan gerundang-uncangan vang heriaku.

BAB VI
ATURAN PERALIHAN

Pasal 48

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Maxanan diberi wewenang. menetapkan
farap-tahap pelaksanaan geratlran ini.

BAR Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menter ini diatur tersendiri.

{2} Hai-hal yang bersiat teknis yang belum cukup diatur dalam Paraturan Menteri inj,
diatur lebih lanjut oleh Direktur jenderal Fengawasan Chat dan Makanan .

Pasal 48
Peraturan Menteri iri berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuirya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan menempatkannya datam Berita Negara Republik [ndonesia.

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 20 Maret 1978

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ta.

(G.A, SIWABESSY)

Tesis A Fungsi Iridiasi Bagi ... Fera Aprilisa
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MENTERTI KESEHATAN
REPUBLIK INDONES!A

*

PERATURAN MENTER| XESEHATAN IEPLELIK INDONESIA

NCMOR : 329/MEN.XES/PSA/XI/78
TENTANG
PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN

MENTERI KESEMATAN REPUBLIK INDONESIA

Toa.

bahwa makanan adalah salah satu pahan pokok dalam rangka
pertumbuhan dan kehidupan bangsa sarta mempunyai caranan
penting daiam pembangunan nasicnai;

bahwa masyarakat harus dilindungi kxeseiamatan dan
kesehatannya ternadap makanan yang tidak memenuhi syarat
serta terhadap kerugian sebagat akibat serdagangan yang lidak
jujur;

bahwa Peraturan Menteri Kesenatan Republik Indonesia Mo. 3%/
N/Kab/B.VIL/73 tanggal § Maret 1973 tentang Produksi dan
Peredaran Makanan dan Minuman peru disesuaikan dangan
kaadaan;

bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan tentang produksi
dan peredaran makanan yang baru.

Undang-undang Nomoer 9 Tahur 1560 tentang Pokok-pokok
Kesehatan { Lembaran Negara Repukiik Indonesia Tahun 1560
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
Nomor 2088);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang Hygiene Untuk
Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 2475);

QOrdonansi Bahan-bahan Berbzhaya (Gevaayilijke Stoffen
COrdonnantie Stki. 1948 No. 377);

Undang-undang Ncmor 2 Tahun 15238 tertang Hygisns {_amtarar

Tesis Fungsi Iridiasi Bagi ...
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Menetapkan

Di dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Makanan

2. Memproduksi

3. Mengimpar

4, Mengedarkan

5. Hygiene

6. Standar mutu

7. Bahan baku

Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804},

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Crganisas) Depantemean;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974
tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PRODUKS! DAN PEREDARAN MAKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman
manusia, termasuk psrmen karet dan sejenisnya. akan tetapi
bukan obat,

adalah membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawsetkan,
membungkus kembali untuk diedarkan;

adalah memasukkan makanan ke wilayah Indonesia;

addlah menyajikan di tempat penjualan, menyarahkan, mamiliki
atau mempunyai persediaan di tempat penjualan, dalam rumah
makan, di pabrik yang memproduksi, diruangan perusahaan lain
dari pada yang tersebut di atas, di halaman, daiam kendaraan,
kapal udara, kapal laut, perahu atau di tempat lain, kecuali jika
rmakanan itu nyata-nyata untuk Konsumsi sendin;

ialah kesehatan masyarakat yang khusus reliputi segala usaha
untuk melindungi, memelihara dan mempertinggl derajat
kesehatan badan dan jiwa, baik untuk umum maupun untuk
perorangan, dengan tujuan memberikan dasar-dasar kelapjutan
hidup yang sehat serta memperntinggi kesejabteraan dan daya-
guna peri-kehidupan manusia;

adalah ketentuan yang ditetapkan olsh Menteri mengenai nama.
bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. komposisi,
wadah, pembungkus serta ketentuan lain untuk pengujian tiap §
jenis makanan;

adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi §
makanan, :

sitas Airlangga

5. Bahan
tambahan

g, Bahan
penciong

0. Wadah

11. Pembungkus :

12, Label

13. Ikian

14, Pengawas

t5. Pengujian

16. Bangunan

17. Menteni

adatah panan vang ditambahkan cada pengeiahan makanan uriuk
meningkatkan mutu, termasuk sewarna. penyegap rasa dan
aroma, pemaniap, antioksioan. gengawet, pengemulsi. anti
gumpal, pematang, pemucat dan zengental;

adalah bahan yang digunakan untuk membanty pengoiahan
makanar;

adalah barang yang dipakai untuk mewadani atau _m_emt:ungkus
makanan yang berhubungan iangsung dengan isi, termasuk
penutupnya;

adalak barang yang digunakan untuk mfer_‘nbungkus makanan
yang tidak berhubungan langsung cengan isi,

adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pemyataan lan
yang disertakan pada wadah atau pembungkus sebagai
keterangan atau penjelasan;

adajlah usaha dengan cara apapun untuk meningkatkan
penjualan, paik secara langsung maupun figak langsung;

adalah pejabat pemerintah yang diberi kuasa oleh Direkiur
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk melaksanakan

pangawasan;

adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh
makanan dengan maksud memerksa kebenarannya:

adaiah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan
kegiatan produksi, pengangkutan, peyimpanan atau peredaran
makanan;

adalah Menteri Kesehatan Rapublik indenesia.

BABI
SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 2

Makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indcnesia hartus mer_nenuhi syarat-
syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan cieh
Menter untuk tiap jenis makanan

Pasal 3

1) Untuk memproduksi makanan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

Menteri.

(2) Untuk memproduksi jenis makanan tedentu yang diistapkan oleh menterl harus
mendapatkan izin dan Menteri,

43
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Pasat 4

Makanan terientu yang ditetapkan oleh Menteri seteium diproduksi, diimpor dap atau
diedarkan harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan Republik indonesia,

Pasal 5
{1y Makanan yang diimper harus mendapat persewjuan iebih dahulu dan Menteri.
{2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila makanan iersebut
a, memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan cleh Menteri;
b.  di negara asalnya tidak dilarang peredarannya:
€. lidak berbahaya atau mengganggu kesehbatan manusia;

d. bebas dar penyakit atau hama yang dapat menular pada manusia, hewan
atau tumbuh-tumbuban.

BABLH
PRODUKS!I
Lokasi Produksi

Pagat 6

Lokasi unit produksi makanan harus dipilih, sehingga dapat dicegah pencemaran
terhadap produke

BANGUNAN
Pasal 7
{1) Bangunan yang digunakan unatuk memproduksi makanan harus dibuat
berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene yang
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan jenis produksi makanan yang dibuat.

(2) Bangunan yang dimaksud dalam ayat {1} harus mempunyai fasilitas sanitasi serta
terpelihara.

ALAT PRODUKSI
Pasal 8
Alat yang digunakan untuk memproduksi makanan harus dibuat dari bahan yang tidak
melepaskan unsur yang dapat mengganggu kesehatan.
Pasal 9

Alat yang dimaksud dalam pasal 8 harus dibuat berdasarkan perencanaan yang
memenchi perayaratan teknik dan higiana yang ditetagkan scieh Manteri.

A
ey

Tesis

iversitas Airlangga

BAHAN
Pasal 10
Bahan bakuy, bahan tambahan 2an bahan zernglcryg vzng digunakan JIntuk

memproduksi makanan narus memenuhi standar mutl itau 08r3yaratan yang
ditetapkan oleh Menteri.

iy

‘21 Jenis bahan tambahan dan banan penciong yarg Ziizinkan untuk memproduksi
makanan ditetapkan oleh Menteri.

PROSES PENGOLAHAN
Pasal 11

Proses produksi makanan yang menggunakan saran sacicaini daiur 38gual engan
xetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1975 tentang izin Pemakaian Zat
Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya.

Pasal 12

Proses pengolahan harus dilakukan berdasarkan perancaraan yang memenuni
perayaratan teknik dan higiene, sehingga produk akiir memenuhi syarat-syarat
keselamatan dan kesehatan,

WADAH
Pasal 13
{1}  Wadah makanan harus dapat melindungl dan mempentahankan mutu isinya.

(2} Wadah harus dibuat dari bahan yang tidak melepaskan zal yang dapat
mengganggu kesehatan,

PRODUK AKHIR
Pasal 14

Terhadap produk akhir jenis makanan tertentu yang ditelapkan oleh Menteri harus
dilakukan pengujian sebelum diedarkan.

LABORATORIUM PEMERIKSAAN MUTU
Pasal 1%

Pesrusahaan yang memproduksi jenis makanan terientu yang cditetapkan oleh Menteri
diwajibkan memiliki laboratorium perneriksaan mutu untux melakukan pemeriksaan dan
analisa terhadap bahan yang digunakan dan produk akhir,

Pazal 13

movarg marsrodukst jenis masEran EUEtL 10 1 T ULARLD IL DT LREY S
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wajib mempunyal ienaga anli sebagal penanggung-jawab mutu, yang kwalifikasinya
ditetapkan oieh Menteri.

KARYAWAN
Pasal 17

Karyawan yang berhubungan iangsung dengan produksi makanan harus dalam
keadaan sehat dan bersih.

BAB IV
PEREDARAN
LABEL DAN PERIKLANAN
Pasal 18
Menteri menetapkan peraturan tentang labei dan periklanan makanan.
PENYIMPANAN
Pasal 19

Meanteri menetapkan peraturan éntang persyaratan teknik dan higiene penyimpanan
makanan '

PENGANGKUTAN DAN PEREDARAN
Pasal 20

Menteri menetapkan peraturan tentang persyaratan teknik dan higiene pengangkutan
dan peredaran makanan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 21
{1} Dilarang memproduksi, mengimpor atau mengedarkan makanan yang :
a. bangar atau berbau busuk, menjijikkan, kot-or. tercernar, busuk atau terurai;
k. mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit;

¢, mengandung atau padanya terdapat bagian atau kotoran serangga atau
binatang pengerat yang melampaui batas;

d. mengandung atau padanya terdapat sisa pestisida atau senyawa lain
pembefantas hama dan penyakit yang melampaui batas;

e. mengandung atau padanya terdapat zat kimia beracun, Iogam atau
metalida. atav tahan tambahan yang meiampaui batas;

I
Ed
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£, yang padanya terdapat jasad renik yang berbahaya atau yang melampaui
batas;,

g. fidak cocok untuk konsumsi manusia;
h. berbahaya atau dapat menggangqu Kesehatan manusia.
(2) Batas-batas yang dimaksud dalam ayat {1) huruf ¢, d, &, 7 ditetapkan adieh Menten.
Pasal 22

(1) Dilarang memproduksi, mengimpor at@au mengedarkan makanan tertentu yang
ditetapkan oleh Mentern :

a. yang tidak didaftarkan pada Departemen Kasehatan Republik Indonesia;

b. yang tidak memenuni standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh
Menteri.

(2) Dilarang mengedarkan makanan tertentu yang tidak diproduksi oleh orang atau
perusahaan yang telah mendapat izin menurut ketentuan pasal 3 ayat (2).

Pasal 23

Dilarang bagi unit produksi makanan yang dimaksud dalam pasal § mengakibatkan
pencemaran lingkungan

Pasal 24

Dilarang menggunakan bagian bangunan yang digunakan untuk memproduksi makanan
untuk kepesluan lain.

Pasal 25

Dilarang menggunakan atat yang dimaksud dalam pasal 8 selain untuk tujuan produksi
makanan.

Pasai 26

Dilarang mempekeriakan karyawan yang berpenyakit menular atau yang gdapat
menularkan penyakit,

Pasal 27
Bilarang mencantumkan pada label makanan

a. kalimat, kata-kata, tanda, nama, lambang, gambar dan sebagainya yang dapat
menyesatkan, mengacaukan atau ditatsirkan salah perinal asal, sifat, isi,
komposisi, muty atau kegunaan makanan;

b.  refarensi, nasehat, peringatan atau pernyataan dari siapapun, yang Dertujuan
uniuk meningkatkan penjuzlan, baik secara langsun] atav tioak langsurg
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¢.  referensi. nasehat, peringatan atau pemyataan yang dapat menjurus ke pendapai

yang tidak benar babwa makanan yang bersangkutan berkhasiat sebagai opat.
Pasal 28
Larangan yang disebut dalam pasal 27 berlaku juga terhadap periklanan makanan.
BABYVI
PENGAWASAN
WEWENANG PENGAWASAN
Pasal 29
Direktur Jenderal Pengawasan Cbat dan Makanan atau Psjabat yang ditunjuk olehnya
diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap petaksanaan ketentuan dalam
Fsraturan ini.

Pasal 30

Pengawas yang sedang manjalankan tugas harus seiaiu membawa perintah terntuiis dant - '

Cirektur Jenderai Pangawasan Obat dan Makanan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya,
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGAWAS
Pasal 11

(1) Pengawas yang dimaksud dalam pasaj 30 berwenang untuk :

a. memasuki tempat produksi atau peredaran makanan dan tempat lain yang.

patut diduga digunakan uniuk produksi dan/atau peredaran makanan;
b.  memeriksa dan mengarnbil contoh makanan;

¢.  memeriksa apapun yang dapat diduga olehnya digunakan atau dapat
digunakan untuk produksi atau peredaran makanan;

d.  membuka dan memeriksa tempat atau bungkusan yang patut diduga oleh
pengawas berisi makanan;

2. meminta dan menerima penjeiasan yang berhubungan dengan prodiksi dan
peredaran makanan,

(2) Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) sebagian atau seluruhnya harus
tercantum secara tegas dalam surat tugas.

Pasal 32
Fengawas berkewajiban untuk :

a. merahasiakan segala sesualu yang bersifat rahasia dengan mengingat sumpan
jabatan;

Fungsi Iridiasi Bagi ...
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= megnunjukkan surat tugas <epada yang berkepentingan.
Pasal 33

Pengusaha di bidang produksi, impor atau peredaran makanan walib membaniu
nengawas yang sedang metaksanakan tugas.

BAB VI
PENINDAKAN

Pasai 34

Pelanggaran terhadap ketentuan vang ditetapkan dalam pasal-pasal 2, 10, 21, 22 dan
33 Peraturan ini yang berhubungan dengan perbuzian Pigana dihukum Dercasarkan
pasal 204, 205, 212 dan 386 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUMP).

Pasal 38

Pealanggaran terhadap ketentuan dalam pasai-pasai 3, 4. 5,6, 7, 8, 8, 12 13, 14, 15, 16,
17, 18, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 Peraturan ini dapat dikenakan tindakan
administratif berupa penarikan nomor pendaftaran dan tindakan [ain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

BAB VIt
ATURAN PERALIHAN

Pasal 36
Ketentuan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku selama
ketentuan tersebut tidak bententangan dengan kegtentuan yang ditetapkan dalam
Peraturan ini.

Pasal 37

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan diberi wewenarng mengatur masa
peralihan bagi makanan terteniu yang terkena Peraturan ini.

BABIX
PENUTUP

Pasal 38
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Manteri Kesehatan Repubiik
Indonesia Nomor 38/1H/Kab/B . V1I/73 tangga!l & Maret 1973 tentany Produksi dan
Peredaran Makanan dan Minuman dinyatakan tidak barlaku lagi.

Pasal 39

Hai-hal vang barsitat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Mentari ini, diatur
labih tanjut oleh Direkiur Jenderal Pengawasan Obal dan Makanan.
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Pasal 40
Paraturan Menteri ini mulai barlaku ierhitung sejak tanggai ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Desember 1976

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(G.A. SIWABESSY)

Universitas Airlangga
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Pasal 40 1
Peraturan Menteri ini mulai besaku ternitung sejak tanggal ditetapkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri int
dengan pgenempatannya daiam Berita Negara Repubiik Indonesia,
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal - 31 Desember 1976

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDCNESIA

(G.A. SIWABESSY)
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